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ABSTRAK

Delvi Ratna Sari. NPM 1405170369. Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) menggunakan Standart Internal Audit Capability
Model (IA-CM) (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi), 2018.
Skripsi.

Penelitian ini  bertujuan menganalisis tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada inspektorat Kota Tebing Tinggi
dengan menggunakan standart yang berlaku universal diseluruh dunia yaitu
Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang di bentuk oleh Auditor Sektor
Publik Dunia yaitu The Institude of Internal Auditor, elemen-elemen internal audit
yang mempengaruhi Kketertinggalan Kapabilitas APIP dan strategi untuk
meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dalam hal
menganalisis data penelitian penulis melakukan teknik pengumpulan data
Observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisi data yang
digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan penilaian Kapabilitas APIP
menggunakan standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) menunjukkan
bahwa Inspektorat Kota Tebing Tinggi berada pada level 3 dengan catatan
perbaikan (Integrated). Dari 6 elemen internal audit sesuai Standart 1A-CM, 4
elemen yaitu elemen “Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal
Auditing)”, “Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)”,
“Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and Culture)” dan
elemen “Struktur Tata Kelola (Governance Structure)” sudah mencapai level 3
sedangkan 2 elemen lain nya yaitu elemen “Paktik Profesional (Profesional
Practice)” dan elemen ” Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance
Management and Accountability)” masih mencapai level 2. Dari 6 elemen tersebut
diketahui elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP pada
Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah elemen yang masih berada pada level 2.
Untuk kondisi Kapabilitas tersebut Inspektorat Kota Tebing Tinggi membangun
strategi untuk memperbaiki pemenuhan KPA (Key Procces Area) pada elemen
yang tertinggal.

Kata Kunci : Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP), Internal Audit Capbility Model (IA-CM).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
Peserta KN APIP menyatakan saat ini di Indonesia terdapat permasalahan
Nasional kualitas Laporan Keuangan Pemerintah belum baik, efesiensi dan
efektifitas pengelolaan Keuangan Negara belum optimal dan masih tingginya
praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang efektif merupakan salah satu tonggak paling
penting dalam upaya mewujudkan pemerintah dengan tata kelola yang baik (good
governancel) dan pemerintah yang bersih (good government). Peran APIP
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11 yakni : 1). Memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 2). memberikan peringatan
dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 3). memelihara dan meningkatkan kualitas
tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Peran yang efektif dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
dilaksanakan secara tertib, efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mewujudkan

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan



penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Elieser (2016).

Dalam Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pihak yang
mnejalankan pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara adalah Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan tugasnya APIP melaksanakan
kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksakan secara efektif dan efesien dalam mewujudkan (Good
Government) tata pemerintahan yang baik.

Seiring dengan berkembangnya auditor sektor publik di dunia, The
Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF) selaku organisasi
profesi auditor intern dunia mengembangkan kerangka kerja yang dikenal dengan
Internal Audit Capability Model (IACM). IACM mengidentifikasi aspek-aspek
fundamental yang dibutuhkan bagi pengembangan audit intern yang efektif yang
mencakup elemen-elemen yang diperlukan audit internal yang efektif di Sektor
Publik. Adapun elemen-elemen audit internal tersebut adalah :

a. Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing)

b. Pengelolaan SDM (People Management)

c. Praktik Profesionnal (Profesional Practice)

d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and
Accountability)

e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and Culture)

f.  Struktur Tata Kelola (Governance Structure)



BPKP dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand
Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015-2019
dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Teknis Peingkatan
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengadopsi kerangka kerja
IACM tersebut sebagai dasar penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) di Indonesia.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) 2015-2019 menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada
level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional menggunakan
konsep penilaian IA-CM. Sementara itu kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini
sebagian besar (85,23%) masih berada pada level 1 (yang berarti kualitas APIP
masih belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan
dan mencegah korupsi).

Berdasarkan publikasi BPKP tahun 2014 hasil penelitian tingkat
kapabilitas APIP terdapat 474 APIP K/L/D per 31 Desember 2014, sebanyak 404
unit APIP atau 85,23% berada pada level 1, 69 unit APIP atau 14,56% unit APIP

berada pada level 2 dan baru satu unit APIP atau 0,21% yang berada pada level 3.

Tabel 1.1
Kondisi dan Target Peningkatan Kapabilitas APIP
Kondisi s.d 2014  Target Tahunan Level 2 Target Tahunan Level 3

Unit APIP ||Level || Level || Level Jumlsh s.d
1 2 3 2015201612017 | 2018112019 | 201512016 { 20171 2018 | 2019 | 2024

KIL |66 |19 1 | 8 | 3 |18 113 )17 )8 | 4 |13]16 )19 |17 |86
Provinsi | 28 | 6 Jl v 47O 2)2)2]67])7]9]34
Kab/Kota || 310 | 44 354 (32 (24 |28 [ 22 |25 |10 (30|40 |32 16 || 354
Jumlah |[404 || 69 || 1 | 474 | 36 | 46 | 48 | 49 | 35 | 16 | 45 | 62 | 80 | 42 [ 474

Sumber : Grand Design Kapabilitas APIP 2015-2019



Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Intern Pemerintah (RKNPIP) tanggal 13 Mei 2015 mengarahkan agar
5 tahun kedepan (tahun 2019), APIP dapat memberikan penilaian terhadap
efesiensi, efektifitas, keekonomian dan akuntabilitas dalam pemerintahan, baik
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk itu Presiden Republik
Indonesia menginstruksikan kepada kepala BPKP untuk dapat memperbaiki
kondisi APIP menjadi 85% di level 3 dan 1% di level 1 pada tahun 2019,
sebagaiman tercatum dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan kapabilitas APIP
K/L/P sebanyak 85% di level 3 pada Tahun 2019. (Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2015).

Masih rendanya tingkat level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) menunjukkan bahwa kualitas Auditor Internal Pemerintah
masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk pengawasan
yang berupa audit, reviu, pemantauan dan evaluasi hingga tidak dapat
mewujudkan tata pemerintah yang baik sesuai tujuan organisasi.

Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan pasal 3 huruf J dalam melaksanakan tugasnya BPKP
melaksanakan fungsi “Pembinaan Kapabilitas Pengdendalian Intern Pemerintah
dan sertifikat Jabatan Fungsional Auditor” maka dalam penelitian ini akan
menganalisi kapabilitas APIP berdasarkan standart Internal Audit Capability
Model (IACM) yang menyatakan elemen-elemen kapabilitas APIP sebagai dasar
penilaian tingkat level kapabilitas APIP.

Untuk itulah penelitian ini dilakukan berdasarkan target Presiden Republik

Indonesia yang menginstruksikan kepada BPKP untuk meningkatkan Kondisi



APIP menjadi Level 3 berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan
judul “Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
menggunakan Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) (Studi Kasus
pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi)”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dengan ini permasalahan yang
diperoleh adalah “Masih rendahnya tingkat level kapabilitas APIP (Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah) tidak dapat mewujudkan pemerintahan yang
baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan
kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”.
C. Rumusan Masalah.
Dalam melaksanakan penelitian penulis merumuskan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi
dengan mengacu pada standart IA-CM?
2. Pada elemen manakah yang mempengaruhi ketertinggalan APIP yang
tidak dapat mencapai target?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatan kapabilitas APIP
yang belum maksimal?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tebing

Tinggi dengan mengacu pada standart |A-CM.



2.

Menganalisis elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas
APIP Pada Inspektorat Tebing Tinggi.
Mengetahui strategi yang dilakukan untuk meningkatan kapabilitas

APIP yang belum maksimal.

Manfaat Penelitian

a.

Bagi peneliti, penelitian untuk memberikan wawasan penulis dalam
hal Audit Internal Pemerintah khususnya peningkatan Kapabilitas
APIP berdasarkan 1A-CM.

Bagi Inspektorat Kota Tebing Tinggi, dengan penelitian ini dapat
dijadikan masukan oleh Inspektorat dalam upaya peningkatan
Kapabilitas APIP.

Bagi Akademis dan Peneliti lain nya, penelitian ini dapat menjadi
bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih kanjut tentang

Kapabilitas APIP.
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LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori
a. Auditing
Menurut Mutia Silvi Aprialina (2015) definisi audit yang sangat terkenal
adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement of Basic Auditing
Concepts) yang dikemukakan oleh American Accounting Association yang
mendefinisikan auditing sebagai :
“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi
bukti — bukti secara obyektif mengenai asersi tentang berbagai
tindakan dan kejadian ekonomi untuk memutuskan tingkat
kesesuaian antara asersi — asersi tersebut dengan kriteria yang

telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para
pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih
bahasakan oleh Herman Wibowo (2012) Auditing merupakan suatu
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah
ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012) auditing adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis,
oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen beserta catatan- catatan pembukuan

dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan
pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan tersebut”.



a. Jenis-Jenis Auditing
Menurut Sukrisno Agoes (2012) Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit

bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap
kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan
kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk
mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara
efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan
biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan
atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan Ekonomis adalah dengan
pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal
atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan
untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan
dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak
intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal
(Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan
lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal
audit.

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan

catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan



manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan

internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan

umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak
memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-
pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang
merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal
auditor berisi  temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai
penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian
intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations).

4. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang
memproses data akuntansinya dengan menggunakan ectronic Data
Processing (EDP) sistem.

b. Audit Internal
Internal Audit adalah agen yang paling “pas’” untuk mewujudkan Internal

Control, Risk Management dan Good Corporate Governance yang pastinya

akan memberikan Nilai Tambah bagi SDM dan Perusahaan (Valery G.

Kumaat, 2010, Hal. 35)

The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF)
menjelaskan bahwa Internal Audit menyatakan tujuan mendasar, sifat, dan
ruang lingkup audit internal yang di uraikan sebagai berikut :

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi
independen yang bertujuan untuk menambah nilai dan
memperbaiki operasi organisasi. Ini membantu organisasi
mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan sistematis dan

disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses
manajemen, pengendalian, dan tata kelola risiko”.
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Menurut American Accounting Association dalam buku auditing oleh
Guy, dkk (2005), mendifinisikan bahwa
“Audit Internal adalah proses sistematis yang secara obyektif
memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan
kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian

antara asersi ini dengan kreteria yang ditetapkan ke pengguna
yang berkepentingan”.

Internal Audit adalah pemeriksaan oleh bagian Internal Audit perusahaan,
baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi, maupun ketaatan

terhadap kebijakan manejemen yang telah ditentukan (Sukrisno Agoes, 2012).

2.  Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)

Menurut United Nation Development Program (UNDP) good governance
lebih  memfokuskan  pada cara pengelolaan Negara dengan
mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan
aspek ekonomi. Dengan demikian orientasi sektor publik dimaksudkan untuk
mewujudkan Good Governance. (Nurmala dkk, 2015, Hal. 27)

Menurut Komite Cadbury, yang dikutip oleh Antonius Manggala (2017)
tata kelola perusahaan (Corporate Governance) adalah prinsip langsung yang
mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan
dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada
pemegang saham (shareholders) khususnya, dan para pemangku kepentingan
di perusahaan (stakeholders).

Menurut (Komite Nasional Kebijakan Governance) KNKG (2006),

prinsip-prinsip umum GCG yang meliputi :
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1. Transparansi (Transparency)
Perusahaan haruslah menyediakan informasi yang relevan serta mudah
diakses dan dipahami oleh stakeholders dengan cara mengambil inisiatif
dengan tidak hanya mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan
undang-undang, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu bagi
shareholders, kreditur, dan stakeholders untuk membuat suatu keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan
cara yang benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan shareholders dan
stakeholders.
3. Tangggung Jawab (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan
tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan
untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang dan untuk
diakui sebagai warga perusahaan yang baik atau Good Corporate Citizen.
4. Ketergantungan (Independency)
Dalam memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan
harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang
tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi

organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.
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5. Keadilan (Fairness)

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu

mempertimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholders lainnya

berdasarkan prinsip keadilan

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, seluruh pimpinan organisasi baik itu
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Lahirnya PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan
pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean government).

3. Sistem Pengendalian Intern

Untuk melaksanakan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan
dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi,
Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem
pengendalian intern yang memadai.

PP 60 Tahun 2008 menyatakan Sistem Pengendalian Internal adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan Kketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan”.
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Menurut Valery G Kumaat (15;2010) Pengendalian internal adalah
rencana, metoda, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk
memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efesiensi dan efektivitas
operasional,  kehandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset,
ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada PP nomor 60 tahun 2008 pasal 4 huruf G, mengatakan “Pimpinan
Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui
perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif.

Salah satu wunsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem
pengendalian yang memadai adalah memperkuat Peran Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. (PP Nomor 16 tahun 2016 BPKP
tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern

pemerintah).

4. Aparat Pengawasana Internal Pemerintah (APIP)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g pada PP Nomor 60 tahun
2008 sekurang-kurangnya perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah yang efektif memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
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Standart Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah mendefinisikan :

“Pengawasan Internal Pemerintah merupakan fungsi manajemen
yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui
pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi
pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana,
kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu,
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan
untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean
government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Dalam Standart Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
mengatakan pengawasan Internal adalah
“Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik”.
Dalam PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP mengatakana Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang

bertanggung jawab kepada Presiden;

b. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang
bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND);

c. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada

Gubernur, dan;



15

d. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 48 ayat

2 mengemukakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui :

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan pasal 50 pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008

tentang SPIP audit yang dimaksud merupakan :

a) Audit kinerja yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas
aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas; dan

b) Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk
dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit
investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal
lain di bidang keuangan.

2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
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4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat

dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini berdasarkan :

1)

2)

3)

a.

Audit atas laporan keuangan

Ausdit yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian
laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
Audit Kinerja

Audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas
pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
Audit dengan tujuan tertentu

Audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang
diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit
terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan

audit yang bersifat khas.

Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Perwujudan Peran APIP yang efektif berdasarkan PP Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

sekurang-kurangnya harus :
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1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah.

b. Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat KE-AIPI)
disusun sebagai pedoman perilaku bagi Auditor Intern Pemerintah dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam
mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.

Oleh Komite Kode Etik yang terangkum dalam Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Internal (AAIPI) Auditor intern pemerintah diharapkan
menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

1) Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan
yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun
kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan
dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun

juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.



18

2) Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan
pertimbangan pribadi. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas
profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan
mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang
diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian tidak dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain.
3) Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang
agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang
mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan
kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi
tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan
atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
4) Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah
menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang
diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
5) Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan Kinerja dan

tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan
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untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern
pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas Kkinerja dan
tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6) Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu,
dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah
sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik
dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan

kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

c. Telaahan Sejawat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Dalam penelitian oleh Angga Rahmana (2016) Untuk menjaga kualitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI) melakukan program penjaminan dan
pengembangan mutu. Dalam Pedoman Telaah Sejawat (2014: 1) dijelaskan
sebagai berikut :

“Program penjaminan dan pengembangan mutu tersebut dilakukan
melalui penilaian intern dan ekstern. Program penilaian intern
dilakukan melalui supervisi terus-menerus dan penilaian secara
periodik, setiap semester atau tahunan. Program penilaian ekstern
dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: (1) sepenuhnya dilakukan
oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu,
seperti Kantor Akuntan Publik; (2) penilaian sendiri dengan
validasi oleh pihak ekstern; (3) telaah sejawat oleh APIP lainnya”.
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Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menetapkan
telaah sejawat sebagai pelaksanaan penilaian ekstern di lingkungan APIP.
Telaah sejawat dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan
berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP. Dalam rangka
mempertahankan independensi maka telaah sejawat tidak dilakukan secara
resiprokal (saling telaah). (Pedoman Telaah Sejawat, 2014: 1).

Dalam Pedoman Telaahan Sejawat (2014: 1) disebutkan bahwa telaah
sejawat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1) menjadi pembanding bagi APIP lainnya dan sebagai bukti bahwa APIP
mengikuti/melaksanakan praktik terbaik yang berkembang secara
internasional;

2) mengetahui tingkat kesesuaian aktivitas APIP dengan standar yang
berlaku;

3) menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan
standar AAIPI;

4) sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP.
Dalam Pedoman Telaahan Sejawat (2014: 1-2) juga disebutkan bahwa

telaahan sejawat dimaksudkan untuk:

1) melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP
sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya

2) menyatakan pendapat penilai tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan
Standar Audit yang berlaku (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia);

3) memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai

tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah
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dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan

pedoman kerja yang memadai.

d. Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APIP)

Petugas yang melaksanakan audit intern di lingkungan Instansi
Pemerintah harus memenuhi syarat kompetensi tertentu. Sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) PP Nomor 60 tahun 2008 bahwa,
“Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.” Yang dimaksud
dengan auditor dalam hal ini adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil di
lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui
keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi jabatan fingsional auditor
yang dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional auditor.

5.  Peningkatan Kapabilitas APIP

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014) yang di uraikan oleh Yudhi
Setiawan (2015) Kapabilitas adalah “Kapabilitas, artinya juga sama dengan
komperensi, yaitu kemampuan, namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas
memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih paham
secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuanya dari titik
kelemahan hingga cara mengatasinya”.

Peningkatan kapabilitas APIP merupakan upaya memperkuat,

meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses
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bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan
peran dan fungsi APIP yang efektif.

Mengingat kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar
(85,23%) masih berada pada level 1 dan 14,56% pada level 2, pemerintah
melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3
dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian Internasional. Yang kemudian
dipertegas kembali oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo tanggal 13 Mei
2015 di Jakarta pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern dengan
tema Peningkatan Kapabilitas APIP. (Lampiran 6 PP BPKP nomor 16 2015
tentang pedoman teknik peningkatan kapabilitas APIP).

Dalam Lampiran 1 PK BPKP tentang Pedoman teknis Peningkatan
Kapabilitas APIP mengatakan Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk
melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang harus dimiliki APIP agar dapat
mewujudkan peran APIP secara efektif, yang terdiri dari tiga unsur yang
saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya
manusia (SDM). Proses peningkatan APIP dilakukan dengan empat tahapan
yaitu :

1. Tahap Penilaian Mandiri

2. Tahap Penjaminan Kualitas oleh BPKP

3. Tahap Peningkatan Kapabilitas APIP berdasarkan identifikasi area yang
memerlukan perbaiksn yang diperoleh pada tahap 1

4. Tahap Pemantauan Pelaksanaan Peningkatan Kapabilitas.
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Metode yang digunakan dalam menilai kapabilitas APIP adalah dengan
penilaian mandiri oleh APIP yang bersangkutan. Penilaian Mandiri (Self
Assesement) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai
efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu
pada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh
dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit
Capability Model (IACM). (Sumber : Peraturan Kepala BPKP tentang
Pedoman Teknis Monitoring Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah).

6.  Internal Audit Capability Model (IA-CM)
The Institute of Internat Auditor(I1A) Reasearch Foundation menyatakan

tentang IA-CM merupakan :

“IA-CM adalah kerangka yang mengidentifikasi dasar- dasar yang
diperlukan untuk audit internal yang efektif di sektor publik. Ini
menggambarkan evolusi path untuk organisasi sektor publik untuk
mengikuti dalam mengembangkan efektif audit internal untuk
memenuhi kebutuhan tata kelola organisasi dan guru besar harapan
nasional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah dalam maju dari
tingkat dari audit internal yang khas dari organisasi kurang mapan
untuk yang kuat, efektif, kemampuan audit internal umumnya
terkait dengan lebih matang dan organisasi yang kompleks™.

IA-CM oleh The Instituted of Internal Auditor (I11A) Reasearch
Foundation berfungsi untuk :
1. Menentukan persyaratan audit internal sesuai dengan sifat, kompleksitas,
dan terkait risiko operasinya.

2. Menilai ada kemampuan audit internal terhadap persyaratan yang telah

ditentukan.
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3. Mengidentifikasi kesenjangan tidak bisa signifi antara persyaratan dan ada
kemampuan audit internal dan bekerja untuk mengembangkan tingkat
yang sesuai kemampuan audit internal
Tahap pertama dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah pelaksanaan

Penilaian Mandiri (self assessment) untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya
pada saat penilaian tersebut dilakukan. Kerangka Pikir peniliaian mandiri yang
diterapkan di Indonesia mengacu kepada Internal Audit Capability Model
(IACM) yang dikembangkan oleh The Insttitue Of Internal Auditor (I1A) yang
telah dilakukan penyesuaian, sehingga lebih mudah dipahami dalam

pelaksanaannya.

Elemen — Elemen Audit Internal
Pelaksanaan penilaian mandiri mencakup penilaian terhadap elemen-
elemen Audit Internal yang dikembangkan oleh The Institute of Internal
Auditor (I1A) Research Foundation yang kemudian di adopsi oleh BPKP
dalam PK BPKP tentang Pedoman teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yaitu :
1) Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing)

Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan
objektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan
memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih
baik.

Jenis layanan yang diberikan APIP pada umumnya didasarkan pada
kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup dan kapasitas APIP.
Layanan mencakup kegaiatan pemberian jasa penjamin (assurance) yang

terdiri dari audit, reviu dan evaluasi dimana kegiatan audit antara lain
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dapat berupa audit atas transaksi, kepatuhan kinerja dan value for money
audit, dan pemberian saran (Advisory Service) yang mencakup kegiatan
pelatihan reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian
(control self assessment), dan pemberian nasihat lain (tanpa mengambil

alih tugas dan tanggung jawab manajemen).

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)

3)

4)

Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut,
menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karir SDM, memberikan
insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang
memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka
secara optimal.

Paktik Profesional (Profesional Practice)

Penilaian pada elemen Paktik Profesional mencakup penilaian terhadap
kapasitas APIP yang mencakup kebijakan, proses dan prakti-praktik yang
memungkinkan APIP bekerja secara efektif dengan melihat keselarasan
antara kebijakan, proses dan prakti-praktik APIP dengan perioritas dan
strategi pengelolaan resiko dari K/L/P dimana APIP itu berada.
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and
Accountability)

Hal yang dinilai adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan
infoemasi kinerja yang dibutuhkan, baik informasi kinerja keuangan
maupun non keuangan, dalam mengelola, melaksanakan, dan
mengendalikan opersional APIP dan mempetanggungjawabkan Kkinerja

dan hasil yang diperoleh APIP.
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5) Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and
Culture)

Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan
Internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur
organisasi dan manajemen internal. Melihat apakah hubungan APIP
dengan pimpinan unit lain di K/L/P dimana APIP tersebut berada terjalin
dengan baik.

6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Penilaian ini untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan
proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan,
dukungan dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern serta
hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sara
terjaminnya independensi dan Objektivitas APIP.

Fokus Penilaian elemen ini adalah pada upaya yang telah dilakukan
manajemen APIP dalam melakukan kegiatannya dan hubungan dalam
organisasi APIP seperti struktur organisasi, manajemen, SDM, penyusunan
dan monitoring anggaran, rencana tahunan, penyediaan sarana dan teknologi
pengawasan serta pelaksanaan pengawasan.

Semua elemen kapabilitas APIP (6 elemen) dinilai dengan
menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan
untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan
diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam
lima tingkatan (Level) yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level

3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).



27

b. Level Kapabilitas APIP

Di dalam model IACM yang dikembangkan oleh The Institute of
Internal Auditor (I1A) Research Foundation, penilaian kapabilitas APIP
dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2
(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5
(Optimizing).

IACM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik
dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi
persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IACM
menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern
yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif terkait dengan
organisasi yang lebih matang. (PP Kepala BPKP nomor 15 tentang Pedoman
Teknis Monitoring Kapabilitas APIP : 9).

Kondisi audit internal pada setiap level IA-CM menurut The Institute of

Internal Auditor (I1A) Research Foundation adalah sebagai berikut:

unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam Level 5
maupun dari luar organisasi untuk perbaikan yang berkelanjutan Optimizing

audit internal telah mengintegrasikan semua informasi dari seluruh
organisasi untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko

Level 4
Managed

manajemen audit internal dan praktik profesional

Level 3
telah diterapkan secara serentak lnt('ee\;era ted
telah memiliki prosedur dan praktik audit internal Level 2
yang tetap (berkelanjutan) dan berulang Infrastruktur
belum ada praktik yang tetap atau berulang Level 1
dan masih bergantung pada kinerja individu Initial
Gambar I11.1

Level Internal Auditor Capability Model (IACM)
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1)  Level 1 (Initial)

Pada organisasi APIP yang mencapai level 1, dalam pelaksanaan
pengawasannya belum atau tidak ada praktik yang tetap atau berulang dan
masih bergantung pada Kinerja individu Auditor yang dimiliki.

APIP kapabilitas level 1, “Belum dapat memberikan jaminan atas
proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi”.

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 1 adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan audit internal bersifat insidentil atau tidak terstruktur.
b. Unit audit internal melakukan suatu audit atau review tunggal atas
dokumen dan transaksi untuk menilai akurasi dan ketaatan.
c. Output sangat tergantung pada keahlian individu tertentu yang
menduduki suatu jabatan.
d. Tidak ada praktik profesional yang dibangun selain yang diberikan oleh
organisasi profesi.
e. Pendanaan disetujui oleh manajemen jika dibutuhkan.
f. Belum ada infrastruktur yang terbangun.
g. Unit audit internal merupakan bagian kecil dari suatu organisasi.
h. Kapabilitas unit audit internal belum berkembang.
2)  Level 2 (Infrastructure)

Pada organisasi APIP yang mencapai level 1, dalam pelaksanaan
pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah
membangun infrastruktur, namun baru sebagian yang telah selaras dengan

standart audit.
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APIP kapabilitas level 2, “Telah mampu memberikan keyakinan yang
memadai bahwa proses sesuai peraturan, mampu mendeteksi terjadinya
korupsi”.

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 2 adalah sebagai berikut :

a. Unit audit internal dapat membangun dan mempertahankan pengulangan
proses dengan tingkat kapabilitas yang sama.

b. Hubungan pelaporan, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta
proses dan praktek profesional sedang dibangun (pedoman, proses,
prosedur audit internal).

c. Perencanaan audit didasarkan pada prioritas manajemen.

d. Unit audit internal masih memiliki ketergantungan terutama pada
keahlian dan kompetensi dari individu- individu tertentu.

e. Kesesuaian dengan standar masih sebagian atau belum sepenuhnya.

3)  Level 3 (Integrated)

Pada organisasi APIP yang mencapai level 3, dalam pelaksanaan
pengawasannya praktik profesional dan audit internal telah diterapkan secara
serentak dan telah selaras dengan standar.

APIP kapabilitas level 3, “Telah mampu menilai efesiensi, efektivitas
dan keekonomian suatu program atau kegiatan dan mampu memberikan
konsultasi pada tata kelola, menejemen resiko dan pengendalian intern”.
Penjelasan APIP yang masih berada pada level 3 adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan, proses dan prosedur pada unit audit internal telah
didefinisikan, didokumentasikan dan diintegrasikan dengan infrastruktur

organisasi.
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Manajemen dan praktik profesional telah terbangun dengan baik dan

diterpakan secara menyeluruh di setiap kegiatan audit internal.

Unit audit internal mulai selaras dengan kegiatan organisasi dan risiko

yang dihadapi organisasi.

Unit audit internal berevolusi dari melakukan audit internal yang

tradisional menjadi bagian yang terintegrasi sebagai satu kesatuan dalam

organisasi dan memberikan saran pada kinerja dan manajemen risiko.

Unit audit internal fokus pada membangun kerjasama tim dan kapasitas

kegiatan audit internal serta independensi dan objektivitasnya.

Kegiatan unit audit internal pada umumnya telah sesuai dengan standar.
Level 4 (Managed)

Pada organisasi APIP yang mencapai level 4, dalam pelaksanaan

pengawasannya unit audit internal telah mengintergrasikan semua informasi

di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen resiko.

APIP kapabilitas level 4, “Telah mampu memberikan assurance sacara

keseluruhan atas tata kelola, manejemen resiko dan pengendalian intern”.

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 3 adalah sebagai berikut :

a.

b.

Harapan auditor internal dan pemangku kepentingan utama telah selaras.
Ukuran Kinerja telah ditetapkan untuk mengukur dan memonitor proses
dan hasil dari unit audit internal.

Unit Audit internal diakui sebagai pemberi kontribusi yang signifikan bagi
organisasi.

Fungsi unit audit internal adalah sebagai bagian integral dari tata kelola

organisasi dan manajemen risiko.
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Unit audit internal merupakan unit organisasi yang di kelola dengan baik.
Risiko unit audit internal diukur dan dikelola secara kuantitaitif.
Keahlian dan kompetensi yang disyaratkan telah terpenuhi dengan
kapasitas untuk terus memperbaharui dan berbagi pengetahuan baik dalam
unit audit internal maupun seluruh organisasi.

Level 5 (Optimizing)

Pada organisasi APIP yang mencapai level 5, dalam pelaksanaan

pengawasannya unit audit internal telah menunjukkan unit yang terus belajar,

baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan.

APIP kapabilitas level 5, “Telah menjadi agen perubahan”.

Penjelasan APIP yang masih berada pada level 5 adalah sebagai berikut :

a.

Unit audit internal merupakan organisai pembelajaran dengan perbaikan
proses yang berkelanjutan dan inovasi.

Unit audit internal menggunakan informatsi dari dalam dan luar organisasi
untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan strategis.

Unit audit internal memiliki kinerja dengan praktik terbaik,
direkomendasikan, dan berkelas dunia.

Unit audit internal merupakan bagian penting dari struktur tata kelola
organisasi.

Unit audit internal memiliki para profesional tingkat atas dengan keahlian
Khusus.

Pengukuran Kkinerja individu, unit dan, organisasi telah terintegrasi untuk

mendorong peningkatan kinerja.
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c.  Matriks Kapabilitas APIP
Tabel I1.1
Tabel Matriks Kapabilitas APIP
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7. Area Proses Kunci (Key Process Area/KPA)

Dalam rangka peningkatan mandiri (self improvement) kapabilitas, APIP
harus menguasai (mastering) dan melembagakan (Institutionalizing) KPA.
APIP dapat dikatakan memilik kapabilitas level tertentu ketika APIP telah
menguasai dan melembagakan semua KPA level tersebut. Setiap KPA terdiri
dari tujuan, kegiatan penting, output, outcome, dan penerapan praktik secara
kelembagaan (Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Pubic Sector,
2009: 15), yaitu:

1. Tujuan
Tujuan menggambarkan keadaan yang harus terwujud untuk KPA tersebut
dan mengindikasikan lingkup dan maksud dari setiap KPA. Keadaan ini
harus diimplementasikan secara efektif dan bertahan. Capaian tujuan
merupakan indikator kapabilitas Internal Auditor.

2. Kegiatan Penting
Setiap KPA mengindikasikan sekelompok kegiatan terkait yang jika secara
kolektif dijalankan akan membantu mencapai tujuan. Sekelompok
kegiatan yang menghasilkan output dan outcome adalah aktivitas esensial.

3. Output dan outcome
Output adalah hal yang dihasilkan langsung melalui pencapaian KPA dan
outcome adalah hal yang dihasilkan dalam jangka waktu yang lebih
panjang.

4. Praktik pelembagaan

Praktik-praktik tertentu harus dikuasai dan dilembagakan ke dalam

kegiatan audit internal untuk mencapai KPA tertentu. Panduan IACM
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memberikan beberapa contoh praktik pelembagaan yang berisi cara-cara

mengimplementasikan KPA, tetapi tidak dimaksudkan untuk diterapkan

secara wajib.

Penguasaan KPA adalah output dan outcome untuk tiap-tiap KPA yang
ditargetkan. Langkah ini dilakukan dengan melaksanakan aktivitas
esensial/kegiatan penting dalam rangka mencapai tujuan yang telah
dirumuskan.

KPA di setiap elemen pada setiap tingkat kapabilitas audit internal
(Internal Audit Capability Model (IA-CM) for the Pubic Sector, 2009) adalah

sebagai berikut:

a. Services and Role of Internal Auditing (Peran dan Layanan)
1) Audit kepatuhan, 9 pernyataan (Level 2).
2) Audit kinerja/evaluasi program, 6 pernyataan (Level 3).
3) Layanan konsultasi, 4 pernyataan (Level 3).
4) Jaminan menyeluruh atas tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian organisasi, 5 pernyataan (Level 4).
5) Unit audit internal diakui sebagai agen perubahan, 6 pernyataan (Level
5).
b. People Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)
1) Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten, 5 pernyataan (Level
2).
2) Pengembangan Profesi Individu, 7 pernyataan (Level 2).
3) Koordinasi tim, 3 pernyataan (Level 3).

4) Pegawai yang berkualifikasi professional, 9 pernyataan (Level 3).
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6)

7)

8)

9)
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Membangun tim dan kompetensinya, 8 pernyataan (Level 3).
Perencanaan tenaga/tim kerja, 4 pernyataan (Level 4).

Unit audit internal mendukung organisasi profesi, 5 pernyataan (Level
4).

Unit audit internal berkontribusi terhadap pengembangan manajemen, 5
pernyataan (Level 4).

Proyeksi tenaga/tim kerja, 3 pernyataan (Level 5).

10) Pimpinan unit audit internal berperan aktif dalam organisasi profesi, 6

pernyataan (Level 5).

Professional Practices (Praktik Profesional)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku
kepentingan, 6 pernyataan (Level 2).

Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya, 7 pernyataan
(Level2).

Perencanaan audit berbasis risiko, 10 pernyataan (Level 3).

Kerangka kerja manajemen kualitas, 7 pernyataan (Level 3).

Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi, 4 pernyataan
(Level 4).

Unit audit internal memiliki perencanaan strategis, 5 pernyataan (Level
5).

Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan, 4 pernyataan

(Level 5).
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d. Performance Management and Accountability (Akuntabilitas dan

Manajemen Kinerja)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Perencanaan kegiatan audit internal, 6 pernyataan (Level 2).
Anggaran operasional kegiatan audit internal, 4 pernyataan (Level 2).
Pelaporan manajemen audit internal, 6 pernyataan (Level 3).
Informasi biaya, 5 pernyataan (Level 3).

Pengukuran kinerja, 8 pernyataan (Level 3).

Penggabungan ukuran Kkinerja kualitatif dan kuantitatif, 9 pernyataan
(Level 4).

Laporan efektivitas audit internal kepada public, 5 pernyataan (Level

5).

Organizational Relationships and Culture (Budaya dan Hubungan

Organisasi)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Pengelolaan organisasi audit internal, 6 pernyataan (Level 2).
Komponen manajemen tim yang integral, 9 pernyataan (Level 3).
Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan,
5 pernyataan (Level 3).

Pimpinan unit audit internal mampu memberikan saran dan
mempengaruhi manajeman, 7 pernyataan (Level 4).

Hubungan berjalan efektif dan terus menerus, 8 pernyataan (Level 5).

Governance Structure (Struktur Tata Kelola)

Hubungan pelaporan telah terbangun, 5 pernyataan (Level 2).

Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM, 3

pernyataan (Level 2).
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3) Mekanisme pendanaan, 5 pernyataan (Level 3).

4) Pengawasan manajemen terhadap kegiatan audit internal, 8 pernyataan
(Level 3).

5) Laporan pimpinan unit audit internal kepada pimpinan tertinggi
organisasi, 3 pernyataan (Level 4).

6) Pengawasan independen terhadap kegiatan audit internal, 9 pernyataan
(Level 4).

7) Independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh unit audit internal,

5 pernyataan (Level 5).

Pelembagaan KPA adalah pengintegrasian aktivitas esensial dalam budaya
organisasi Kementrian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Langkah pelembagaan
dalam dilaksanakan sebagai berikut (PK BPKP tentang Pedoman Teknis
Peningkatan Kapabilitas APIP) :

1. Pembangunan komitmen dan pengembangan kebijakan K/L/D. Langkah
ini dilakukan melalui pengembangan kebijakan untuk membangun,
mengembangkan dan menyelenggarakan aktivitas esensial pada KPA
tersebut.

2. Penyediaan Sumber Daya yang memadai (Obility Perform). Hal ini terkait
dengan kebutuhan sumber daya yang memadai, baik sumber daya
manusia, dana, peralatan maupun keahlian yang dibutuhkan.

3. Implementasi kebijakan di APIP K/L/D (Activities Perfomed). Langkah ini

merupakan pelaksanaan aktivitas esensial KPA secara spesifik.
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4. Pengukuran peningkatan kapabilitas APIP (Measurement). Pengukuran
dilakukan terhadap aktivitas esensial secara berkelanjutan yang kemudian
di analisis untuk mengetahui tingkat kemajuannya.

5. Evaluasi independen untuk menilai peningkatan kapabilitas APIP
(verification). Verifikasi merupakan upaya untuk meyakini bahwa aktivitas
esensial dilaksanakan sesuai kebijaksanaan dan prosedur, termasuk perlu
dilakukannya evaluasi secara independen dan reviu oleh manajemen.

Jumlah KPA setiap level dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 11.2
Jumlah KPA setiap Level
Pernyataan
Elemen Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Jumlah
Jumlah |Nomor [Jumlah |[Nomor [Jumlah [Nomor |[Jumlah [Nomor | Total
| 9 1-9 10 | 10-19 5 20-24 6 25-30 30

Il 12 1-12 20 13-32 | 14 | 34-46 9 47-55 3
il 13 1-13 17 14-30 4 31-34 9 35-43 43
v 10 1-10 19 11-29 9 30-38 5 39-43 43
vV 6 1-6 14 7-20 7 21-27 8 28-35 35
Vi 8 1-8 13 9-21 8 22-29 5 30-34 34
58 93 47 42 240

Sumber : Lampiran | Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

8.  Penelitian Tedahulu

Penelitian mengenai kapabilitas audit internal belum banyak mengingat
model kapabilitas IACM oleh IIARF dilaksanakan pada tahun 2009 dan di
adopsi BPKP untuk APIP di Indonesia pada tahun 2010. Beberapa penelitian

yang hampir serupa adalah sebagai berikut :
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a. Yudhi Setiawan (2015) dalam penelitian pada Inspektorat Kota

Palembang, membahas untuk penerapan dan tingkat kapabilitas Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menggunakan Internal Audit
Capability Model (IA-CM) sebagai pengawasan intern yang efektif. Data
yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa formulir
isian peningkatan kapabilitas APIP menuju level 2 (infrastructure).
Mengacu pada model kapabilitas IACM sebagai indikator penilaian dan
rujukan SE-684/JF/2/ 2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Petunjuk
Pelaksanaan ~ Assessment  (Evaluasi) Tata Kelola Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2012 serta hasil wawancara dengan pihak
BPKP perwakilan provinsi Sumatera Selatan telah dapat disimpulkan
untuk level entitas APIP Inspektorat kota Palembang berada di level 2
dengan catatan. Evaluasi kapabilitas APIP Inspektorat kota Palembang
ialah telah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan
dan mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi.

. Tommy Indra Heriyanto (2016) dalam skripsinya mengidentifikasi tingkat
kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pemerintah
Kota Padang Panjang menggunakan konsep Internal Audit Capability
Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh 11A sebagai instansi pengawasan
intern yang efektif. I1A-CM menggunakan enam elemen audit internal
dalam menilai kapabilitas internal audit yaitu Peran dan Layanan Audit
Internal, Manajemen Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional,
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi,

serta Struktur Tata Kelola. Dari hasil penelitian tersebut berdasarkan
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penelitian dari 6 elemen disimpulkan bahwa level kapabilitas APIP
Insepektorat Kota Padang Panjang berada di Level 2.

Vera Neldy (2016) membahas kondisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten
Solok, faktor-faktor yang menjadi kendala upaya peningkatan
kapabilitasnya, serta untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan
Inspektorat Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan kapabilitas
sesuai dengan Internal Audit Capability Model (IACM). Dari hasil
penelitian menggunakan standart IA-CM disimpulkan Inspektorat
Kabupaten Solok berada pada Level 2 dengan catatan, hal ini dikarenakan
dari 58 pernyataan untuk mencapai level 2, Inspektorat Kabupaten Solok
hanya mampu memenuhi 50 pernyataan.

Nita Safitri (2017) dalam penelitian nya membahas faktor-faktor yang
menyebabkan ketertinggalan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Magelang,
berdasarkan hasil penelitian disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan
ketertinggalan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Magelang antara lain:
kuantitas pemeriksaan yakni Kuantitas pemeriksaan yang terlalu banyak
menyebabkan penumpukan pekerjaan sehingga menurunkan kualitas
layanan audit dan kerangka kerja praktik profesional, administrasi yakni
Lemahnya administrasi berakibat ketidaklengkapan dokumen yang
menghalangi penilaian kapabilitas secara keseluruhan, pemahaman |ACM
karena Penilaian IACM secara mandiri baru dimulai pada tahun 2015
sehingga belum semua pihak di Inspektorat Kabupaten Magelang
memahami KPA yang dibutuhkan untuk mencapai inspektorat yang

efektif, perencanaan berbasis risiko, anggaran nonpengawasan yang
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dimana Inspektorat Kabupaten Magelang tidak menganggarkan cukup
dana untuk kegiatan nonpengawasan, dan motivasi dimana belum ada
peraturan yang mewajibkan inspektorat untuk menilai kapabilitas,
sehingga motivasi tercapainya efektivitas inspektorat yang bisa diharapkan
ialah dari bupati sebagai pihak manajemen.

Jo Janse Van Rensbug (2014) membahas mengenai apakah IACM dapat
digunakan pada audit internal Afrika Selatan. Penelitian ini menemukan
82,9% dari KPA dapat diterapkan pada konteks Afrika Selatan dan tidak
menunjukkan hambatan yang tidak bisa ditangani. Penelitian ini juga
menemukan delapan kendala yang menghambat pencapaian 17,1% KPA,
yaitu fungsi audit internal hanya bisa mengidentifikasi indikator
kecurangan atau kecurangan yang sudah pernah diketahui, posisi pimpinan
audit internal (chief audit executive/CAE) yang berada lebih rendah dari
eksekutif lain, termasuk chief financial officer (CFO), remunerasi auditor
internal bersasarkan sistem Kklasifikasi mengakibatkan terganggunya
independensi karena rendahnya posisi CAE dibanding CFO, perbedaan
opini mengenai pemeliharaan SDM dan kebijakan organisasi terhadap
batasan akses informasi.

Angga Rahmana (2016) dalam penelitian nya yang membahas tingkat
kapabilitas APIP Kota Medan dengan mengacu kepada praktik tata kelola
yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian
elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model
(IA-CM), serta untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan
hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di
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lingkungannya. Dari hasil penelitian diperoleh penilaian level kapabilitas

APIP Pemerintah Kota Medan yang berada pada level 2 dengan catatan

perbaikan dikarenakan masih ada 2 elemen yang masih berada di level 1

yaitu elemen 1 (Peran dan Layangan) dan elemen 3 (Pengelolaan SDM)

dan 4 yang lainnya sudah mencapai level 2 yakni

. elemen 2 (Praktik

Profesional), 4 (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja), 5 (Budaya dan

Hubungan Organisasi) dan 6 (Struktur Tata Kelola).

Tabel 11.3

Hasil Penelitian Terdahulu

Magelang

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
Peneliti
1. Yudbhi Evaluasi Kapabilitas| Dengan evaluasi menggunakan 1ACM
Setiawan | APIP menggunakan| sebagai  penilaian  kepabilitas ~ APIP
(2015) Internal Audit Capablity | menyatakan APIP pada Inspektorat Kota
Model  (IACM) sebagai| Palembang telah mampu menjamin proses
pengawasan intern yang| tata kelola sesuai dengan peraturan dan
efektif (Studi kasus padal mendeteksi terjadinya tindak  pidana
auditor internal| korupsi.
Inspektorat Kota
Palembang
2 Tommy Analisis Kapabilitas APIP | Bersarkan analisis menggunakan standart
Indra berdasarkan Standart IA- | IACM menyatakan bahwa pada APIP
Heriyanto | CM  Pada  Pemerintah| Pemerintah Kota Padang Panjang telah
(2016) Kota Padang Panjang mencapai syarat untuk mencapai level 2.
Vera Analisis Peningkatan| Hasil penelitian menggunakan  konsep
Neldy Kapabilitas APIP dengan | IACM pada Inspektorat kabupaten Solok
(2016) menggunakan IA-CM| menyatakan bahwa level kapabilitas APIP
pada Inspektorat| Kabupaten Solok mencapai level 2
Kabupaten Solok dengan catatan dikarenakan  belum
tercapainya target KPA level 2 pada
elemen peran dan layana, praktik
profesional dan struktur tata kelola
4, Nita Analisis Kapabilitas| Berdasarkan  analisis APIP ~ dengan
Safitri Aparat Pengawasan Intern | inspektorat ~ Kabupaten Bantul dan
(2017) Pemerintah Kabupaten| Kabupaten Gunung Kidul di peroleh

Faktor penyebab ketertinggalan nya level
Kapabilitas APIP Kabupaten Magelang
yang mengacu pada kelemahan
1)Kuantitas Pemeriksaan, 2)Administrasi,
3) Perencanaan berbasi resiko,
4)Anggaran non pengawasan,

5)Pemahana IACM, dan 6)Motivasi
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5 |Jo Janse | Internal Audit Capability| Penelitian tersebut menemukan  delapan

Van (The South African Public | kendala ~ yang menghambat pencapain

Rensbug | Sector) KPA pada Audit Internal Afrika Selatan,

(2014) yaitu fungsi audit internal, posisi audit
internal, keterbatasan  opini dan

keterbatasan keterlibatan  pimpinan audit
internal dalam lembaga profesi.

6 | Angga Analisis Kapabilitas| Inspektorat Kota Medan telah Mencapai
Rahmana | Aparat Pengawasan| Level 2 yang berarti telah memiliki
(2016) Internal APIP| prosedur dan praktik audit internal yang
menggunakan Internal| tetap (berkelanjutan) dan berulang.
Audit Capability Modelf Inspektorat Kota Medan telah
(IA-CM) Studi Kasus membangun infrastruktur yang
pada Inspektorat  Kotal dibutuhkan, walaupun belum seluruhnya.

Medan

B. Kerangka Konseptual
Peningkatan Level Kapabilitas APIP adalah upaya memperkuat,

meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses
bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran
dan fungsi APIP yang efektif. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
mengadopsi standart Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang di
kembangkan oleh The Instituted of Internal Auditor (I1A) sebagai acuan penilaian
Kapabilitas APIP di Indonesia. IA-CM menilai kapabilitas Internal Auditor
menggunakan 6 elemen yaitu : : 1).Peran dan Layanan APIP ; 2) Pengelolaan
Sumber Daya ; 3) Paktik Profesional ; 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja ;
5) Budaya dan Hubungan Organisasi ; 6) Struktur Tata Kelola. Yang dalam 6
elemen tersebut terdapat 41 KPA yang meliputi 240 Pernyataan yang akan
dipenuhi oleh APIP. Setelah 240 pernyataan tersebut di isi oleh APIP maka akan
diperoleh Level berdasarkan terpenuhi atau tidaknya pernyataan-pernyataan setiap

elemen, lalu setelah diperoleh level setiap elemen-elemen tersebut kemudia dari
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level-level elemen tersebut akan diperoleh pula Level APIP berdasarkan level-
level elemen.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas
pengawasan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara
efektif, yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan
dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Untuk menilai tingkat kapabilitas
APIP digunakan tahap Penilaian Mandiri (Self Assesment) yang mengacu pada
praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui
penilaian eleme-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model
(IACM).

Dengan penilaian berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas diharapkan
dapat menilai efektivitas APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kemudian melalui hasil setiap elemen
akan dihasilkan level masing-masing elemen tersebut sebelum menyimpulkan
level suatu APIP.

Lalu dari level setiap elemen maka dapat di simpulkan lah level kapabilitas
suatu APIP yang menggambarkan tahap-tahap kegiatan pengawasan intern yang
dilaksanakan unit APIP tealh efektif sesuai dengan pemenughan pernyataan-
pernyataan dari setiap KPA pada setiap elemen.

Lalu melalui hasil Penilaian Kapabilitas APIP yang telah menyatakan level
APIP maka diuraikan lah upaya atau strategi oleh APIP Inspektorat Kota Tebing
Tinggi untuk menanggulangi level APIP yang telah/belum mencapai target atau

strategi untuk tahap peningkatan kapabilitas APIP.
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Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan maka

dengan hal ini penulis menggambarkan kerangka konspetual sebagai berikut :

Peningkatan Level Kapabilitas
APIP

N
Elemen — Elemen Internal Audit Capability Model (IA-CM)

Level Internal Audit Calpabi/ity Model (IA-CM)

v

Strategi meningkatkan
Level Kapabilitas APIP
sesuai target

Gambar 11.2
Kerangka Konseptual
Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Menggunakan Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM)
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan
yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau
lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan
variabel lain”.(Sugiyono, 2006, hal. 11) pendekatan deskriptif adalah

Penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan
penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis akan
mendeskripsikan bagaimana peningkatan level kapabilitas APIP di Inspektorat
Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan diikuti dengan upaya yang harus dilaksanakan
untuk mendorong suatu APIP mencapai level yang lebih tinggi.
B.  Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui
sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan
koefisien korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini.
Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam
penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. Menurut Sugiyono (2010, hal.
58) Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Adapun variabel yang akan diamati

dalam penelitian ini yaitu :

46
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1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah
yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit)
di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah,

2. 1A-CM (Internal Audit Capability Model)

Internal Audit Capability Model (IACM), yaitu suatu kerangka kerja yang
mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk
pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Penilaian IA-CM melalui 6
elemen sebagai berikut :

a. Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing)
Peran APIP adalah memberikan penilaian yang independen dan objektif
dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan
memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang
lebih baik.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)
Yaitu suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan
kompetensi dan karir SDM, memberikan insentif, sampai dengan
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan
pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal.

c. Paktik Profesional (Profesional Practice)
Yaitu penilaian terhadap kapasitas APIP yang mencakup kebijakan,
proses dan prakti-praktik yang memungkinkan APIP bekerja secara

efektif dengan melihat keselarasan antara kebijakan, proses dan prakti-
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praktik APIP dengan perioritas dan strategi pengelolaan resiko dari
K/L/P dimana APIP itu berada.

d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and
Accountability)
Upaya APIP dalam menyediakan infoemasi kinerja yang dibutuhkan,
baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan, dalam
mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan opersional APIP dan
mempetanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

e. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organization Relationship and
Culture)
Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan
Internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur
organisasi dan manajemen internal.

f.  Struktur Tata Kelola
Penilaian ini untuk menilai apakah APIP telah memiliki kebijakan dan
proses yang memadai untuk memberikan otoritas yang diperlukan,
dukungan dan sumber daya untuk pelaksanaan pengawasan intern serta
hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional sebagai sara
terjaminnya independensi dan Objektivitas APIP.

3. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
Menilai tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas

pengawasan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP

secara efektif. Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP mengadopsi konsep IA-
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CM yang d kembangkan oleh The Instituted of Internal Auditor yang dinilai

dengan 5 level, yaitu :

a. Level 1 (Initial)
Belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai
peraturan dan mencegah korupsi.

b. Level 2 (Infrastructure)
Telah mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses
sesuai peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

c. Level 3 (Integrated)
Telah mampu menilai efesiensi, efektivitas dan keekonomian suatu
program atau kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata
kelola, menejemen resiko dan pengendalian intern.

d. Level 4 (Managed)
Telah mampu memberikan assurance sacara keseluruhan atas tata kelola,
manejemen resiko dan pengendalian intern.

e. Level 5 (Optimizing)
Telah menjadi agen perubahan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Tebing Tinggi

yang terletak dijalan Gunung Agung No.4 Telp (0621) 21272 Kota

Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
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Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan November 2017 -

Maret 2018
Tabel 111.1
Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian
November | Desember | Januari Februari Maret
Nama Kegiatan
g 1) 2 3\ 4| 1 2{ 341 2{ 3 412 341 2 3
Pra Riset

Pengajuan Judul

Penyusunan Proposal

Seminar Proposal

Pengumpulan data

Pengelolaan data

ool alw|nle] © Z

Sidang meja Hijau

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data

kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

Menurut Arfan Ikhsan (2014, hal. 121) mendefenisikan Dara Kualitatif

adalah “jenis data penelitian yang berupa opini, atau karakteristik dari

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek

penelitian, baik melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi

literatur yang kemudian akan akan diolah oleh peneliti.

Menurut

Suryabrata (2015, hal 39) mendefenisikan bahwa data primer adalah data

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari
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sumber pertamanya dari hasil pengumpulan data mentahnya yang
dilakukan oleh peneliti sendiri.
b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diproleh dalam bentuk yang sudah jadi,
baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data
mengenai sejarah ringkas, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya.
Menurut Suryabrata (2015, hal. 39) mendefenisikan bahwa data sekunder
adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya
Peraturan Pemerintah, Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara semiterstruktur, yaitu untuk menemukan masalah
lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat,
dan ide-idenya dan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa
yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu pejabat APIP di
Inspektorat Kota Tebinng Tinggi yang berwenang sebagai pejabat yang
mengikuti penilaian mandiri dengan menjawab pernyataan setiap KPA
yang terdapat dalam 6 elemen menurut 1A-CM. Metode ini digunakan
untuk memperoleh informasi dan keterangan untuk melengkapi
kelengkapan penelitian ini. (Sugiyono, 2016)

2. Teknik Observasi Terfokus, menurut Sugiyono (2016) teknik observasi
terfokus yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan

pada aspek tertentu. Dalam tahap observasi ini peneliti melakukan
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analisis yang tidak hanya penejelajahan umum, melainkan analisis yang
memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk
menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran
penelitian.

Dalam teknik observasi ini peneliti berfokus pada tingkat
Kapabiltas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi berhubung dengan
Intruksi Pemerintah dalam RPJMN yang menargetkan kapabilitas APIP
di tahun 2019 berada pada level 3 maka peneliti menilai apakah APIP
Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai level 3.

3. Teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari
dokumen, laporan ataupun pedoman dari peraturan pemerintah serta isian
formulir oleh APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk di nilai dengan
menggunakan metode penilaian mandiri berdasarkan Peraturan
Pemerintah tentang pedoman Penialain Tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah. Teknik ini digunakan untuk
menyesuaikan data berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

F.  Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan metode dekskriptif, yaitu dengan cara menentukan data
yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian
mengelompokkannya, menginterprestasikan, dan menganalisis data serta
dibandingkan dengan teori-teori, kemudian diambil suatu kesimpulan dan

selanjutnya memberikan saran.



53

Tingkat kapabilitas APIP dalam model 1A-CM dikelompokkan ke dalam
lima tingkatan (level), vyaitu Level 1 (Initial) sampai dengan Level 5
(Optimizing). Informasi tingkat kapabilitas APIP diperoleh melalui dua ratus
empat puluh pernyataan yang ada dalam formulir isian dengan menentukan salah
satu pilihan dari ketiga jawaban “ya”, “sebagian”, “tidak”. Jawaban didasarkan
pada dokumen yang ada di unit APIP yang bersangkutan dan sudah
diimplementasikan secara terus menerus. Jawaban “ya” dipilith dengan kondisi
unit APIP mempunyai dokumen pendukung, dan telah mengimplementasikan
seluruhnya secara terus menerus dan berulang-ulang. Jawaban “sebagian” dipilih
dengan kondisi unit APIP hanya mempunyai sebagian dokumen pendukung, dan
hanya mengimplementas ikan sebagian besar dokumen tersebut secara tidak
terus menerus dan tidak berulangulang. Sedangkan jawaban “tidak” dipilih jika
unit APIP vyang bersangkutan tidak mempunyai dokumen vyang dapat
diimplementasikan di unit APIP tersebut. Pemilihan jawaban dalam formulir
isian dilakukan secara berurutan mulai dari pernyataan pertama sampai dengan
pernyataan terakhir pada masing-masing elemen kapabilitas APIP.

Dalam formulir isian kapabilitas APIP, jawaban “ya” bernilai 1 (satu),
jawaban “sebagian” bernilai 0,5 (setengah), dan jawaban “tidak™ bernilai 0 (nol).
Nilai perolehan atas pilihan jawaban yang diisikan dalam formulir isian, akan
dikonversi menjadi persentase pemenuhan area proses kunci, capaian level
kapabilitas APIP per elemen, dan simpulan tingkat kapabilitas APIP secara

keseluruhan. Persentase pemenuhan area proses kunci diperoleh dari jumlah nilai

perolehan atas pernyataan pada suatu area proses kunci dibagi dengan
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jumlah pernyataan pada area proses kunci tersebut dikali 100%. Sedangkan cara

penyimpulan capaian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut
Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan formulir isian dalam bentuk pernyataan yang bersumber dari
Lampiran 1 Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP kepada APIP Inspektorat Kota Tebing
Tinggi untuk dijawab dalam rangka pengumpulan informasi tentang APIP
terkait 6 elemen IA-CM

2. Meminta formulir isian yang telah di isi oleh APIP di Inspektorat Kota
Tebing Tinggi yang berisi 240 pernyataan dari 41 Key Procces Area (KPA)
yang terdapat dalam 6 elemen berdasarkan IA-CM.

3. Berdasarkan formulir isian yang telah terisi lalu simpulkan level untuk setiap
elemen berdasarkan pernyataan setiap KPA yang telah terpenuhi. Dasar
penyimpulan level adalah sebagai berikut : Misalnya, untuk Elemen | Peran
dan Layanan, jumlah pernyataan untuk Level 2 ada 9 pernyataan yaitu dari
nomor 1 sampai dengan 9, untuk Level 3 ada 10 pernyataan yaitu dari nomor
10 sampai dengan 19, dan seterusnya. Maka, jika pernyataan nomor 1 sampai
dengan 9, dijawab “ya” semuanya maka nilainya adalah 9 sehingga capaian
level untuk Elemen | Peran dan Layanan adalah Level 2. Namun, jika dari 9
pernyataan tersebut ada satu atau lebih yang dijawab “sebagian” atau “tidak”,
maka nilainya menjadi kurang dari 9, sehingga untuk Elemen 1 Peran dan
Layanan capaiannya baru di Level 1. Demikian seterusnya untuk setiap level

pada setiap elemen.
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4. Setelah masing-masing elemen diketahui capaian levelnya, maka
penyimpulan capaian level kapabilitas unit APIP secara keseluruhan adalah:

a. Jika capaian level untuk semua elemen adalah sama, maka simpulannya
adalah sesuai dengan capaian tersebut. Misal, seluruh elemen mencapai
level 2, maka simpulannya adalah tingkat kapabilitas unit APIP tersebut
berada di Level 2, dan seterusnya.

b. Jika capaian level untuk masing-masing elemen adalah tidak sama, maka
simpulannya adalah modus dari capaian level yang diperoleh dengan
catatan perbaikan untuk mencapai level secara penuh. Misalnya, empat
elemen mencapai level 3 sedangkan satu elemen mencapai level 2, dan
sisanya satu elemen berada di level 1, maka simpulannya adalah tingkat
kapabilitas APIP tersebut berada di level 2 dengan catatan perbaikan.

5. Menganalisis data, dalam langkah ini penulis menganalisis pencapaian level
setiap elemen yang diperoleh APIP pada Inspektorat Pemerintah Kota
Tebing Tinggi hingga diperoleh level kapabilitas suatu APIP..

6. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam hal ini mendeskripsikan level
yang telah di capai pada setiap elemen lalu menjelaskan pencapain level

tersebut hingga diperoleh level per Unit APIP.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskrpsi Data

Pengumpulan data dengan memperoleh data primer yaitu data yang
diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara observasi dan
dokumentasi dengan memperoleh formuir isian Kapabilitas APIP yang
bersumber dari Lampiran 1 PK BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah. Dari formulir isian tersebut akan diketahui Key Procces Area
(KPA) yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk di
nilai berdasarkan elemen-elemen Internal Audit Capability Model (IA-CM)
hingga di peroleh level untuk setiap elemen yang kemudian di analisis untuk
memperoleh level per unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia kepada kepala BPKP
untuk dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di level 3 dan 1% di level 1
pada tahun 2019, sebagaiman tercatum dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan
kapabilitas APIP K/L/P sebanyak 85% di level 3 pada Tahun 2019, maka disini
peneliti akan menilai APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi melalui 6 elemen sesuai
Standart IA-CM dengan dibatasi pemenuhan KPA hingga level 3 saja untuk melhat
apakah APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah mampu mewujudkan target yang

di instruksikan oleh Presiden Republik sebagaimana yang telah tercantum di

RPJMN.
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2. Hasil Analisis Data
a. Pemenuhan Key Procces Area (KPA)
Berdasarkan formulir isian yang telah di isi oleh unit APIP Inspektorat
Kota Tebing Tinggi, berikut akan dijelaskan pemenuhan KPA dari setiap
elemen IA-CM:
1) Peran dan Layanan APIP (Service and Role of Internal Auditing)
Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 1 disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel IV.1

Pemenuhan Key Procces Area Elemen 1

No Key Procces Area Level Pernyataan| Jawaban Capaian
Nomor Y[S|T (%)
1 |Audit Ketaatan 2 1-9 9 | 0 | O] 100.00
2 |Audit Kinerja 3 10-16 6 | 0O | 0| 100.00
3 [Layanan Konsultasi 3 16-19 4 | 0| O | 100.00
4 |Jumlah menyeluruh atas tata kelola, manajemen 4 20-24
resiko dan pengendalian organisasi

5 |Apip di akui sebagai agen perubahan 5 25-30

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 KPA
pada elemen 1, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai 100%
yaitu KPA “Audit Ketaatan”, “Audit Kinerja” dan “Layanan Konsultasi”.

Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai berikut :

a) Pada KPA “Audit Ketaatan” dari total 9 pernyataan, 9 pernyataan di
jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (9 x 1 = 9) dan total nilai
pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((9/9) x 100% = 100%).

b) Pada KPA “Audit Kinerja” dari total 6 pernyataan, 6 pernyataan di jawab
“ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6) dan total nilai

pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% = 100%).
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c) Pada KPA “Layanan Konsultasi” dari total 4 pernyataan, 4 pernyataan di
jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (4 x 1 = 4) dan total nilai
pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((4/4) x 100% = 100%).

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 1 (Peran dan Layanan) semua
pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, maka untuk elemen 1
(Peran dan Layanan) dinyatakan sudah mencapai Level 3.

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)
Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 2 disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel 1V.2
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 2

No Key Procces Area Level Pernyataan| Jawaban Capaian
Nomor Y|S|T (%)
1 [Identifikasi dan rekrutmen SDM yang 2 1-5 51010 100.00
Kompeten
2 [Pengembangan profesi Individu 2 6-12 71010 100.00
3 [Koordinasi tim 3 13-15 31010 100.00
4 [Pegawai yang berkualifikasi profesional 3 16-24 9010 100.00
5 |Membangun tim dan kompetensinya 3 25-32 81010 100.00
6 |Perencanaan tenaga/tim kerja 4 33-36 - - - -
7 |APIP mendukung organisasi profesi 4 37-41 - - -
APIP berkontribusi terhadap
8 |pengembangan manajeme 4 42-46 - - - -
9 |Proyeksi tenaga 5 47-49 -l -] - -
Pimpinan Apip berperan aktif dalam
10 |organisasi profesi 5 50-55 - - - -

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 KPA
pada elemen 2, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai 100%
yaitu KPA “Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten”,
“Pengembangan profesi Individu”, “Koordinasi tim”, “Pegawai yang
berkualifikasi profesional” dan “Membangun tim dan kompetensinya”.

Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai berikut :
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a) Pada KPA “Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten” dari total 5
pernyataan, 5 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah
(5x1 = 5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah
((5/5x100%=100%).

b) Pada KPA “Pengembangan profesi Individu” dari total 7 pernyataan, 7
pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (7 x 1 = 7)
dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((7/7) x 100%
= 100%).

c) Pada KPA “Koordinasi tim” dari total 3 pernyataan, 3 pernyataan di jawab
“ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (3 x 1 = 3) dan total nilai
pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((3/3) x 100% = 100%).

d) Pada KPA ‘“Pegawai yang berkualifikasi profesional” dari total 9
pernyataan, 9 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah
(9 x 1 = 9) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah
((9/9) x 100% = 100%).

e) Pada KPA “Membangun tim dan kompetensinya” dari total 8 pernyataan,
8 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (8 x 1 = 8)
dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((8/8) x 100%
= 100%).

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya

Manusia) semua pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, maka

untuk elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia) dinyatakan sudah

mencapai Level 3.
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3) Praktik Profesional (Profesional Practice)
Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 3 disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel IV.3
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 3
No Key Procces Area Level Pernyataan Jawaban Capaian
Nomor Y S T (%)
1 [Perencanaan Pengawasan 2 1-6 6 0 0 100.00
berdasarkan prioritas manajemeen
Kerangka Kerja Praktik Profesional
2 |dan Pengawasannya 2 7-13 7 0 0 100.00
3 [Perencanaan audit berbasis resiko 3 14-23 7 1 2 75.00
4 |Kualitas Kerangka Kerja Manajemen 3 24-30 2 5 0 64.28
Strategi audit memanfaatkan
5 [manajemen resiko organisasi 4 31-34 - - - -
6 |APIP memiliki perencanaan strategis 5 35-39 - - - -
praktik Profesional dikembangkan
7 |secara berkelanjutan 5 40-43 - - - -

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 KPA
pada elemen 3, hingga KPA untuk level 3 belum tercapai hingga 100%
dimana KPA “Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemeen”
dan “Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya” yang sudah
mencapai 100%, dan KPA “Perencanaan audit berbasis resiko” dan “Kualitas
Kerangka Kerja Manajemen” yang belum mencapai 100%. Penjelasan untuk

setiap KPA dijelaskan sebagai berikut :

a) Pada KPA  “Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas
Manajemeen” dari total 6 pernyataan, 6 pernyataan di jawab ‘“ya”
sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6) dan total nilai pencapaian
pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100% = 100%).

b) Pada KPA “Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya”

dari total 7 pernyataan, 7 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai
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jawaban nya adalah (7 x 1 = 7) dan total nilai pencapaian pemenuhan per
KPA nya adalah ((7/7) x 100% = 100%).

Pada KPA “Perencanaan Audit Berbasis Resiko” dari total 10
pernyataan, 7 pernyataan di jawab “ya” (7 x 1 = 7), 1 pernyataan di
jawab “sebagian” (1 x 0,5 = 1) dan 2 pernyataan di jawab “tidak” (2 x 0

= 0) sehingga nilai jawaban nya adalah ((7x1 = 7) + (1x0,5 = 1) + (2x0 =
0) = 7,5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah
((7,5/10) x 100% = 75%).

Pada KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen” dari total 7
pernyataan, 2 pernyataan di jawab “ya” (2 x 1 = 2), dan 5 pernyataan di
jawab “sebagian” (5x0,5 = 2,5) sehingga nilai jawaban nya adalah ((2x1
= 2) + (5x0,5 = 2,5) = 4,5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per
KPA nya adalah ((4,5/7) x 100% = 64,28%).

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 3 (Praktik Profesional) pada

KPA “Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemeen” dan

“Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya” terpenuhi 100%,

sedangkan KPA “Perencanaan Audit Berbasis Resiko” nilai pencapaian nya

hanya terpenuhi 75% dan KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen” nilai

pencapaian nya hanya terpenuhi 64,28%, maka untuk elemen 3 (Praktik

Profesional) dinyatakan mencapai Level 2 karena dari 4 KPA, 2 KPA pada

level 2 terpenuhi 100% sedangkan 2 KPA lainnya pada level 3 belum

terpenuhi.
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4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management

and Accountability)

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 4 disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel IV.4
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 4

Pernyataan Jawaban | Capaian

No Key Procces Area Level
Nomor Y| S| T (%)
1 |Perencanaan Kegiatan APIP 2 1-6 6/ O 0 100.00
2 |Anggaran Operasional Kegiatan APIP 2 7-10 4 0 0 100.00
3 |Pelaporan Manajemen APIP 3 11-16 6 O 0 100.00
4 |Informasi Biaya 3 17-21 3 0 2 60.00
5 |Pengukuran Kinerja 3 22-29 77 0 1 87.50
Penggabungan ukuran kinerja

6 |kualitatif dan kuantitatif 4 30-38
7 |Laporan Efektifitas APIP Kepada Publik 5 39-43

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 KPA

pada elemen 4, hingga KPA untuk level 3 sudah 3 KPA terpenuhi mencapai

100% yaitu KPA “Perencanaan Kegiatan APIP”, “Anggaran Operasional

Kegiatan APIP” dan ‘“Pelaporan Manajemen APIP” sedangkan KPA

“Informasi Biaya” dan “Pengukuran Kinerja” masih belum terpenuhi hingga

100%. Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai berikut :

a)

b)

Pada KPA “Perencanaan Kegiatan APIP” dari total 6 pernyataan, 6

pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6)

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100%

= 100%).

Pada KPA “Anggaran Operasional Kegiatan APIP” dari total 4

pernyataan, 4 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya

adalah (4 x 1 = 4) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya

adalah ((4/4) x 100% = 100%).
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Pada KPA “Pelaporan Manajemen APIP” dari total 6 pernyataan, 6
pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6 x 1 = 6)
dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100%
= 100%).

Pada KPA “Informasi Biaya” dari total 5 pernyataan, 3 pernyataan di
jawab “ya” (3 x 1 = 3), dan 2 pernyataan di jawab “tidak” (2x0 = 0)
sehingga nilai jawaban nya adalah ((3x1 = 3) + (2x0 = 0) = 3) dan total
nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((3/5) x 100% = 60%).
Pada KPA “Pengukuran Kinerja” dari total 8 pernyataan, 7 pernyataan di
jawab “ya” (7x1 = 7), dan 1 pernyataan di jawab “tidak” (1x0 = 0)
sehingga nilai jawaban nya adalah ((7x1 = 7) + (1x0 = 0) = 7) dan total
nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((7/8) x 100% =
87,50%).

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 4 (Akuntabilitas dan

Manajemen Kinerja) pada KPA “Perencanaan Kegiatan APIP”, “Anggaran

Operasional Kegiatan APIP” dan “Pelaporan Manajemen APIP” terpenuhi

100%, sedangkan KPA “Informasi Biaya” nilai pencapaian nya hanya

terpenuhi 60% dan KPA “Pengukuran Kinerja” nilai pencapaian nya hanya

terpenuhi 87,50%, maka untuk elemen 3 (Praktik Profesional) dinyatakan

mencapai Level 2 karena dari 5 KPA, 3 KPA pada level 2 terpenuhi 100%

sedangkan 2 KPA pada level 3 belum terpenuhi.
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5) Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and

Culture)

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 5 disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel IV.5
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 5
No Key Procces Area Level Pernyataan| Jawaban [Capaian
Nomor YIS |T| (%)

1 [Pengelolaan Organisasi APIP 2 1-6 6|0 |0 |100.00
2 |Komponen manajemen tim yang integral 3 7-15 910 |0 |100.00
3 [Koordinasi dengan pihak lain yang 3 16-20 5(0 |0 |100.00

memberikan saran dan penjaminan
4 [Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan| 4 21-27 -l -

mempengaruhi manajemen
5 |Hubungan berjalan efektif dan terus-menerus | 5 28-35 -l -

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat dilihat bahwa dari 5

KPA pada elemen 5, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai

100% yaitu KPA “Pengelolaan Organisasi APIP”, “Komponen Manajemen

Tim Yang Integral” dan “Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan

Saran Dan Penjaminan”. Penjelasan untuk setiap KPA dijelaskan sebagai

berikut :

a)

b)

Pada KPA “Pengelolaan Organisasi APIP” dari total 6 pernyataan, 6

pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (6x1 = 6)

dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((6/6) x 100%

= 100%).

Pada KPA “Komponen Manajemen Tim Yang Integral” dari total 9

pernyataan, 9 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya

adalah (9x1 = 9) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya

adalah ((9/9) x 100% = 100%).
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c) Pada KPA “Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran
Dan Penjaminan” dari total 5 pernyataan, 5 pernyataan di jawab “ya”
sehingga nilai jawaban nya adalah (5x1 = 5) dan total nilai pencapaian

pemenuhan per KPA nya adalah ((5/5) x 100% = 100%).

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 5 (Budaya dan Hubungan
Organisasi) semua pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3,
maka untuk elemen 5 (Budaya dan Hubungan Organisasi) dinyatakan sudah

mencapai Level 3.

6) Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Pemenuhan Key Procces Area (KPA) pada elemen 5 disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel 1V.6
Pemenuhan Key Procces Area Elemen 6

No Key Procces Area Level Pernyataan | Jawaban Capaian
Nomor Y |S|T (%)
1 |Hubungan Pelaporan telah Terbangun 2 1-5 5 0 0 | 100.00
Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset
2 |dan SDM 2 6-8 3 |0 | O |100.00
3 |Mekanisme Pendanaan 3 9-13 5 0 | 0 | 100.00
4 |Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP 3 14-21 8 0 0 | 100.00
Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi
5 |organisasi 4 22-24
6 |Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP 4 25-29
Independensi, kemampuan dan kewenangan
7 |penuh APIP 5 30-34

Dari pemenuhan KPA pada tabel di atas dapat dilihat dilihat bahwa dari 7
KPA pada elemen 7, hingga KPA untuk level 3 sudah terpenuhi mencapai
100% yaitu KPA “Hubungan Pelaporan telah Terbangun”, “Akses Penuh

terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM”, “Mekanisme Pendanaan”
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dan “Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP”. Penjelasan untuk

setiap KPA dijelaskan sebagai berikut :

a) Pada KPA “Hubungan Pelaporan telah Terbangun” dari total 5
pernyataan, 5 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya
adalah (5x1 = 5) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya
adalah ((5/5) x 100% = 100%).

b) Pada KPA “Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM”
dari total 3 pernyataan, 3 pernyataan di jawab ‘“ya” sehingga nilai
jawaban nya adalah (3x1 = 3) dan total nilai pencapaian pemenuhan per
KPA nya adalah ((3/3) x 100% = 100%).

c) Pada KPA “Mekanisme Pendanaan” dari total 5 pernyataan, 5 pernyataan
di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya adalah (5x1 = 5) dan total nilai
pencapaian pemenuhan per KPA nya adalah ((5/5) x 100% = 100%).

d) Pada KPA “Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP” dari total
8 pernyataan, 8 pernyataan di jawab “ya” sehingga nilai jawaban nya
adalah (8x1 = 8) dan total nilai pencapaian pemenuhan per KPA nya
adalah ((8/8) x 100% = 100%).

Dari Pemenuhan semua KPA pada elemen 6 (Struktur Tata Kelola)
semua pernyataan terpenuhi hingga pernyataan KPA Level 3, maka untuk

elemen 6 (Struktur Tata Kelola) dinyatakan sudah mencapai Level 3.



b. Capaian Level Setiap Elemen

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan pemenuhan Key Procces

Area (KPA) pada setiap elemen, ditampilkan simpulan perolehan

keseluruhan setiap elemen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel IV.7
Capaian Level Setiap Elemen
Pernyataan | Capaian|Capaian
No Elemen Key Procces Area Level Nomor (%) Level
Elemen
1. Audit Ketaatan 2 100.00
Peran dan Layanan —
1 APIP 2. Audit Kinerja 3 1-5 100.00 3
3. Layanan Konsultasi 3 100.00
1. ifikasi D
Identifikasi dan rekrutmen SDM 5 100.00
yang Kompeten
2. Pengembangan profesi Individu 2 100.00
3. Koordinasi tim 3 100.00
2 |Pengelolaan SDM - — 6-8 3
4. Pegawai yang berkualifikasi
. 3 100.00
profesional
5. Membangun tim dan
. 3 100.00
kompetensinya
1. Perencanaan Pengawasan
. . 2 100.00
berdasarkan prioritas manajemeen
3 |Praktik Profesionnal |2. Kerangka Kerja Praktik Profesional | 2 9-13 100.00] 2
dan Pengawasannya
3. Perencanaan audit berbasis resiko | 3 75.00
4. Kualitas Kerangka Kerja Manajemen| 3 64.28
1. Perencanaan Kegiatan APIP 2 100.00
- 2. Anggaran Operasional Kegiatan APIP | 2 100.00
Akuntabilitas dan 28 P - £
4 Manaiemen Kineria 3. Pelaporan Manajemen APIP 3 14-21 100.00f 2
J ] 4. Informasi Biaya 3 60.00
5. Pengukuran Kinerja 3 87.50
1. Pengelolaan Organisasi APIP 2 100.00
Budaya dan 2 Komponen manajemen tim yang 3 100.00
5 .. lintegral 22-24 3
Hubungan Organisasi — - -
3. Koordinasi dengan pihak lain yang
. o 3 100.00
memberikan saran dan penjaminan
1. Hubungan Pelaporan telah 2 100.00
2. Akses Penuh terhadap Informasi
o i<asi Aset dan SOM 2 100.00
6 [Struktur Tata Kelola rgamsas_" >C dan 25-29 3
3. Mekanisme Pendanaan 3 100.00
4. Pengawasan Manajemen terhadap
3 100.00

Kegiatan APIP
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c. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP
Capaian tingkat Kapabilitas unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dari

hasil penilaian 6 elemen sesuai standart IA-CM adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8
Capaian Tingkat Level Kapabilitas APIP

Elemen Level

| | Peran dan Layanan APIP 3

Il | Pengelolaan SDM 3

Il | Praktik Profesionnal 2

IV | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 2

VvV | Budaya dan Hubungan Organisasi 3

VI | Struktur Tata Kelola 3
Simpulan Level 3dcp*

Keterangan: * = dengan catatan perbaikan (dcp)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 4 elemen yaitu elemen ‘“Peran
dan Layanan APIP”, ‘“Pengelolaan SDM”, “Budaya dan Hubungan
Organisasi” dan “Struktur Tata Kelola” sudah mencapai “Level 3” sedangkan
elemen “Praktik Profesional” dan elemen ‘“Akuntabilitas dan Manejemn
Kinerja” masih mencapai “Level 2”. Karena elemen yang memiliki level
terendah kurang dari 3, yaitu elemen ‘“Praktik Profesional” dan elemen
“Akuntabilitas dan Manejemn Kinerja” yang berada pada Level 2, maka
Level Kapabilitas Unit APIP dinyatakan pada satu tingkat di atas dari level
paling rendah tersebut dengan “catatan perbaikan”. Sehingga dapat
disimpulkan tingkat Level Kapabilitas Unit APIP Inspektorat Kota Tebing
Tinggi adalah satu tingkat di atas level yang paling rendah dengan tambahan

“catatan perbaikan” yaitu “Level 3 dengan catatan perbaikan” (Integrated).
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B. Pembahasan
1. Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Dengan Mengacu pada Standart IA-CM

Berdasarkan penilaian kapabilitas pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi
melalui elemen-elemen Standart Internal Audit Capability Model (IA-CM),
dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kota Tebing Tinggi
berada pada level 3 dengan catatan perbaikan (Integrated). Inspektorat Kota
Tebing Tinggi belum mencapai level 3 penuh karena masih terdapat 2 elemen
yang berada pada level 2 yaitu elemen “Praktik Profesional” dan elemen
“Akuntabilitas dan Manejemn Kinerja”. Perlu adanya langkah-langkah
perbaikan yang harus dilakukan Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk
mencapai level 3 yang kemudian akan di bahas pada sub 3 di bagian strategi
untuk meningkatan kapabilitas APIP yang belum maksimal.

Berada pada level 3 dengan catatan perbaikan (Integrated) maka dapat
dikatakan bahwa APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan
pengawasannya praktik profesional dan audit internal telah diterapkan secara
serentak dan telah selaras dengan standar yang ditentukan. Suatu APIP yang
sudah mencapai pada level 3 berarti “Telah mampu menilai efesiensi,
efektivitas dan keekonomian suatu program atau kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, menejemen resiko dan pengendalian
intern”.

Kondisi unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk setiap KPA pada
masing-masing elemen pada level 3 dengan catatn perbaikan adalah sebagain

berikut :
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a. Elemen I : Peran dan Layanan

1) KPA : Audit Ketaatan

Berdasarkan tabel V.1 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Audit Ketaatan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah
mencapai 100% yang berarti APIP telah melaksanakan kegiatan audit
ketaatan yang termasuk dalam audit reguler yang terfokus pada empat
aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, keuangan, kepegawaian, dan aset.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan mengacu pada pedoman kendali
mutu pada Inspektorat Kota Tebing TInggi dan pedoman tersebut juga
telah memuat berisi formulir kendali mutu yang digunakan dalam
kegiatan pengawasan. Inspektorat Kota tebing Tinggi telah memiliki
Internal Audit Charter yang mengungkapkan jasa penjaminan yang
dapat diberikan, salah satunya adalah audit kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) KPA : Audit Kinerja

Berdasarkan tabel V.1 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Audit Kinerj APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah
mencapai 100% namun APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi baru
mulai menjalankan layanan audit kinerja. Dalam Internal Audit Charter
(IAC) Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memuat layanan audit
Kinerja. Namun implementasinya secara khusus belum dilaksanakan.

Rencana implementasi akan dilaksanakan di tahun 2018.
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3) KPA: Layanan Konsultasi

Berdasarkan tabel 1.1 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Layanan Konsultasi APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah
mencapai 100% dimana Layanan jasa konsultasi telah diungkapkan
dalam Internal Audit Charter Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Selain
itu, Inspektorat Kota Tebing Tinggi juga telah membangun
insfastruktur untuk layanan layanan konsultasi yaitu Standard
Operating Procedure (SOP) Coaching Clinic, Formulir Konsultasi dan
Kuisioner Kepuasan Layanan Konsultasi. Implementasi layanan
konsultasi telah sesuai dengan prosedur dan setiap Pejabat Fungsional
Auditor (PFA) telah menandatangani pernyataan independensi dan
objektivitas sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan (assurance dan
consulting).
. Elemen 11 : Pengelolaan SDM
1) KPA : Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten

Berdasarkan tabel 1VV.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Identifikasi dan rekrutmen SDM yang Kompeten APIP
Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% mengungkapkan
bahwa APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah mengidentifikasi
peran dan tanggung jawab setiap jabatan struktural dan fungsional yang
ada. Uraian jabatan ini ditetapkan ke dalam suatu keputusan inspektur.
nspektorat Kota juga telah menghitung kebutuhan jumlah auditor dan
mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan

untuk menduduki setiap jabatan yang ada dan melaksanakan kegiatan-
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kegiatan pengawasan yang telah direncanakan. Hasil analisis kebutuhan
jumlah auditor dan identifikasi ini tertuang dalam sebuah dokumen
pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan
APIP Kota Tebing Tinggi dan peta kompetensi.
2) KPA : Pengembangan profesi Individu

Berdasarkan tabel 1.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Pengembangan profesi Individu APIP Inspektorat Kota Tebing
Tinggi sudah mencapai 100% dimana dalam pengembangan kapasitas
individu profesi auditor, Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah
melaksanakan diklat-diklat baik Diklat Pembentukan Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Teknis lainnya serta Pelatihan
Kantor Sendiri (PKS) bagi sumber daya manusia di lingkungan
Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dokumen
perencanaan diklat dan PKS serta laporan pelaksanaannya. Kegiatan
pengawasan telah dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari auditor yang
bersertifikasi JFA. Inspektora Tebing Tinggi juga mendukung para
auditor untuk menjadi anggota profesi auditor salah satunya dengan
mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
3) KPA : Koordinasi tim

Berdasarkan tabel V.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Koordinasi tim APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah
mencapai 100% vyaitu Inspektorat telah menyusun audit universe

berbasis resiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang
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telah diidentifikasi untuk memperkirakan jumlah auditan dan ruang
lingkup audit dan kegiatan pengawasan lainnya serta telah menyusun
Peta Kompetensi untuk mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki
untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Dokumen tersebut memuat
data pegawai termasuk data pendidikan dan diklat yang pernah diikuti,
selain itu terdapat juga analisis kebutuhan auditor. Terdapat kebijakan
inspektorat yang mendukung satuan tugas di lingkungan Inspektorat
Kota Tebing Tinggi yaitu Kebijakan Sistem Koordinasi Internal APIP.
4) KPA : Pegawai yang berkualifikasi professional

Berdasarkan tabel 1.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Pegawai yang berkualifikasi professional APIP Inspektorat Kota
Tebing Tinggi sudah mencapai 100% menjeaskan bahwa Inspektorat
Kota Tebing Tinggi telah menyusun standar kompetensi auditor.
Inspektorat juga sudah menyusun rencana diklat baik diklat
pembentukan dan substantif yang mendukung kegiatan pengawasan 3E
(ekonomis, efisien dan efektif) dalam rangka peningkatan profesional
auditor yang ada di lingkungan Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan telah didukung oleh tim yang
bersertifikasi JFA. Dalam rangka pengembangan kemampuan auditor,
inspektorat Kota Tebing Tinggi juga pernah melaksanakan kerja sama
dengan BPKP dalam kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2015.
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5) KPA : Membangun tim dan kompetensinya

Berdasarkan tabel 1.2 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Membangun tim dan kompetensinya APIP Inspektorat Kota
Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana dalam rangka
pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja dalam tim
secara efektif, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengimplementasikan
kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim sesuai dengan standar
kompetensi yang telah ditetapkan dan sedang menyusun mekanisme
pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku
tersebut. Terdapat juga berbagai diklat dan PKS dalam rangka
pengembangan kemampuan individu dan kerja tim dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan. Pola komunikasi dan koordinasi
tim audit dilaksanakan sesuai pedoman kendali mutu yang telah
ditetapkan dan melaksanakan rapat-rapat internal terkait hal-hal terkait
dalam kegiatan pengawasan.
Elemen I11 : Praktik Profesional
1) KPA : Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas

Manajemeen

Berdasarkan tabel 1.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Perencanaan Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemeen
APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% yang
berarti Inspektorat telah menyusun Program Kerja Pengawasan
Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 yang dilengkapi

dengan susunan tim audit dan anggaran yang diperlukan untuk
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melaksanakan kegiatan pengawasan dengan sasaran seluruh jumlah
auditan.

2) KPA : Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya

Berdasarkan tabel 1.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan

KPA Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya APIP
Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% yang berarti
Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memiliki Internal Audit Charter
yang ditandatangani oleh Walikota. 1AC tersebut telah mencantumkan
kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik; terkait
lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern; Kode
Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan. Untuk menjaga kualitas
pengawasan, Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan
Pedoman pelaksanaan pengawasan tertuang mulai dari perencanaan

sampai pada pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

3) KPA : Perencanaan Audit Berbasis Resiko

Berdasarkan tabel 1.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Perencanaan Audit Berbasis Resiko APIP Inspektorat Kota
Tebing Tinggi masih mencapai 75% sehingga untuk KPA Perencanaan
Audit Berbasis Resiko dnyatakan Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah
mulai melakukan pemutakhiran data objek pengawasan yang tercermin
dalam Audit Universe yang disusun menggunakan beberapa faktor
risiko untuk menentukan tingkat risiko suatu auditan. Faktor risiko
yang digunakan yaitu jumlah anggaran, nilai LAKIP, nilai aset, jumlah

kegiatan, jumlah rekomendasi temuan (BPK, APIP), nilai temuan,



76

kompetensi SDM dan persentase rekomendasi tindak lanjut. Namun
inspektorat belum mengidentifikasi alternatif penanganan risiko yang
dilakukan oleh manajemen dan penanganan tambahan yang diperlukan
untuk merespons risiko.
4) KPA : Kualitas Kerangka Kerja Manajemen

Berdasarkan tabel 1.3 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Kualitas Kerangka Kerja Manajemen APIP Inspektorat Kota
Tebing Tinggi masih mencapai 64,28% dimana Inspektorat Kota
Tebing Tinggi telah melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan
pedoman perencanaan, pelaksanaan, pelaporan seluruh kegiatan
pengawasan. Salah satu upaya menjaga kualitas kegiatan pengawasan,
inspektorat juga telah membuat pedoman telaah sejawat, namun untuk
penerapannya belum dilaksanakan. Berdasarkan kondisi di atas,
Inspektur Kota Tebing Tinggi segera melaksanakan telaah sejawat
internal maupun ekternal sesuai dengan pedoman telaah sejawat yang
telah ditetapkan dalam rangka penjaminan kegiatan pengawasan yang
telah dilaksanakan.
. Elemen IV : Akuntabilitas dan Manjaemen Kinerja
1) KPA : Perencanaan Kegiatan APIP

Berdasarkan tabel 1V.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Perencanaan Kegiatan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi
sudah mencapai 100% dimana Inspektorat telah menyusun rencana
kerja Tahun 2017 yang memuat sasaran dan hasil yang ingin dicapai

serta mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan.
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2) KPA : Anggaran Operasional Kegiatan APIP

Berdasarkan tabel 1.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Anggaran Operasional Kegiatan APIP Inspektorat Kota Tebing
Tinggi sudah mencapai 100% dimana Anggaran operasional untuk
kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah dituangkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017.
3) KPA : Pelaporan Manajemen APIP

Berdasarkan tabel 1.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Pelaporan Manajemen APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi
sudah mencapai 100% dimana Inspektorat telah mengidentifikasi
kewajiban pelaporan seperti LAKIP, Laporan Ikhtisar hasil
pengawasan, dan laporan lainnya yang diperlukan. Identifikasi tersebut
dituangkan dalam sebuah daftar kewajiban pembuatan laporan
Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang berisi jenis laporan, pemberi

mandat, batas waktu dan penanggung jawab laporan.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi menggunakan Aplikasi Simda
Keuangan dan Simda BMD untuk pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah. Inspektorat telah memiliki pedoman penyusunan laporan
berkala/ikhtisar hasil pengawasan dan telah menyusun laporan ikhtisar

hasil pengawasan yang diserahkan kepada Walikota.

4) KPA : Informasi Biaya
Berdasarkan tabel 1V.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Informasi Biaya APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih

mencapai 60% dimana Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah
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menggunakan aplikasi SIMDA keuangan untuk mengelola keuangan
mulai dari perencanaan, penatausahaan, sampai pada pelaporan
keuangan sebagaimana diterapkan diseluruh OPD di wilayah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Disamping itu, biaya kegiatan
pengawasan telah sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan
oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Namun Inspektorat belum
melakukan analisis varian biaya. Untuk itu, kami sarankan kepada
Inspektur Kota Tebing Tinggi agar melakukan analisis varian biaya
untuk memantau biaya secara berkala dan memastikan bahwa anggaran
dan realisasinya masih relevan dan memadai untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan yang telah direncanakan secara efektif, efisien
dan ekonomis.
5) KPA : Pengukuran Kinerja

Berdasarkan tabel 1V.4 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Pengukuran Kinerja APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih
mencapai 87,50% dimana Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah
menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya
dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja,
namun mekanisme pengumpulan data belum di atur secara formal.
Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi
1) KPA : Pengelolaan Organisasi APIP

Berdasarkan tabel V.5 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Pengelolaan Organisasi APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi

sudah mencapai 100% dimana Struktur organisasi untuk melaksanakan
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kegiatan pengawasan telah ditetapkan secara formal melalui peraturan
Walikota Tebing Tinggi. Inspektorat Tebing Tinggi. Inspektorat Kota
Tebing Tinggi juga telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab
seluruh pejabat struktural dalam dokumen uraian jabatan yang telah
disusun

2) KPA : Komponen Manajemen

Berdasarkan tabel V.5 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan

KPA Komponen Manajemen APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi
sudah mencapai 100% dimana Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah
dianggap sebagai bagian penting dari pemerintah daerah. Hal ini dapat
dilihat dari keterlibatan jajaran pimpinan Inspektorat Kota Tebing
Tinggi secara aktif dalam rapat, forum, atau kegiatan-kegiatan penting
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Rapat staf antara
Walikota dan jajaran pimpinan pemerintah daerah lainnya menjadi
sarana untuk saling bertukar informasi serta memantau perkembangan

Kinerja masing-masing oleh Walikota.

Di samping itu, pimpinan inspektorat mendorong staf pengawasan
untuk aktif terlibat dalam forum/satuan tugas pemerintah kota.
3) KPA : Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran

Dan Penjaminan

Berdasarkan tabel 1.5 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Koordinasi Dengan Pihak Lain Yang Memberikan Saran Dan
Penjaminan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai

100% dimana Koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal yang
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menyediakan jasa pemberian saran dan penjaminan telah dicantumkan
dalam Internal Audit Charter (IAC). Komunikasi dengan auditor
eksternal juga telah dilaksanakan secara regular seperti dalam hal
pembahasan tindak lanjut dengan BPK dan Inspektorat Provinsi. Untuk
meminimalisir duplikasi kegiatan pengawasan dan memaksimalkan
cakupan pengawasan, inspektorat Kota Tebing Tinggi juga telah
melakukan komunikasi yaitu mengikuti undangan pembahasan
kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.
Elemen VI : Struktur Tata Kelola
1) KPA : Hubungan Pelaporan telah Terbangun
Berdasarkan tabel V.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Hubungan Pelaporan telah Terbangun APIP Inspektorat Kota
Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana Inspektorat Kota Tebing
Tinggi telah memiliki Internal Audit Charter (IAC) yang
ditandatangani oleh Walikota dan telah disosialisasikan kepada SKPD.
IAC menyatakan bahwa Inspektorat bertanggung jawab kepada Bupati.
Inspektorat menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan secara berkala
kepada Walikota.
2) KPA : Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM
Berdasarkan tabel 1.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM APIP
Inspektorat Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana IAC
Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah memuat kewenangan untuk

mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
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aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
fungsi audit intern.
3) KPA : Mekanisme Pendanaan

Berdasarkan tabel 1.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Mekanisme Pendanaan APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi
sudah mencapai 100% dimana Inspektorat telah menganggarkan
kegiatan pengawasan dalam DPA dan juga telah menyusun PKPT yang
dilengkapi dengan susunan tim dan anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan, baik itu kegiatan assurance
mapun kegiatan consulting. Tahun 2018, Inspektorat telah
merencanakan kegiatan pengawasan berbasis resiko.
4) KPA : Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP

Berdasarkan tabel V.6 pada subbab pemenuhan KPA, pemenuhan
KPA Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP Inspektorat
Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 100% dimana dalam Internal
Audit Charter telah dinyatakan bahwa Inspektorat bertanggung jawab
secara langsung kepada Walikota. Pengawasan terhadap Inspektorat
dilakukan oleh Walikota dengan komunikasi, interaksi, dan
pemantauan melalui rapat-rapat serta laporan hasil pengawasan yang

dilakukan oleh Inspektorat.
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2. Elemen yang mempengaruhi ketertinggalan Kapabilitas APIP Pada
Inspektorat Tebing Tinggi
Dari hasil penilaian kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi
melalui 6 elemen menggukana Standart IA-CM menyatakan unit APIP
Inspektorat Kota Tebing Tinggi berada pada level 3 dengan catatan
perbaikan, yang berarti masih ada elemen yang belum terpenuhi untuk dapat
mencapai Level 3 penuh. Adapun elemen-elemen yang mempengaruhi
ketertinggalan kapabilitas APIP mencapai level 3 adalah sebagai berikut :
a. Elemen Praktik Profesional (Profesional Practice)

Pada elemein Praktik Profesional untuk mencapai level 3 terdapat total 4
KPA yang harus terpenuhi. Dari total 4 KPA, hanya 2 KPA yang terpenuhi
yaitu KPA “Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemeen”
dan “Kerangka Kerja Praktik Profesional dan Pengawasannya”. Sedangkan
2 KPA lain nya yaitu KPA “Perencanaan audit berbasis resiko” masih
terpenuhi hingga 75% dan KPA “Kualitas Kerangka Kerja Manajemen”
masih terpenuhi mencapai 64,28%. Adapun penjelasan KPA yang terpenuhi
adalah sebagai berikut :

1) KPA : Perencanaan audit berbasis resiko

Inspektorat Kota Tebing Tinggi belum mengidentifikasi alternatif
penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen dan penanganan
tambahan yang diperlukan untuk merespons risiko.
2) KPA : Kualitas Kerangka Kerja Manajemen

Inspektur Kota Tebing Tinggi untuk belum menerapkan upaya menjaga

kualitas kegiatan pengawasan sesuai dengan pedoman telaah sejawat yang
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telah ditetapkan dalam rangka penjaminan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan.
b. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance

Management and Accountability)

Pada elemein Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja untuk mencapai
level 3 terdapat total 5 KPA yang harus terpenuhi. Dari total 5 KPA, hanya
3 KPA yang terpenuhi yaitu KPA “Perencanaan Kegiatan APIP”,
“Anggaran Operasional Kegiatan APIP” dan “Pelaporan Manajemen APIP”.
Sedangkan 2 KPA lain nya yaitu KPA “Informasi Biaya” masih terpenuhi
hingga 60% dan KPA “Pengukuran Kinerja” masih terpenuhi mencapai
87,50%. Adapun penjelasan KPA yang terpenuhi adalah sebagai berikut :

1) KPA : Informasi Biaya

Inspektorat Kota Tebing Tinggi belum melakukan analisis varian biaya.
analisis varian biaya dilakukan untuk memantau biaya secara berkala dan
memastikan bahwa anggaran dan realisasinya masih relevan dan memadai
untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan secara
efektif, efisien dan ekonomis.
2) KPA : Pengukuran Kinerja

Inspektur Kota Tebing Tinggi untuk belum menerapkan mekanisme

pengumpulan data belum di atur secara formal.
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3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatan kapabilitas APIP yang
belum maksimal

Untuk mewujudkan instruksi Presiden Republik Indonesia kepada kepala
BPKP, sebagaiman tercatum dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan
kapabilitas APIP K/L/P sebanyak 85% di level 3 pada Tahun 2019, melihat
pencapaian Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 yang hampir
maksimal hingga menempati level 3 dengan catatan perbaikan maka
strategi yang d butuhkan dalam meningkatkan kapabilitas APIP hanya dengan
memperbaiki pemenuhan KPA pada elemen yang belum terpenuhi.

Yaitu dengan menerapkan KPA yang masih dalam proses implementasi
untuk dapat memenuhi hingga mencapai 100% pencapaian keseluruhan
elemen hingga memperoleh level 3 penuh. Yaitu elemen Praktik Profesional
(Profesional Practice) dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
(Performance Management and Accountability) yang masih berada pada
level 2, sehingga dengan memaksimalkan pemenuhan KPA pada 2 elemen
tersebut hingga level 3 unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat

menduduki level 3 penuh.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah di uraikan pada bab

sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.

Tingkat Kapabilitas unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Inspektorat Kota Tebing Tinggi berada pada level 3 dengan catatan
perbaikan (Integrated).

Elemen yang mempengaruhi Kketertinggalan Kapabilitas unit APIP
Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah elemen yang belum mencapai level 3
yaitu elemen “Paktik Profesional (Profesional Practice)” dan elemen ”
Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and
Accountability)” yang masih mencapai level 2.

Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan berada pada level 3 dengan
catatan perbaikan berarti unit APIP Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam
memenuhi target RPJMN periode 2015-2019 sudah hampir memenuhi,

sehingga masih harus terus melaksanakan strategi agar Unit APIP dapat

memenuhi level 3 penuh sesuai target RPJIMN.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Kapabilotas APIP di

Inspektorat Kota Tebing Tinngi, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1.

Untuk elemen yang belum terpenuhi di akibatkan oleh beberapa KPA yang
belum di diterapkan yaitu dalam a) KPA : Perencanaan audit berbasis
resiko, Inspektorat belum belum mengidentifikasi alternatif penanganan
risiko yang dilakukan oleh manajemen dan penanganan tambahan yang
diperlukan untuk merespons risiko; b) KPA : Kualitas Kerangka Kerja
Manajemen, Inspektorat belum menerapkan upaya menjaga kualitas
kegiatan pengawasan sesuai dengan pedoman telaah sejawat yang telah
ditetapkan dalam rangka penjaminan kegiatan pengawasan yang telah
dilaksanakan ; c) KPA : Informasi Biaya, belum melakukan analisis varian
biaya dan pada d) KPA : Pengukuran Kinerja, Inspektorat belum
menerapkan mekanisme pengumpulan data belum di atur secara formal.
Maka disarankan untuk 4 KPA yang belum di terapkan segera di terapkan
agar dapat memenuhi syarat mencapai level 3 penuh.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi agar mengembangkan strategi atau rencana
perbaikan yang terarah secara berkelanjutan untuk meningkatkan
kapabilitasnya pada area-area yang berdasarkan hasil penelitian masih
memerlukan perbaikan. Dengan tingkat kapabilitas yang memadai,
diharapkan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat memberikan penilaian

yang independen dan objektif atas efektivitas tata kelola di lingkungan
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pemerintahan Kota Tebing Tinggi, sehingga akan mendorong peningkatan

efektivitas instansi pemerintah di lingkungan tersebut.
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A. Penjelasan Ringkas Mengenai Penelitian
“wawancara ini adalah untuk penelitian dalam rangka melengkapi skripsi
dengan judul Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (Apip) Menggunakan Standart Internal Audit Capability
Model (IA-CM) (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi).
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Inspektorat Kota Tebing Tinggi mencapai pada Level 3 dengan catatan
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Kapabilitas tersebut hanya mencapai Level 3 dengan catatan perbaikan.
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“wawancara ini dilakukan langsung secara lisan yang kemudian akan ditulis
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Pertanyaan

1.
2.

Bagaimana pencapaian setiap KPA yang sudah terpenuhi?

Berdasarkan penilaian pemenuhan KPA seluruh elemen oleh APIP

Inspektorat Kota Tebing Tinggi,

a. Elemen Il (praktik profesional) terdapat 2 KPA yang belum terpenuhi
dan

b. Elemen IV (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja) 2 KPA yang belum

terpenuhi

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP yang belum maksimal, apakah strategi

yang akan dilakukan?



—
‘Bumpnn
aounydiins usleses
uESUap 183ur) oyIS1I
Juaurafetretwr seyrrorrd

‘sasoxd urjyexapuad

uefuap upre deilas

uep yoeyswiupe uesninday
uequresdusd ueyeAE]ay

sele JIpne ‘ueduenay
ISESURI)-ISESURI) SBJR JIpne
drseoustu veniedsy Ipny
‘epe Juek eLIDLY usguap
ISIPUOY Eelelue ueyriedasy
1nSuaur snun rpne

‘(Bumpnp souvydwos) weynyeday
HpOE Jefistaq meree]

S1ISBQL0q UeSuap 1 4Md « BUBIUIL IS WM/ LdMd | twey Suek ursemeiuad ueriSoy z
‘(arpre dngurg
guent pefuaw Sued
walsts nee ‘sasold
‘eare uwenesyerad
Imesusw Susk
Ure] ¥LIDILD] NE1E
‘Henuoy ‘teirgerad
‘i Canpasoad
upne [1sey ueiodejod ‘ruedUNL ‘uryEigDy (Fragipmm
uep ‘ueeuesye[ad ‘uesuryrgred ) meneaad depeyisy aoundwod)
‘weetouatad ‘(Buronayy “Burnyonoa 111adas) ISBITIIE TE[TUSUT {NIUT TUa113] nITalra] uralsIs Nels TBIBBIAY
FHelos uesednuag ueduniiglad 1ISeINE [B]IUSUI USUINS0P NEJE [SYESUEL) ‘saso1d ‘eare seje npre esel
ueeese[ad FULiUa) | IUn Jepuels apne mnpesold sere yipne edniag uesemeduad wegmedsy 1Tpne UEH1Iaq ULt
Nepnp/dos /uewopad UENRURSMER[IW YBPNS JONPNY | U e8oy ueyiye>u Yr[a) 1uey] [ ueyNYeRW Jidv 1 didv 1
T TAATT
yepry | uereqas | eX
myynIyseju] yojuod ueejedursd ueserafusag ueeyelurdd fuerein ‘oN BaIy s2001g A3y

ueqemer UEYNLd

7 JOWON

LIPUR BI1edag JIdv serndqede)]
UeTe[IUd STUMAL, UBWOPad ueIidule]

NVNVAVT NVd NVIHd ‘T NEINATH
dIdV SV.LITISVdVY RIIANVIN NVIVTINId NVISI dI'TONJO0d

IF.—uI




(Bumpnn soundiuios)
ueyrueday] IIpne nired
‘JIdVy Ueeussyep Susi
(poununssn) uvurtueluad
etrede] JefIs Jenuat
ABLBYD TPNY [OWISIU]

“wiojul uesemeguad

trejersoy urerep ueMnIodip
FueA [SRUITOJUT YTIT[2S
depryaa) sosye wiwelioy (g
(U0 uesemesudd Ueyerso
urefep ussnIadTp susk

eARD IDQUIINS UBBIPISING I
urrefia], (7 (J10V SESNY
ueeursyeed wepap dnydun
duent ueselequad vpe epl
‘(1 ed8uryas (epwad /7/3)
isesiuedio veudund

snond 1Tep S[NI0) UOLIITWO3]
unSuequiaw ¥nium wenling
ue3uap 18nqIp SUeA  Ipne
ueroderad uep ‘Jpne 111X
ueduap uedungny ‘uE{euN3Ip
Sued repueis ‘yrpne dnsSur]
Suenu ‘(rup Suek efep
Jaquuins Fumuedia) jesues)
dIdV U210 wes{Logrp esiq Suek
uetrede] vsel ‘UreelseyeIay
uBp sasye ‘suapuadapul
‘TSRSIURAIO UR[ep J[JV qemel
Sunssue] Uep UB3UBUaMa
“Tpne [Buisul wenfng

‘ISIUI ‘ISTA [STIaq Jued sI[h11a)
ueejeiurod meyedniaw

OV “(Bunpnp asupjdioo)
urynjedas ypne njek

‘Tut yees Jidv uesodip redep
Suek soununssp esel 1ep18
reuaduaur uesdeydunduau
eiuwrerep p Fuel

Aaumyn ppny [l jedepas],

(Bunrpne
aoumchuos] weynyedos pne
mared ‘1 yees JIdy UesLaqp

yedep 3uek sourunssp esel

Jeps reuaduam uexdedunduatn
BueA 15000 ppnY

[OUASIUT PI[IWSL YR B}

HeprL

uerdeqag

L7

UEqEME[ UWEYId

INMPYNXISEIJU] YOIU0D

ueeleiurad ueserafusad

ueejeiurad /uerein

-oN

BIIY SS9003d AoY

IN.—«I




1rpne (1sey ueioderad
uep ‘ueBLesygjad
‘weetreoudtad

Felos uesesnuad
uBBURSHR[2] Furiua)

istaadng urp nyngy

[epUS3 T1IE3 UeBuUNsauad

(9 "qeqaduad uesBuBdUSUT
JersIaq Srek [SepUamioyal
URHBURUISFUaT J0PNY

(G v welep usyduBnp
Fued ueadral 3ued 113Ng
-13[1q Yya[o sunsmprp suek
uenduns unsnAuaw Jopny
‘(¢ 'yororodrp SueA ISEULIOUT
SEIB TSBN[BAS UBNTL{E[=T
I[R[23 103IPTY (€ “ (VI

JOwoN Jnfruawr sued yiJ wep
V3Id JowoN 23 Jyninrsw Suek
VI3[ 1STUI) TMesISB)UatUopIp
uesemesyep yepn undneur
upseuesye|p Sued jpne
mpasoxd denog (g -(3rsy 300
“ISBULIJUOY ‘snifeue anpasoad
s} Bpe Jued BulLy usfuap
ISIPUOY eIeite meynieday
uep werensasay miustr yniun
ypne npasord U eUBSIE[SUI

ISEPUSTION T

ueduequusduad uep ysads
Fues uemdurs usjenguad
‘yororadip Sued 1SeULIOJUT
ueiserieaasuad ‘efujsey
~[IS€eY UBP UEBUESIE[P

Sured mposord seje

(w3131) Ly seluay urunsnAusd
ssnsods Sued uesemeduod
mpasord medersuad droeoustn
Fuel wesemeduad uesesnuad

HePmr/ JOS /Uetop,| Tepns Jopny ‘(1 UeeUesHe[ow e[l [wey | ¢
NVIDOEd NVA VNVINTEA
NVNNSNANIL SVLV NLANW (ot
NVITYONHONH - Jeiuriawag pne eusousl uesuequsBuad
ISURSU] TTRSRM BT wiras ‘uesemeduad
Jeredy JIpny TNp [eEpUay Bojopolawt uep ‘dnyjdur) Fuena
ueopsd et} 6007 unyel ‘ueIeses uelseyIuapLduad
61 JOWOU [SBINOLE] [SBULIOJaY fwaaur ueiepusdusd
uep e1esay ajeredy SEJE [DAINS UeISEIUIUNIOpUad
ueeunFedepuad eredan iUeaa]al Sured BLIo]II
ypne 1sey ueaodejod LIDJUD A URIN}eLdd uefuap urisesynuapEuad dnyeousuw)
wep ‘uwetresyerod Tensos Aphe wIn jesun JINIYTLIISI0) BIBOOS JIphe
‘weeuesuaIad eped pne elray uersold wm yexduny eped pre elroy
Helos ueswdnuag UEP BUEOUAI UnsnAusuw | weidold uep puBIUal Unsniuatl
UBRBRURSHR[I, T SUBU] el uesemesusd uesednuad yerel tesemesuad uesednuad
sepnr/dos/uewopad | ueseuessepw Suek wry dersg ueyruesyeRpul SueA wrn dereg e
yepr] | uepeqag | BX
INIYNIISEIJUI YOIU0D ueejeiurad ueserafuad ueeyedurad /uereln ‘ON B3IV SS9204d A3y

UEQEME[ UBII

|n.w|




ypne rsey uerodead
uep ‘ueeuesyead
‘ueeueduUdIad

efas uesednuad
LUBBRLRESMRB[DY Suriud)

Sepnr/dos /uewopad

1eaedy Upny mimp

[EPUIY TBWOPId UesSudp
Tensas epns Infire] yepurn
uep ussodejad awsiusaw
‘(¢ fefuuening uefFuop wnsas
UBnNE|Tp yepns npny elay
weIsold Ue[Ep Uesdusriip
dued yipne gyeysue|

neje mpasold *(Z § yeiunrswag
ISUB|SU] uBsemesuad

yeredy Upny MnW qepuasy
uwemopsd ueduap rensas
yepns jpne wy 1exdul vped
uesemeduod uretreoudIdd (1

(ure] B0 /
yenuoy [/ uvemnyerad [/ wmomy /

ampasoad / Bueouaa [ ueseliqa)

eduueeuesiye[ad RNIUISY
ueFusp rensss Ye[E1 Hpnerp
duel wasis [ sosoad / eaae
eMUEQ (20UBINSSH) TEPEWIA
Fued veuneAay UBI2qWat
redep yeo) wuey ‘uENNNR]
ey Sued 11pne uesudqg

Jpne [isey uelodead
uep ‘ueeuessead
‘uerURIUDLDI

yelos wesednusg
urelesye[aJ Suejua]

T EIULISTIS [SUBISU]
uesemedus | jetedy ypny
NN BPUIY] UBWIOPIH LBNSIS
nltre] yepun uenejuewrad
auIsTUENawW jedepia],

‘7 Buruamaaq Suek gyeyid
P UessNqUISTPIP TeUTy

VHT (& “dIdv veurduid /minpn
mepualuad a0 NIAIIP VHT
dasuoy (g "sTUNa], [Tepuadua [
UYS[O NIASILP V] desuoy]

(g TipnEe Sp weISEIUNIUONIP
era} Sued Ipne uvenurs} uep
VI WRED UBRMISR)UIULNNOPIP
SueA JIPNe [ISL1] UBIBSBNIN
VHT dosuoy unsnAuaut

e Wil eodsuy muedp
wr], eray (1 e nondijaw
duek 110NV NVAOJIVTHI
NLNW NVITVANTONAd
dNAUSO™d - YeluLowdd
ISURISU] uesemesusg jeredy
UPNY NIN Mepuay remwopad

‘mesemesuad uesednuad
(1881 UEHISETUNTWOSUaUT iun

SeREMr/JOS/urdiopyd « | TeSUDpP [BNSIs UNSNSIP VHT °1 melode] UNSNATOW [R[D] TUIRY] o)
-ursednuad
yepr] | verseqas | ®X
AMIYNIISEIIU] YOJU0D urejefurad veserafuag ueejeiurad /uerein "ON BIIY SSa001d Aoy

UBQEME UBYIIJ

Iw.—ql




upne psey ueaodejad
urp ‘aermRsETAd
‘ueeuRIUaIad

Helos ueseBnuag
ueeuBsNB[A4 JuBu]
e/ J0S /Ueiopa

eIULI ]
Isue}su] uesemeduag

Jyeaedy 1pny NN

[[epudy weuwopdJ Uwesuap
TeNsas Yepns Infire] yepur
urp ueloderad oWSTUBaWL
(g ‘eduuening ussusp rensas
UB[IENP yepns upny el
ureiSoid WeEP Ue3UBTIR
Fued jpne gyuessuel

neje anpasoud “(z { yelunamag
ISUR]SU] TRSEMBRTIIJ

yeredy ypny WnN epuay
UemopsJ ueiuap renses
yepns jipne uy jexsun eped
uesemedtad UBREIUaI ] (1

“epe Surk yrnuos 1riedsiad

/ mposoid [/ wespeliqoy aeSuop
neyIs] eFuedurfuad wep
[e3e[T ueHEepUN ISR19PUS UBP
yedaousw jedep yea1 uene|
1wey Suef Uejeelay 1Ipny

vAuureuesyrd

UBTIUSIOY UBFUIP TENSIS 180
wpnerp Suek waists [/ sesoad

/ Bale emyeq uespniunusur
VHT 'l EIULIA, T
IsuB|SU] uBsEMEIUI]

HeprL

ueLdeqag

eX

UEqEME[ UEYNId

AMIYNIISEIJUL YOIUOD

ueejeiurad uesersfuad

weeyeiurad /uerein

-oN

B3Iy SS200J4d LAY




$3011438
fliosapp uep 4e

upne ueeses wedusp

03{ISLL SISBQI3q [dMd +

‘Tpre wrersoid
nele ‘selanye ‘sesedo 1rep
UBILIAY URBP ‘SRIALN22

‘TSUDISTID TeTTUU iUt JIpne
BUBOUAL 18U [V /Lddd

‘Tedearp ye[s} Sued [jsey-Isey
uep (epuiag /-1 /y) sesiuedio
urergoId neje seyanye

‘1seJado TTEp UB1BWAYSY

wep 'SBIATINAID ‘ISUSISYD SBIR
trererruad drayeoustu mensye|
ey duek ussemeduad ueyeiday]

4]

‘rededrp Sued
nsey uep ‘(jo.quod
pup quawaboupu

ysu ‘@ounmiianoh)
uenepuaguad /OIS
uauLlBURUI /BIOT]
ve]
ueSULp UenesIaq
neje ‘wessold neye
‘sealve ‘iseaado
IIep) ejeoysy] uep
‘SBITAT}S[2] 2 TST2TST
se)e uelodead
uep wereyrrad
ueyeuES BB 41dV |

ISENTEAD

urersord [/
ypnp Asuow
10f anmpa u
RRUESRTT

didV 1

€ TIAAT

nfue] yepuil
TRN2ITEWD,T SUeluol
qepnr/dos/usuopsd

TYBIULISWDL

ISUR|SU] Tesemesudd

Tetedy 1Ipny manp

MePUay Uewopad uesuap
1BNS2s epns 1nfire] syepurn
uep uedodefad SUISTURI AU
‘(¢ fefumenig teFuap mnsas
ueryelp yepns upny elioy
urer8oig urerep weysueriip
Fuek ypne Zuesisuer

neye anpasoad ‘(g ¢ yriuowng
TSUBISU] meseMBsudd

1eredy npny mnp qepusy
UBLIOPad UBduap rensas
Uepns ypne wy 3exsum eped
ussemieduad uerurDusIad (]

Tnuepfeptmp
YRB[3] IWEBY ISEPUIWOI3I [ISB] [

HeprL

ueideqag

ex

UBQEME UBYIIJ

INPYLLISEIJU] YOIUOD

ueejedurag ueserafuad

ueejeiurad /uerein

BTy SS9001d A9y

|°.—q|




ueuele] uertaquiad ‘q
¢ npny seje uetodejag
uep Ueeuesyedd

ISUBISU] UBSBMEZUI]
teaedy 1Lpny mynpy
[ePUIY UeWopdJ Uesudp

‘1sesiuedio el1sury
uees@uiuad uep ‘1suaisye
‘SETATINAIO uelesduruad yele of

‘UeBRUEIUSIa] TENsas Unsnsip qsi wenfing ueeqnrad depeyaa) yrreduad
uBnpurd /urwopag qun yHo ] uBp Yy ‘vid ‘(1 UEMLISOWIW YRS LWRY | 4|
‘nnfuerepunp
1edep uwep YeluLiaag
ISUBISU] UBSEMESUIG
yeredy upny NN qeEpPUD]
wBwopad UEsuap 181sas yepns
ISEPUALLOXAY (7 ‘YeluLiawag
[fltosinpn retreAe] ISTIE}SU] UBSEMESIA] ‘(epuag /1Y) 1sestuREIo
ueLRqUIRd “q © IPNY Teredy TPy TN uenepussuad sasord uep
sele uelode[ad uep uw [[EPU3Y Ueopad ueduap ‘0¥ISLI uau={Ruetn “B[o[2Y] BI8)
BUESYE[2 [ UERURBIUDII, ] TeNsas UnNSNSIp qs) uenlig uexreqiad weNjeysuluam ye[a)
uenpued /uswopad SCUULL YL Uep ‘v ‘vdd (1 | uesrae] iey Suek uesemeSBuad | ¢
“(ueseliqasy ‘(ueseliqas] 1Isen[eaa
1Isenead [ weisord 1senread / wrersSord 1senead / (9g)
/ (9€) SeuAnsa “ISUISR SBATIH2J? ‘TSUISHA ‘SIITouoda
'SIWIOUO32 SEJE JIPTER) JIPNE | SBIR 1IPNE) npnn fAauow 10f annn
(Aiosinpy | HAsuowi 4of anjpn Nirek ‘TUI 1ees mred ‘rur yees JI IV UeNLIaqIp
ueuefe] uenquad ‘g JIdV uesuaqip yedep 3uek yedep Suek sourunsse esel
-Brsun{ yipne ueuede] | aoupunssp esel Jells TeUL8UsUI | JEMS [BUaBULw uesdesBunduatu
drpesuatr Sured) ueydeysunguawm eAuurerep suel sopipya ppne
ABUDYD PNy [DUISTU] 1p Sued Hyy redepaa] [OWASTUD P{IWSW YBR[ ey | gl
uemepuaduad /oxIsiT
wswlrurw fRj01y uelepuaduad /oyisL
vle) UEsUIp 1TeIo] [aislinseTielnncuighel (o] on
$20101438 (veneluewad ‘Tuaar ‘1sENTRAI) Blel uduop JrexIa]
fiosipn uep {g ure] uesemeduad uesednuad ueyI el ey fued
pne weIeses ue3usp URHIe[aul Htun J1JV (uenejumewad ‘NIaal ‘ISENEAS)
OMISL SISBQIRG LdMd » BUBDUSI IS LyMd/Lddd (1 ure] uesemeSuad uemSay | 11
yepr] | uepeqag | BX
INPYNIISEIJUI YOIU0D ueejedurad uesersfuad ueeyelurad /uerein ‘ON B3IV $S90044 A3y

UEqEME[ UEYNId

|F.w|




'dOs nele venpued

neje uewopoad weep 1NJRIP
gs1 s1ape esel werroquod
auIsTuesR (g "gqs) uedusna]
welode] UNSNAUIUI JNYT

“(yeyrseu uenaquad

uep SurEsUoY ‘MIpuR

elouy uerepuad uep fyg)/
JUSWSSISSY 195 1042U0D) TIpUet
uermepua8uad uererruad ¢ W)STS
ueduequaduad niaal ‘weynead

uere|tuad wosIs
ueduequoduad
naar ‘weyryerad
yepepe e~{uweep

Lp YNSBLLY)

guek ‘veururelusd
pAUTEINq

ISEjT[ISE] IN[efatd
wexyeIelp siape
ese[* "uswafeusw
qemel Fungdsue)
weynuesdusw edue)
IRIIU yBQUEBUILW
ueNIIdqIp SUeA siape
ese[ ‘uBuR[EUBL
epudol Jeyaseu

yatoq ¥epn 1delsy ‘esuenasy 72 dnaeous) Uwswrseuet uep ueuropad ‘(sa7a43s
EERIUFED uelode] naal ueHnyeRW 414V | qemel SungBue) yie quiedusw UBYI2Q UL fuosiapn)
fuosapp wep ¢ sTa) s1ape esel weriagquad edue) s1ape esel uensquad uep ISeryls /ISIpuoy s1ape esel
Jpne ueJeses uedusp uesnyeRw ynjun 4idv | edngsq uesemedusd uesednuad sB1E SISIBUER UBYLIQUIUT
03ISLL SISBQI3 [dMd + BUBIUDL ISLISQ [yMd/LldMd ‘(1 uBsnyERW YrD] LWey | g] UBHBURBSHB[OW d]dV dldv
‘mlwerepunp
Jedep uep yelIurswa |
ISURISU] UBSBMETUI]
yeredy UPNY INN EPUIN
uemopad UeSuap rensas yepns
ISRPUALONIY (7 ‘YRIULIAUINg
(Aiosnpn wetrede] ISTIR]SU] TTeSBMBATI]
urizquiad ‘g ¢ pny Teledy 1Tpny ninp ‘Tpelial yedep dued sesiuedio
seie usiodelsd uep ue EPUSY UEOPsd UEsuap oxistt prep usieded /uerssaq
BUESY 2|2 UBBURIUDI] 1ensos unsnsip sl uenlny | 1Bueinduaw jedep yeay wexne|
UENPUE, /UBWOP3 [ gun YHT UER ‘YN ‘Wid (1 | turey 8uek uesemeduad uejerdoy | g1
‘unluepepuip
yedep wmep YelurIotwag
ISUB]SU] UBSBMESUIJ
Jurady Upny mny qepuasy
TLUWoP,] UEFUap Iensas yepns
[Auosiapro ISRPUSWONE] (7 ‘Yelunawad
yeprl | ueideqag | ®X
INP[NIISTIJU] YOIUoD ueejediurad veserafuag ueejeiurad /uerein "ON BIFY SS9001d £oM

UBQEME UBYIIJ

|w.—q|




weddtead

uesendsy Jsuorsany
uep Joppne senarplqo
uep 1sudpuadopur

‘(wesuR{duUnWaI

erq) stape esel uertaquad
2AULESIIS YB[9]as ueddurpad
IOUOISONY, TTBP UBNUBqUIELITP
1edep €3nl uep ‘1oupne

Y210 yenqip Sued sepanspiqo
rep 1suspiadapin Ueeleittad
myerEw yR[ossdp jedep
SBIANNaLqo Uep 1suapuadapur
eiuepe Uenynqua,|

(¢ "dogfuewopad/uenpued
UESUIP TENSIS YEPNS SIAPE

stape esel

werIaquiad yees eped 1BIap20Is)
3epn ey sejgrsaiqo

uep 1suspusdopul emyeq
urne[uow sued yuerd-yrorerd

ueejeAltsd jeang | esel uerrequiad swstuesay (1 uefeUEsSHe[sW Y[R NUEY | 6T
ISBSTUERI0
(fiospn ueuedr] | 18eq Yequre] TB[IU UELI2QUUIDUI
uelLRquad ‘4 ¢ pny Suei 1sepuswoyal jedepia],
sere uetodels ] uep ue (7 "d0s fuewopad fuenpued
eURSY R URRURIUII] UeSUSp IBNSas Yepns sIape 1sesruedio 15eq yequrel re[tu
uenpued /urwopag | esel uetaquad awsiaesap () LUE>{LIACUIRNLL LB SIAPR BSE | Q)
Turees Jidy uesrefe[ip ‘ar jees J1JV UBHT[BIp
yedep furd saowuas losnpn 1edep uek saowuas fiosiapn
ZSMI[ ES[TIINITEDUDI Tep STl B INNITRITIOTI e ‘TiT
(Aiosrnpn ‘uT yEEs JIdV UBNLIeqip yedep 18Es JIdV UeNIIeqip ledup Suek
ueuele] uenquad ‘He Bued (saoiias Aldosiapo) Teres (saonuas fuosiapp) stape esel
-e[1puny yipne ueuede] | ueusquoad esel jelrs reusdusw | JRAS BUSSUSW UrydesFunduatn
drofesusaw Suek) uesxdesdundustu eAuweTER duel top40yo ppno
ALDYD NP [PULFUT Tp Sues Hyy yedepral ey UL yepad ey | AT
letrseu
ueraqurad uep
Juresuoy “elisun]
wep venepusduad
SE1E LIPURLL
HEPIL | UBdeqeg | ®A
INIYNIISEUL YOJU0D ueejedurad ueserafusad ueeleiurad /uerein ‘ON B3Iy SS90044 A9y

UBqEME[ UBIIJ

Iﬁu.—ul




Buef uesemeluad useueouarad

UESB[aUL Ye21 TWey | g7
(uelepuauad sasoud
uep ‘oxIsu udwolRuBLL “BI0]DY
B1E] SBIATIN]D) Ueyrun2soy
®vIE0as sesiueidio seje (turdo)
1edepuad URNLIAGIUSLI fNJUN
ueseusmay weyHnlfunus
rAuweep 1p Suel sauDYO PPN
[OWZUL Il IWDW YBIT LWey] | gg
ISBSIUBAI0
uenliny edeouatu
Hrytm wedereyp
Jueh Ensas
1s3ungreq uep dnynd
yers} 1Sesuesio
weep sasoad
YNINOs emifeq
Tepewaw Fued
‘uefepuaguad reuTael TENLIagUIat
s9s0.1d wep ‘oIS Uswseuretu ledep e33UIyas
‘BIOTR3 BIEZ] URITIHIJLAI SBIE rAuuesemeEduad
uatmalerewr (weejeiulad) 1s1ase e}ersay
Lep uerefemas seje (wellnsuad) UBNISEUrpIoosuat
ISEISIIE UBHrE[dW YrDT ey | |g e didv
YUM2AUITT
eIE0S UBMEpUaduad
sasoad uep ‘ISesiuesio
‘ONISU UdWabumu ueImepuasuad
aspsnbio v)o)ay UEpR © OYISLL
DIV UDANYNODY UDP uaturafetretr
sopanyafe spw 1urdo ‘L1033
' fysu urnaquead exFura IR} SRR
oM 9s1udis1US) RTINSO wrerep dnsmo Sued TLINIATIOTT
BIB9S IsesTUedIo dnysurn ueseme3uad UBlEIEoY ugururel
wped oxIsLI UatialeLreil sejs UBNRIIESHB[a I UENLISQUISTL
TP UTBHBURSHEToW efel ey | 0T el JIIV dIIV T
+ TAAAT
Hepry | uedeqag | v
INPYOEISEIJUI YOIUOD ueejediurad veserafuag ueejeiurad /uerein "ON BIFY SS9001d £oM

UBQEME UBYIIJ




Buoiopusw synun uedsp

oY tesppaxd wes[oquuow nduretn
uep ‘veyeqnrad ualde ‘smejey
1e8eqas uriadiaq jedep e33uiyas
nlew Fued dwsiruosaold

wep ueurdunuraday

seysedey] D[IUSW B[] TIUEY | /L7
‘uesemeduad
uenelda dnysul Suena
wep ueidd uwesenyiod driseoudtu
Fued 1sLIDY0 IPND [PULET SBIE
Aopdn UES3R[LW B[} TWEY] | 9F
1sEsIuBTIO WeEp
mirsod uetequuad
uey[Iseysuatu
1sesiueiio eund serey 1edeqas
yoT0 weNymInarp Sued suisq Mepuniog wep
2137ead nele wesdord ‘nreq uedap a3 uesuepued
I8a)eIs UBRNSN ‘UBSIRINOIY -trefuepired
‘seInua lexsun ueqepusduad UENLIa ISt
“loTe3 BIE] Baxe eped Jpne 1edep Aniun * U
uedneo yNseuLE] ($201A138 swsieuorsajold ueyeqriad
A1081ApE| RIS weLDquUIod wep wetndumuad o] uode Tedeqos
uep repeuraul weururel sejsedey des3uerp
ueraquaw Jedep yeal uerBuequaSuaw Bunipne
iwey uesemesuad uelrIEdY | CF dnyno yem djdv L [BLLILL| 1
S THAAT
Tedeolp e 1SBSTUREIo uetfil
emyeq epewaw Sued usuiwel
UELISCIUALT Ye[a} 1SesTuesio
usmepuasuad sasord uep
USPSIUREL0 OMISLL uddRue L
“5BSTUESIO BIOTOY BlB1 BB
ueuTHEASY BAundwaur Tures
uedunuadas nyduetad uep
(epural/1/3) suelsu] eundr] | 2
OIS SISRYLIB
YepIL | Ueldeqag | ®A
INIYNIISEIFUL YOIUoD ueejedurad veserafuad ueeledurad [uerein ‘ON B3Iy SS90044 A9y

UBqEME[ UBIIJ




"[SESTURSIO UIISHI

undnenr WUl weyrngay
rdesddueustu wejep 1sesiuesio
1sia usmusuad 1Beq snquiuoy
UEINLIOqUIIN WeTep (Lafinyd
Aay) Sunuad ueradraq Turey

ag

‘TRTIU UeLIaquiad

uep ‘uedunuadaz nySuewad
epedoy usueke] ‘1seaour eped
UENURNIP ey [3a1ens sniod

62

‘didV 1F0JR1S Lep URNIBSIY
nJens reseqos (Muawabpubniy ySy
asudanuy) UBYTILINI2S3Y BIRIDS
ISBESIUERI0 OXISLI Ul pustl
UBHBUTLIESUUI [[e]a] TIrey]

8¢

ISESIURSI0
1deq msod ueyeqnasd

HeprL

uerdeqag

7.4

UEqEME[ UWeYIId

INMPYNXISBIJU] YOIU0D

ueejeiurag veseraluad

ueejeiurad /uerein

-oN

BIIY S53004d AdY




didv eloy]
un 1R weyeqel rsrsod
denas y¥nion uedurlung

Bpuag /7/3 weudund
epeday eAUUEN[NSNIUU el
uep ‘elwsu] uep ‘uewejedusd
‘rsuolodwoy  ‘ueleqel uwrein
ueSuap mensas J1Jy Jeis 18eq
Jnuesul ueLiagued [SESYISE[Y

‘Twes BlIos Jrun
ip wejeqel 1srsod demas ymun
uwEduslun] uvuequad ISESYISER

werraquid WENISED | unsniuam e[l JIdV | wexnuateur e ey | ¢
“Guarusambayr
qor) mereqel usyeeAsiad
‘uereqel eurein qemel[Fumsiue
ueNIESaEAUSW  UB[ISBYJS(33]
depeyaol  sorexipur  redeqas
‘uexeredsradip Sued elreury
UBINN mp  ‘ueeliasad
1sdraysap ‘BueUamam "B[BNIaq BIEDSS
‘geme  SunsBue)) ueelisysd | senfesstp uep uejegel ssiEUER
uereIn ISLIag weleqsl | ueNIesepiaq unsnsip SueA Ursy
(edu-wensrerroquiad | werern Y Bped uweieqel | elssy jnm mp uejeqel 1sisod derjss
ueanmedad ynseua) | swsod depes aymun ueieqel | ymun  (wonduosap  qol)  uereqel
wejedel werern) | uerem  woumop  jedepiadl, | wereIn U UED]  TUe)] z
"UENBUBILAID LIRAR[AL ‘eyad s
viursusiaduiosy] ‘weNereouanp | yeel Sued uesemedusd SuredA 1susiaditioy Sued
u]3d UBHNSTAUR] JOS » | YB]al Buek uesemedusd | uejeEsy UEHBUBSHEB[ETI  {njun TSt FueIio-durio
(eAursuajadtuoy uererday UBMBUEBSE[2U | UBLNINgIp Juek um] Isuajaduoy dueA l0upe HTLIaIau
HNSBULIAY Mun LEazahs 1nkRate)is) Suef | ugp (desrs STl UEMUERRY U210 UBS[eUESETP wep 18
1emeBad eleq) wsugjedwos  seje  sexyuuept | ‘uenye)esuad) isuzjaduwoy uesemeduad B3| UepISLsuL
WAS 15uNadwoy €1ad » | [ISEY UIWNIOP MU JIdV | ISENuopiBuaw yepl  Tren I UElEISOY T didv. 1
T TIATT
HepyL | uerdeqes | eA
IMHDIISEFUL JOIUOD ueejedurad uwesepRlusd ueeleiusod /uerein "ON B3Iy 5590044 A9

UBRqEME]D URTI[I]

NAS NVVIOTIDNHC ‘II NHINATH
dIdV SY.LI'TIGVdVH IdIANVIN NVIVTINGd NVISI SI'TON304

|mml




‘BAUNSOWOS ueduop 1siadodns
UBNDFRNIP UBEnNS ‘JIdV ren|
rep Ue eSeua) usiBUN3SUIW
ursamesuad ueseSnuad
eliqedy @ UENTS{ETTP
duef uesemeduad uwiErday
e3ia) JeHIp nnyEua
yeuwad neye suslunye yerepe
sqA ussppipuad Bueepq 1we[
‘(rseymriIos sosold nBBunuIl
sqA [rqures) 1e51TI98I3(
wWNE@g By CBAULIE] J0lLPNEB
reurdiur  1sojoxd  1SENYNIIS
nere uep JOIpne [SuNIIIas
DOuaw  Yyps sqA  yesede
rep JeqIp ledep usjoduro)
umadwoy Sued soppne yso

‘Tynuniag Sued 1SepuswoNnal Uep
‘uemndwis ‘UBNWL} RSByl
uep (2400 puoissajord
anpj 1sajoad UEJEULIBORY

remedad Hurffoys wep | usdeURSIEIIR uesemedusd | MNULWEW YEPNS UWeNID[B] [WIBY]
uounIaI weNeliqay | uesednuad ynmiag ‘(1 | Bued uiaiur umesemesSuad reyersoy G
IsUjadIIey
ISERUSP] ISPy UBNIesepIsq
ueyngrp Buef Jes (uregur uesemesusd
uesjuunad uswnsop tedepls], | s83m UBMBURBSB[AUI mpun
(z  -suoledwioy  TseMyjuapt | wesnjiadip duef ure] rsuajaduoy
usunnINal enpied | [1set] weBUsp [ensss seyens] | Uep ‘uer e ‘wrenireladuad
®BL0S3q d1dY INAS | urduop uep uenpadip | urpeteistod wynuaumi) uapoduey
wep Iolpne ueymngay | sued rensas yerwnl wedusp | Sued remeSod ysroradwow jedep
meSunuyduad | Joupne  TyIruew  JIJV 0 (T | Ye[el  TWeY  USUNNINal  $9S05] ¥
Hepyl, | ueiSeqag | EA
INYHOIISEIFU [OITO)) ureleAurad weserafusd ueeleAwiod /aerean ‘ON BIIY $80001J A9y

veqeme ueymd




ueNnIe(p wese gued
1d4¥d ueSuap jres1a)
remeSad npiatpur denas

sudjodmoy weynuowdd ‘gAuueiode]
e oW eHIues Jenquiat ©1128 ‘Tynuadr
werep ‘([P ‘SHd/Ndd opne | gee]  Ioupne  denss  fuuma
TeEIp) bunapy | denes a0 TNNIP YRR | UBYIULGaY emieq UBHISeUIaw
ueerzddusaAuad | 3ueh Hurumag reyep susq uek | ynjun UBISEIU2MWINOPUSU
urlode] | yipoued weiode] Jedepis], | uBp nNEJUBWLW UB[E@]}  TWBY] 8
P ‘doysyiom ‘1sar0ad
ISEY1[11198 uetn FIBULLUAS
‘e 1wodos  sojoxd  yoo
UeyBIEEEUI[aSIp SUeA gereoe
1soJoId 18BSIUESI0 | IMpeBUsll  Jmun  IolIpne
weeredduatostp | epeday wil uenaquuad BAURDE
sueA ueyesey HnBusm | nete {1ssjord wodsue pelusiu
srum ueyedurasay | yruun SIS ueressus 1s9701d
Sueius) weIepy | uexXelpaduaw d1dY e | ejo8fue Ipelew syun  Iojipne
Jeang / sewp vjloN | saeiue s8] ueduosop ymuayg | denes Buoropusw ye) ey | 2
BT
Teuorsajord
seyIqedey uvey
npiarpmt derjas “Jeydunau uep
1Beq ([P ‘S¥d/Ndd uesuee)radimaur
“ep) furumag ueprsn/ JEIP 13T Uesfe Sued (WS ‘urel-ure] uep ‘gid/Wdd uenfne[eiag Iorpne
BUEDUII Udwmoq | uep ‘usied3ue “Eepp npEes | Bueouds  uep  C‘aoppne  derjos BIBDOS TIPIALPUL
‘Bunamg) | “Jerip  ereSsuspaduad  ‘lepip | Beq uweynered wep uesppuad eduuesunsigury 1geq 1s9jo1d
ueeredSuaraduad wep | yepwnl twep srual  gndmowr | eireouarn eAUTESTIO ‘Burum.g p JojTpNE Bmied ueSuequafuad
ruroual urunsnfund | woppne  denos  18eq Jepp | euedudl Jenuwow Fuerk SN0 LR 1ISBLLIDUL LR MR ILL
ynfmyod / wenpired | eweotol  wowmndop  jedepld], | UOWINNOPp TIIUOUI  Ue[o} TUey | 9 yern Jidv T erdl Jidy
Hepyl | ueldeqss | ex
INJHDIISBIU YOITOD) ueejeiAuragd ueseRlusdg ueeleAurad /Oerean "ON BAIY SS2001g L33]

weqemEl WETNId

|mml




TP
Fued ersnueur

ol fAruayadiulos © BIP9sLY] BAED Jaquins ue
efUepe 1eyIoW Yjun JiJV | sued WOS Uerueds wep yerunl HauequrIoduour “(20403440M )
eped wipessey Jued uelBusp | uedusp  UeNIUTpURQUISW  UEBP ue3uap 143d Jd1dV s
uqyningp Fued isusjadwoy | vfuwre| ursemefuad uelwiFay usp ursrirRAuad sedn} uenes
remedod | uep Was werwnl Hwddow | upne werersoy drogSur Suena uep weNneot ISEUTPIOO
1sualedwroy el J | [1sey UAUTNHOP 1edepial | yeyuwml 1sewmsaBuatr yepel ey | €1 geral JIdv T efuepy I
€ TIATT
nfefreq Sued ueinje
ueSuap 1BNsas wvAuunyry drues
npiarpur deros mnuadp  snrey 3ueA  JIoupne
18eq (1P ‘S¥d/Wdd ‘unielas yryun [p 1ep | denes 1deq [eunuin  ueynersd
ersp) funupg wemsn/ | ‘doysyiom  ‘meummas ‘gyd | umel el ueeUEOUaId
BUEIIAI USWNIO(] | UBIBIESY UBNBURIUSIISW (JI [V | UnsnAair yeyal ey | g1
yejuunwoad jeuinjm uesemriund
SUBPIq TP ISENIMeS  IMIIURL
VA TeeqimaasTaq | 3ued jeqelfad 1[0 res[eresIE[Tp
sueladmoy vled | yelel IOJIPTE yruneg | uesemesuad uveuesyelad | [1
‘eAujeuolssjoad
NPIAIPUT Ioppne denos | sudjadwoy iasaiukeairelnnguseliis
denos 1susladwoy | ymun 189f01d uBwmequIaduad | STLISUIW STI) ynjun
unnmuewad uvaodead | Jpaty wydue urdmNoay | uawiiwo] pwaw Jo3pne deigasg | 01
‘uedynngIp
duef jeis uveluruuad UB[OSN
usdusap [BusIs Yep[ey Jojpne
UDWIIMINAY (g "UBMNBUBDUDNP ‘nues| Isgunj uep
yels) suel uesemesusd | yoxod seEn) ueyeuesE[aUl JIjun
uelerdoy UeMRUesSYR[aw Nnjun | repewawr  yeR)  Isisod  enwas
npaipul | weyynnam Jued sudjodwey | eped (nyejuad uep uenyen8uad
denos 1suseduoy | seie 1SBNYIIUSPI 1sey | ‘uernyesy) 1suajadmoy
uenequewad verode[ed | ToUop INMIWawW  JIJV (T | emuyeq  Turedowr  (e[al  Twiey 6
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHUIISBIFU [OITO)) ureleAurad weserolusd ueeleAwrod /aerean ‘ON BIIY $80001g A9y

ueqemep UeyId




fuosinpo esel mep
ag npne uesuesyepd
18910dUIos] TYNUIUAWI

veyaored undrneuwr ueynelad
urll wewaquiad Yniuag wWeEpP
efusumynpuatt  (JIJV  exew
lonpne yse HIpuss meAeigip
qs} ISENONIOS ueyyarorad
enqedy VJAr ISENIALRES 1e[HIp
Japuapey] 23 niniaw soupne
reuossun] ueleqel 1SENONIIS

*IOVIPNE JeUoIs3unj

sy Bunnd | weduequiagduad werdord | ueleqel 1seNyIes vesuequasuad
BUBDUAL UAWNO¢] | yniun  ueareddue  jedepugy refundwaw ey | |
4
Us[e  HIpUss  usySuBquisd|Ip
undnew DIJE  SeMIBRIPST]
Aiosiapn esel wep | ueSuequaTp Sued 1sURISqNS
He upne uggursyeRd | s1uNa) 1BLp uep VAL ‘isuagaduioy exfuriay wprd
18010d WO INUIIAW | ISEXYNINS 1epRIp o¥ tiinrow | uwewopodiogq Sued remedod derjos
smun Burungg | Temesad ueduequeduad | usduequaBusd  uep  uBynRERd
BUEDUAI U0 | UBpP usyneRd BUEDUY eAundursu ey | L]
0T0E/Ar/AN/ 11T “elroury “eAuBUeplq WEfEp
“Ad I0WON d¥dd ereday 134 BLISILIY  UBp  JLIBY uajadwoIag ‘Teuorsajord
Joppny  suatedwoy  Jepuelg | usduequwalSuad  ejod  dnyeouaw remeSad ISEX BN
remesog | oy anfnuow  unsnsp J1dvV | sued weleqel denos 1suojodwmoy Jerepe didv Suek J1dV re1s
1susladwoy BXSUBIaY | Joupne 1sudleduroy exgusrey THTTUTTT ey | 971 emedad enweg T BAUBIPaSIa],
TP fum uedunony efod
‘ueqar/1eiopadsur senuy
uesednuod efujesiu
Jpne wn uwerewrdoSuad sesn) sedny
gurmdnpuaw Fued | UBNIBS  ISBUIPIOOY  }JENI) ISBULPIOOY  HUNNNpuaul
wesedig ueselqoy | Jidy weurdund 35 jedepn] | gqe[y JIdV sesmaefo ueselady | o1
LAISKY sIseqlag 1d3d
UBLINSTIAUDL JOS »
SDOLUDS "erpasIa} suek eISnuew eAEP
Auosinpy Uep H¢ raqums  weyemndoSusm wedusp
ILpNE LUEIBESES _..:nwm_..—um.u MIIPNE Wi LeuUnsns E|EMS pﬁx_wﬁr_.LUQEUE
ONISII $1s8q19q T3d » | Ueduop 1desuolp [¥id /Ld¥d ey Sued I4Md | b1
Hepl], | uetdeqag | ex
INJHOIISBIIUL YOIUOD) ueejeiAurad uvesepRlusg ueejeAursd /uerean "oN BAIY SS2001g £33

weqeME WEIId

|N.m|




sqA ueyipipuad Bueseaq Teje|
‘(sexyriaes  sosoud nFFunusw
sqA [rqures) VeSS 12(]
umiaq Ee[g "BAUUTE] JOJTPTE

[euaaiun 1soyoad 1SB{41143S
neje  wep  yir ISesynios
sl E[@l uesvmedusd “BAUZUEBPIq
memeda] susladwoy | uesednuad ueyeuesyeaw | ip ualadmwoy  Jued  reme3ad
ela uatmyo(] | suek Jels yningeg | ysjo leqellp el swod enwag | g
((Burounos o) ure| yeyid epeday
uwel1oxod weyedunow undreu
{bum.unos-oa) urer seyld weSusp
vwes B9 meem neje [eulsul
Breoas JoNpPNE wendurewsy
ueSuequwduad uesneEnp jedep
dIdV Bliay dIdv elisy | yesfede merIUsu uBp ‘Ul 1BBS
ueqaq depeytal JIdV | usqaq  depeqianl  J1JV  esep | wexnpedip Sued Joypne usleqgel
CAEDP I2QUINS UBJBNNDY | 1BQUINS ujens@y]  sisyeue | Juelual uep uBlYEDY 1SBULqQUIOY
STSTIEUE [ISEY UJIUNNO(T | [ISeY] UILINIOP TedepId], | WeNImuoud qerol e | 1¢
URUNIE)}
elraury wererruad
wWL1SIS B[IsUun] ussuap
UEMITENIP dIdV el1ay
yun 1p wereqef rsrsod ‘ueyeygun denss
denas ymun ueduelfumn) gped >[1EQID)] NEJE UEBXSENWIWL
wrerraquad 1SesIIsery ‘qs) pmmad merquind | elooupiioq Swed remelad  18eq
paomai | ueyeliga uByse[afuaw | uesSieysuad /puomar  werraqurad
uersquuad 1sesgsey] | dued UILIILOP 1edepis], | SWSIUBHSW! [HIIWISW (B[P} TWEy | OF
ISesI}das ueya[odad undnew
ueed Reid)s werraquiad
NNuaq wepep eAudunynpuau
flosinpb esel wep | JIdV exqew Ioypne
A¢ 1phe useuesyead | yaqo  uIpuas Teleiqrp ¢S] TP “d00 dVDD
Isajadwos IYnuawaW | IsesyyRIas ueyaoiad enqedy | ‘YD VIO [Iedas Iojpne [eUI)Ul
Hrgun Surimy | Csesites ueiperorad uneiSoad | rsajord ISEHUILIOS ueysrotad
gueousl uswinyod | yryun  ueieddus  jedepas] | yryun wesdoid redundoeur Twaey | 61
TSBIIJIITAS
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHUIISBIFU [OITO)) ureleAurad weserolusd ueeleAwrod /aerean ‘ON BIIY $80001g A9y

ueqeMED UEYHId




q¢ upne ueseuesyerad
1s212dwoN ynuanaur
ynjun Sunapy

i
1sus)aduros ueduequaduad
ueduap 1Te3I1) J1dV

elray ‘grpfere  Surd  ISENUMUIOY
‘o ueurdurruurada] 111adas
ur}  1sualaduwoy  uedtequuaduad

eneoual uawnyoq | veuwrdund ueseligay 1edepra] | weldord DfymuLWw  Uee) Twey | AT
‘1su0jodwoy TepUels /exsueIoy
‘npjere Sues wm elisy | eped URHWIJuesrp
nyeudd wep ypaxrad ynun | Sued INEETR] Huek LIy
remeso g | BLIONIN UBHWNIUedudw JIJV | elroy naperrod wep joread ynjun
1susladwoy edueray | Joppne 1sualaduroy eqSuwrs)] | BISNIY  TIUWeW Rl TWey | oF
Jiab EVERCRERER
wli] Weep
dIdv PEIULIOWY] ISUE1SU] el1oxaq 1edep
reusaur ISeyunwoy | uesemesusd  jeredy  upny LU TPTATPUT ‘Buppnng
ueetedduspAuad | miny Bpuay uewopaq eped pne uenduweLuas] wna) urp
SueII)], | NOBEUDW UpNe W) 1SeUIpPIooy | W} ISEUTpIooy URP ISENUNoY reguequoguad 1S11010d o3|
gg/owep /seulq BN | Uep TSEXTUNI0 BIOJ | SWISTUBHAW MU esl Turey | of eluepy 1 vluepy ¢
*[3[ede ueNnq
‘aoupne elioury wueduap rensas ‘ueydereyrp sued elroury ueduap
Isenuw uep ‘rsejol ‘rsoword) | Jonpnes elisury weMSurpuequiay
rvlodiog uep Jeyas Surd | sepal aopupne aouey  eod | uESudp  (ISEINW uRp s®IOL
JIdV TeuIaaur senmr | (7 139 eped novsuswr Iarrey | ‘rsowroid)  I91rey uesuequasusd
uep 1sel01 weNeliqey | veduequisduad waisig (7 | WRISTS  DIMWLW B[R TWRY |+
suaduwoy
eydueiosy eped uewopodiog
Bued  ueredsuerl uep  JIpe
(dMQ) temefag | eizoas npaput denas 18eq elnu
zonphy yrunpas ynjun | elmouny wenjes [ ([MS) nprapuy | wererad  snjun stjemoyss Sued
DIS nele DS uawnyog | B[IauTy uenjes 1edepra], | epolow TeAundwow Ue[2l TWeY | S
“UBHIS[EIP
Aued  uesemeduad  umpeiFoy
wexas)  yepfp nnyBusw
yeurad neye 1suRIUnye yerepe
HepLL | ueFeqas | BA
INHUIISeyuy J0Iuo)) urejyedurad wesepolusg ueejelod /aerein ‘ON BAIY $80001J Aoy

weqemer ueymd




“elioy vedungny ueduequindund

uep ‘treurdwrmadey
aseTunuioy (et werep eiursajord
uep NPIATPUL uendirewsy
eI quaduat qrun
‘temedaod ueduequinBuad | ey Jers  epedoy  ueredwosay
BUBOUSI UeWNNop 7Jedepis), | UeLisquial qefal ey | g
‘(ueroder fuarmyou
wvAUEDY eduap
uenINgp) W JIelue $eqraq weumsresuad uep uvenyelssuad
3ures ueedmessy wuequsw | deqiaq  Sues  SueAd  pyympoad
Hmun INLIOJ 1edepia], | usd wnR-wn Duam ey | g
1NqR%$.13)
flosinpn esel ep | ISENTeAd TISBY  UENIESEPIO] -1sestwedio weyeqniod weSuop
He upne ueeuesye[ad | remesSad uesuequaduad | Funres (Funmsuoo ubp s0UDINSSD)
18312d U0 NUALAW | BURIUAI uaumsep | uwetad nuediaq  ders  niees
Amun Sunumsy | uep wesednuad ueeuesyerad | yruun wn urerep reuossad denss
BUEDUSI USWNNO(] | [SEN[EA’ Uswmyop Judepis] | ueydusquusBuswi  [eE) ey | Qf
‘] 18eq ueedreyduad -ueydereyrp sued rnserirad
wi | ueuagquad jexa2} | uexdessuaw (188U Suek
sisuqunq uerdiey3usd | J|dy weurdund ueyeqay | uny 13eq ueedieyFuod urudquind
uenaquad ueseliqey] | seie  SEuaWMOp  jedEpIa], | SWISUEN2W [NMIWSW YE[Q} TWE | ¢
TP ‘wm uedungnyg ejod ‘uesemeduad uejedsy JOS IIpne ui) Blodsue
‘weqar/yeropiadsur seur | ‘gIgy uewmdund g ednasq | ered  Lmp URSURULIMIY  UBRDP
uesednuoad efuresiw | esig ‘(ppne  wi prudsul | ‘ueqifemoy ¢ geme@Bunddue) sedo)
ppne w ueeujdodund | ueSungny eod 1sejutwnsaop) | uep  seol urdunp  ueydepouno
surnsmpudw sued | ypme Tl BuBsye| | Sued 1lIpne W} BUBESMY] BIvl
1sesruedin veseliaay | ereg uewopad 1edepia], | uewopad TeAundurour yeray Taey | 8¢
“w} Weep uedungny
fliosinpn esel ep ueunSuequrad  ‘wm Bures
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHUIISBIFU [OITO)) ureleAurad weserolusd ueeleAwrod /aerean ‘ON BIIY $80001g A9y

ueqemep UeyId

|=©I




EIR18aY] BUROUAI UBYNIN[28
Byl ewrejnia) ‘eurein uedumnuadasy
myBuewad ered uep epuiad /1/31
weurdund epedas] Sugyepusta
unye)} ederagaq 1suajadmioy
uedueuasay 1sejeduaw

Myim 13a1ells Uep seiuolrd

weqemer weumd

TeNISeIUNUWOZUSW el Turey] | <
‘Suejepuatu
unye) edelaqac wep 1ul
TEBS $B5N)-$BEN] UBNBUBSYE[OW
Hjun weNynIng ey
Sued weBUop Ul 1ees INIII [Ures
Fued 1sualedwos] ueduelusss
Sis[[eur Uesn3Ball Yye[al TWey | +¢
‘uesemeduad
uesednuad
meNeuEsyeraw
{njun
exynngrp
Sued vuares
uep ‘ueynerad
“epuwrad /7/¥ 1sesmuesio ‘et eas
eped (03ISLL SISBQIaq 1LpNe ‘eAep Jaquuns
weRnedudIdd urerep seNynudpup TRMBIROULIO
Je[a] BUBWTESEq3s) ONISIIaq SUBA HNSBULIZT,
Funuad sasre-gase jueBusuaw “BAuIs20dn
ynyim Jeda) Suek jees wped TRYBIRSYR[AUT
el1es ‘Texsuersd uspunsduad 1edep (Furuuerd
uep ‘uesednuad Tsuzjadmon Fnun epe Suss DIDAIOM)
ueduap remedad ue eUEIUSII WS Yningas u JIIY INCIS
Jyedep Suef meunie] uesesnuad eqISeulpIoosuatu el1ay wenyes
ueeuEdUIDd [N IDW [wey] o didy 1 UBRBUEBOUDIO] 1
¥ [9A9]
HepLL | ueFeqas | BA
INHUIISeyuy J0Iuo)) urejyedurad wesepolusg ueejelod /aerein ‘ON BAIY $80001J Aoy

|.—‘©|




eped eiuteyeqrralay Lrep ojpne
Jels yaosadip duek uenye)zduad
eJeR]Uetsul efal ey

ot

‘BpWad /1/y 1sesiueiin

urerep eAUILTEY Uestrequosuad
Bung 1sejord 1sestuedio depeyral
rAUYISHURQUINS UByIode[aiu
Hyun rsajoid sestuesio

weep 1eqLe] Jre Suek

I0)IpNE Jels 3U0IopUou TUrey]

6¢€

“BAUULR] RAED loqUUNs

Uep NiYem TEEURNIIN UBdminp
e sajord sestuedo
ueelssy weep sedsnaediaq
Sued temesad Funynpuaiu

MNIUN B UBD SWSIUEB3W
Uesde]ouUdUl B[] LUE)|

8¢

‘Twes] el1as] jrun 1sesado

Lep 1#91e1]s uBFUIP 1BAH12) URD
reasfas Sued rsajord 1SESTUEDSIO
ISEXTIUapISUsUI B3] TWE)]

‘TsajoId 1SEBSTUBEI0
UIE[EP BNaIatl
sedisn.red
UED UBIRQL13)3Y
mref=at
ueurduwrwadas]
uep
Jwsteuorsajold
ues(duequraSuaur
NNIUN LOPNE JRIS
19eq eyedurasay
uBNLIBqUILL J[dY [

-1s9j01d

ISBESIUBEI0

Funympuaw

did¥

Twey qemel 3ungduel

ipefusw Suek glexiaq uesemeBuad
UEeISIY BUBIUIT YILIM[OS
ueyTesa[asuaw jedep ymun
‘erreres uep ‘Tuosiad el
‘1s2) 2oy 1838 1TRp UENSENUTAIT
dnno SueA sepsedey

ueFuIp WAS PHIWSW Ye[dl ey

9t

TUEAILTETIR
1edep [epn BlexIaq uesemesuad

HEPLL

ue[SeqIs

BA

ueqemep UeyId

INMYOIISBIJUL [OITOD

ureleAurad weserolusd

ueeleAwrod /aerean

‘oN

BIIY $80001g A9y

|N©|




disund uep oysu uswsleusw
“Bro[oy ele) dosuoy uederdusd
uep 1s2m0ad vedtequiaduad
ueieigay LIEp JERJUBLW YLIBUaLW
redep Sued epwdd/ T/ 1sesnesro
undnew J[JV 1JEP UO[ES-UOTBD

ueqemep eI

ISEN YT URpIduatl [ea] TIe)] ++
‘ISesIuesio
13eq TeTuIaC Sued weurereduad
wep ‘venyesy ‘uenyejaBuad
uereyfuiuad usreiSay
urerep 1sngruunsag yedep
FuBA TOTBRI-UO[ED UENNOUNUISTI
Hnun epuisg /1/3 1sesruesio
urerep yeds) duek swsTueyaul
uesuequSEULL Ye[al [WUe)] [
s epAureqas
wep ‘(epurag/1/3
Ja(etew
18eq punoib
Buruima 1edeqoas
dIdy) uzajut
tresvmeguad
umeldsy weep
upwreresusd uep
‘1SESTUR3I0 reynerad mrerawr ‘uaurafetreur
13eq 1B(ILLRag Surk urwe|esuad wvpwad/ 1/ ursurquaguad
wep ‘Tenesy ‘uenteiddusd IsesSTUEsI0 depeyiol
TR} BIUIUail HIIUN ‘Usyees) Tenalewewx uesemesuad
‘1981 ‘uerles edeqlaq wereEp usduequuaduad uBBIdas
wuf resemeduad uejersoy uersersayurduad 1SNQLIUO3]
IISBY UBNBuBqUUBS3UsW YR LU fa's vAuepy | cAuepy IS
‘Tures] elxsuty] ueiode] urerep
1sajoad sestueSio vped urey
1sSNqInuoy uep uesnmsauaday
UBAISBULIOJUISUAWI [[B[e] TUIE}] T+
‘ursemesund umrEdy weep 414y
WAs sensedesy veiesUTIIW
sun rsajord 1Sesruesso
Hepll | ueFeqds | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueejefliad /aerein ‘ON BaIY $80001J Aoy

|ﬂ©|




"ISeSTUESI0 15Eq yequre)

IRIU UBALaquau BYFuRl WeEp
didy sensedes ueieySuiuad

B1I9S ‘ISESIUESI0 ONMISLI ‘ISESTUEsIo
s1deyerys uenlng erejue

1eIa Fued uedungny jedepial
emireq (epurad /T3 1SBsmIesro

Lep uemjesuad eAuepy QW
Bpuwad /T/3
1sesLIuRiLn
SIS01BIS BIEdUdT
UByrgngasy
ueduap urrelos
Buejyepusuu
BSEUW P dIdY
Bpwad/ T/ STUSI WETINGII
IsesTuedIo siSajer)s eueIual IYNUIWLUW Hjun
uryningay ueiuap urels vAuFurlued *(uoyaafoed
Juelepuow esew 1p UBNLIO( TUrey exduel J1dv INas 20.403110m)
uBye SUBA UBUBAR] UBYTONGSy vesueqwaguad JIdv Was
nualiaul jryun suelired exsmel UBlRISay el wenes
NS reduequuasuad uererssy ueysereraAust 1syadord
UBHSRIZ[2AULUL B[9] LY L dIdV vAuepy I
S [9AT
“uelepuasuad
UEp ‘OIS UL [eusul
‘glo1o3 BlE] BAudunuad
uesIsowoIdmat ynjun
1sesiuesio weep (jPpow 3j0.)
0IU0D TPB[UITH BSENIURUIS TUIey] (=774
‘werepuaduad disunid uep oyISLT
ussfEUR ‘B[O]3Y B]E] [RUSSU31T
usweyewed uBduequRduaiu
ymun epwad/1/31
isesiuesio ueudwd eied
15eq eueles UesfednIanr wese]
ey Fued upsemeduad uepeidoy [ax 5
-uelepuasduad
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHUIISBIFU [OITO)) ureleAurad weserolusd ueeleAwrod /aerean ‘ON BIIY $80001g A9y

ueqemep UeyId

|wc|




1sesTuesIo 1eq uereferoquuad
13ay8J1s UBMIB3UTUa

Hnun eAurs imetat

Sred 18eSTUrBEI0 ep uTe|

dIdv ueSusp ueielesquad [Isey
11ep wwep 1sojoid 1sesineSio eped
ueurdunuadas rep yasrotadip
Fuel uenyepduad jeunydo

weqemep ueyid

BI200S UEMJEPEJURTIOW 1e[dl TIIe3] Zs
‘TuTes] epluad [/ 1Sesnresio uep
Turesy| 1Iun ueduap ueasfal sued
sid=iers ueanuad uep yrxead
={rpjedd uesiseadajuidusw UBp
eAUBUNEUSW SULs ISESIUE3I0
wep urep J1dv Lrep uerefeaquiad
uBNYEDW YD1 LeY] IS
‘ngesia) saord
uBsueqUayiad
13eq yrueduad
SLHRETSIIETI]
Jedep SusBiA
‘uen3[ay Sues
1saoad 1sesiuadie “1sapord
werep nul ISESIUESIO TIUT
“BAUYTEITP [ISBYI8q snumduad rpelusur uestumduadasy
gued ueredsouad MEdual UEP Irmun I0ipneg wEeep
uenarar Sued rsajord 1sesruesio Ie1s wep ueuldund JUae Teqrisn
werep nut stundusd 1pelusw ueaelel ynuad [euaa}ul
spriun rures] weurdund werefel Sursmnpuat IoNpne
Furnsmpuaw eung jrsnpuoy sued uep ISelsejua uep J1dv
wip uespdiduaw ye2l tuey | Qg didy | | ueuiduiyg eaeq
“BpuIad /1/3 ISESIUBEIO BIISUT
usgduap selg[as uep Suziepuaw
uny el ewr uBNyIpngLp
sued yeysueiad uep ‘ruosiad
verwrl ‘rsuajadwos ndijaw
Suel NS urdurquundund
e[19] dured S180JeI]S BUBILIAI
UeN3UrequIaduaum [e[al Tuey] 6t
Hepll | ueFeqds | BA
INYHUIISEIJU [0IUo)) urejyedurad wesejolusg ueejeliad /aeren ‘ON BIIY $80001g A0y




“U2AI[RI BukA 1sajoid 1sesIueiro
nut snanduad pelusw ymun
1urey veurdurid uexrsowoIduroun
JTE BIBIIS eT3) ey

‘sTEa1ens Sued reasusd

UED UBRSEMEM UBNJE3UTUSU
vllas (Huniina) snonuyuos)
ueaeleaquad Uesneraw
S H{ITIUn [We Suolopusul
wead[o1 Sued 1sojoid sestuesio
WeEp Tues uejeqiialey

+S

“I0)TpTE [euIaI 18ajoI1d eIe
uep uesduequirduad wpeday 1eny
Fued ymiefuad refundwow 1wey

£9

“Tures] epwad/ 1/

HEPLL

ue[geqIs

BA

ueqemep UeyId

INYNISLIjUl [0Iuo)

ueelelurag ueserafuad

ueeleAWIdd /Uerein

‘oN

eIy 880001g A9y

|c©|




1d3¥d

ueunsniuad 4Og

uep ‘(ueupny

w'lad) 8sUanTUM] NPNY
‘Bugipnn

aoumduios TeIESES
ueguap 135un oqISLL
Juzusleuewr sepiond

‘1s1a ‘uenfing Sumnpusw gs)
¥a£qo yexede reyneyIaduow
YBPNS a82MUN

wpny (g qsp ‘weadoad
‘uexeliqos ‘yoford ‘usrersoy
‘mereatad /Sueqen “Suepig
‘urtdrq ‘1sap edniag jedep
IprerR ¥un susiodiag sued
HeAqo ueHednIaTu as/omun
npny ‘(Oipne elad) assamun

JpTE Werep

ueynradp Suek uswmop /BB
ISENUUAPISUAL [ep

1Tpne UBIeses Tesedss ueNIpelp
yedep susd (npne) elisy jun
BIWAS [SEYIIIUSPIBUSWL B[]

SISEQI0q UBSUIP LJIMd » NPND THIIWOW J1dV (T UEY [JI3d unsnduow weeq | £
ldXd
mermsnAtRd JOg
uep ‘(uenpny
®lad) asL201U] IPNY .
‘Brappnn
soumdiuos ueieses “(Lvdd) veunyel
ue3uop 133un oIS npny ey weidoid /(1L.dMd)
Juowaletrews sejrrorad IV /1dMd ueunye], vesemesuad el1ay]
sisBQIaq UESUap 14Md - unsniua ey J1dV weidold {IIWLW Yye[a} Turey] | g
‘uesuriuada
mySuewad neje
uep usursleuew
uesuap ISBIMNSU0I]
. |ISEY UEIBSEPIAQ
1d3d (une; ederaqaq
meunsnAuad JOS » uep UeunyEl) ‘reSunuadas
(uenpny Mipollad vIBOas ns[Fuemad
©lad) @Slaani] NpNy (edutre] esel Juswsletreur
‘Bumpnno uep ‘uenejueirad sejorid eped
BouUDNdL0o UBIEBSES “1SeNBAl UBNIESEPIa]
ueduap 1§3urn oIS ‘1as1 Ipne) unsnsmp
Juswsleuew sepuolad ‘uesemedusd ueeuedualed uBIBSERISY YBR[ uesemeFuad ussemeiuad
SISEQI0q UESUID I43d » useuedusl1ad DIwom JIdV | uesnsfe] ey Suek uesemesusd 1 BUBIUII BAUBDY | UBBUBOUIII] T
T TIATT
Hepy | uerdeqss | e
IMADIISEHUL YOIUOD ueeyedurad veseplusd uweeledlurad fuerein "ON a1y 5592014 L3

UBQEMED URTI[I]

IVNOISHIOHUd HLLAVAd ‘111 NIWETH
dIdV SYLI'TISVdV IdIANVIN NVIVTINAd NVISI SI'TONE04

|F©|




LJIHd

urunsnAuad JOs
uep ‘(ueirpny

B1A]) 2s201u] NPNY
‘Bumpno

soumdiuno urieses
UeFUIP 1E5UN OISTL
Jusuraleuemr sejuiorrd

“BpuIad /e8Rq Uy [ URLINIUATINY
veurdung ya1o mnissip

siIseqIaq UBSUap I4Md - Ug[e} unsns mues] sued 134 g
Ld3d
ueunsnAuad 4Og
uep ‘(uerpny ‘wesnradip
B3] 854200 RPN - Sued euereserd BUBIES UBD
‘Bugrpnn ‘mesesnuad ueMes (LUl ‘(etrereseld rURIRS TIRD
sournduiod Uereses IMIUn UeeIpssIp Sued vAvlq uesuenay ‘WJS : drofeoustu)
ueSuap 133uy oIS yepunf ‘uesednuad uexnsyeow uenradip Fuek vAep laquins
Juawaleuenr sejriorid uese Suek Jels UB{UWN}Uelual yninas wessduequuniaduaw
s1sedraq uesusap 1494 - yers} Tvid /1d3d yers e Jd8d | S
Ld¥d
ueunsnAuad JOS -
ugp ‘(ueipny ‘ueBuriuaday
©1[) 28aalun NPNY » nysuetad /ustualotrewr epedsy
‘Bugnpnm ISURNSUDNISQ UB3ULP LdMd
soupnduiod Ueleses urefep Jidv ueieidey sejuorid
ueduap 135ur oISLI pefuswr sjum wexBuequrLiadip
Jfuswaleuew seyuond sequond ueduap Fuek sido) uep eaue
$ISBQIOq UBSUIP LI3d » TeNsos UNsNSIP Lvid/ Lddd ISeNEUUOPISUILI Ye[ol ey | +
‘ueyIusts dnyno gsi j=24qo
soj1p Sued suep ymede
‘gs) ¥aiqo py3 uexsuequIHIp
eke[ vemepuaguad uep jIpne
yesede {euseur dnyno Sued
yrreduad e sl y24¢0
yexede iisesTresio 1S UEp
Hepyl, | ueiSeqag | EA
INYHOIISEIFU [OITO)) ureleAurad weserafusd ureleAuUIog /uereIin ‘ON BV 552001g Aoy

veqeme ueymd

|w©|




ypne [ieey uelodelad
uep ‘ugeuesyerad
‘ureuesualad

srelos uesednNUOg
TeeURSEe[a Suriua)

urojur wesemeduod
dOs /3repnl/ueuopad

‘(uzayur uesemeFuad

weterdan] Uenyeaw

werep eyduetad ‘anpasosd
‘TEpUE]S ‘IS0[0PO0JOUT) UIJUL
mesemesuad e/ wenropad

ueqemep eI

MBPIN/ dOS /uruopad rdupaa), {LIWBLUL YR&) WImy | O]
‘(ueSuernay uep ‘ISBULIOTUL
uswaleuew ‘WOg ueseligasy
wegduenssy uep “wrayur wesemeduad welerdai reAurestia) urajul wesemefuad
“iseuojul uswoleusw ueBunnp ue3uop 118y ueneBoydurnynpuow Suek
‘IWas mexeliqay Sueiusl yeder uamiou /3 /mernyeIad G /ueinerad jyriusq urerep
BRM/JdOs /Uewopag 1edepral | wres(efiqax H{IWwew ea) [urey | &
epuId | /BsequuaT /uvLIalusuey
ueurduwlid LIBP [BULIO| BIBDIS
usnlmosiod mespedepuow
epwiag /T/9 veurdund e[} (Japmy)) Jpny o)
L21LDYD) TPNY [OULIY ya[o weluejepuelp YeEy Dyl wiaju] ursemaiuag wedeyy | @
EREE
wesemeiuad
nisey uetoderad
uep ‘ueeusserad
‘ueeueduUIId
‘uraur
‘uBMEUnEIp wesemeiuad
“reeunSp Sued masemesing Surd mesemeing eptelg ep w10y urersSord
TEPUEBIS UEP MUY apoy 09 epoy {uIsjul uesemesuad ueNsuBqUURSUIUI
‘trejur vesemeguad rstugep IsIuep ‘urayul ussemesSuad ‘efurseiedo
‘urmur wesemeduad oejersa uenerday dnysur] irey1a) jeder ueeopguad wejep “eAusasord
dnydury jreya9) yeder wefep | wWeeEp JpPEY Jryun uedueuamay] JIdv uejersay mxraq
JIpeL] un ueSueuomal| SISy S1sgy weeiesay ruosiad NPUEI Uee Teuorsajord
ureleyny ‘uosaad ‘uepejed ‘urBRED SosyESUNUL yNjun Fued anposoud uep srpead
$SMEBUIW ¥ un Uesueuamay TE5UBTIMIY 18N TIS U THIIT ‘sasoad ‘ueseligas elray exgueIds]
431Dy NPNY [oUB] eI UeoUawW DV | Twres Suel  suny) npny puwisiuy | L edtretpasial, [ | TwrweLu JiJv
HepLL | ueFeqas | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueelelurod /uLIeIn ‘ON ea1y s89001d Aoy

|a©|




600C
uy, 61 0N uedusuiing
23 noeduaw pNE NJNUL

‘uesidelalrp sued mpasoad usp

wewiopad ‘Iepuels ‘ueseigay
ugsusp urur uesemesusd
uesednuad ueiensassy
TEMIUISW Ynjum (JIJV Teng

p ute] yeyrd a0 Juauissassy
Myonb uwiaxa neje

*dIdV Ten] 1p ure srerd yoro
LonppIma UBduap USWSSSSSE
-f]os nele JUaSSISSD

-fjas esiq) Juawssassy Mygonb
JPUIFTU] UB2{MB]3W YEPNS
dldV “(g -noeip dusd impasoad
uep ‘uewopad ‘reptrels

‘ueydelap Suei

anpasvad uep uewopad ‘repuels
‘ueyeliqas eped noeduaw

Uera3 tesroye ney el

TTepuas] Urerseplaquiag ‘ueseliqas) yedepial (T urayur wesemeduad uesednuag | €T
‘(rered
UED “IS[H23Y2 “TYnul [[EPUX]
uciof TI2dos) uesemeduad
uawinzop denss seje
Jeird neje niasa ueeelutad
nels MINU [[EPUDY UIWNNop
ueSusp UBIYNATR Srrey
LUL NN [BPLIY "YBluLauwag
ISUBISU] Uesemesudd
1eredy 1TpNY TN [[epUs3
UBWOPad 3UBIUdl 6008
unyE} 61 Jowou [seI1fjondg
ISBULIOS] UBP r1eHaN
6007 myeredy ueeunselfepusd
Uyl 610N UedusuLag vredaN T121Ua ‘pne
23 noeduaw JIpnE NpnuL ueanedad uerdeisuaw ueseSnuad derjas eped mnu
EPUON UBNB[IO(UID] yepns iIpne uesesnusg epuoy repuels edAuuesdeinliq | g1
V2L
npne J1sey veloderad (g "uB[ISEIUSUINYODID STIBY
uep ‘useuesye[od T uexeliqay exewr {1 dMd
‘teewmeouatad urerep seiold egnguain
sels ursednung BAFULYDS UBMRURSYEID ‘uesemedund Bojopejow uep
ureuesyeRd Sueliud) snrey Sued ureisoid ‘xnpasoad ‘sasoad ‘ueseliqas
Mepir/dos/uewopad sero epe nerey [resty (1 seye seluaunop eAtepy | 17
Hepyl, | ueiSeqag | EA
INYHOIISEIFU [OITO)) ureleAurad weserafusd ureleAuUIog /uereIin ‘ON BV 552001g Aoy

veqeme ueymd

|=h|




oyis.L ueuedueusd
uep sexynuopt
IMNSETI] UBIPpnY

‘uswafeEur UL
yoro uesoeip sues
o¥IS1I reue3usuad Jreulse

‘OHISTL

uodsaraw ynun  ueynedip
Bured ute] ueuedusuod

neje weequel  reueduweuad

Blad [asiaansg] npny SEIR ISWUAINyop 1rdepia), IseyyuapiBuaur yra) wmy | g1
O3[ISTI e sueuad “UauIa[Bueur ‘uatafeurur
uep ISe{yHuapt Y0 UedIse[p suei ys[0 uBHIL{E[p Fued
HOSPULIY) URIPNY o¥istr veuedueuad pryeusse oyrsr ueuedueuad jrewro)e
B]3(] /25201 PPNY SEJE Isejuamnyop jedepia], ISeJQUSPLEUSTL qeTs) ey | A1
ipne ehoy pun uenlng
O3[ISTL weussuvudd ‘OISTI INSTUN-INSUN weredeoudd rynreSuodurour
uep ISEINuUapl | uesneysedwour uesusp nipne 1edep Fued wrexipudis SueA
NSVILEA] URIIpny YNInes Se1B O5ISL URIPSa(Q o3{IS1I vAUIpEla] selfigeqoad
811 /2S43a1UN NNV URHNIVAUA UL JT IV TS 2] Ty | 91
o3IsIr uetredueuad “O3[ISTT JNSUN-JINsun
uBep seyyluapt | ueieydadwaw ueduap gipne QG RIRE]
HNSEULID] UBIPNY YNINos SB18 ONISII UBTesdq | OMISTH Iurowr Sued nipne slioy
Bl8d /8542071 TPy UBNNIULULW UB[s] JIJV | ITUTL TSEXTUSPISUawW yeys) Turey | oI
BMIM]ISIS]
BIeoas
dl 1sesiuesio
O¥ISLL UeIRqUIBES
su)e (ure] esel
‘uenereuewad
‘NIASI ‘ISENTEAS
‘npre) 414V
ypouad ugjei3ay
BUBUDI sejonid
O3[ISTS tneuredueuad (384201UN UPNL] TSEMETP eped snx{o] Uep ONISIT
uep IS YLuapL yedep Sued el jun rnwons SIJRULIJSLS BIBDIS SISRID Ipne
OSCULI] UBIPNY ‘uesemusuod 304C0 1TeNI0) ISOULIOUL /eyep urInpeinmad oxrs11 uerenudd ueeueoudrad
Blad [asi2a1un npny elEp UvRIneInuad jedeprag, UBHNIR[DW e[a] Turey | +1 elueuesye[Ial, [ eluepy 1
€ THAAT
Hepll | ueFeqds | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueelelurod /uLIeIn ‘ON ea1y s89001d Aoy

ueqemep eI

|.—‘h|




seje uelodeaq uep ue | eBAuepE BAUBIBIUELD YSBULY) jedep 3uek anpasoad snpun sasoud sun
BUESB[I] UBEUEOUIIdg ungueqrp Sued npasoad uep ‘smeeld ‘ueseliqos eAuereyrodrp el193] exBueIdy
uenpued/uBwopad uep ‘Hnsesd ‘ueselqey UESBURGUSZUIU YeTs) ey | +F uep ueydelnd [ | BMuRw didY ¢
flosinpy esel ep
He npne ueeuesyeRd
1s2)2dtos rynuatanT "o¥Is1I sIseqlaq uesemeSuad "OISI SISBIa0]
Hgun Suurmag ueeueouatad ueynersd uesemeduad ueeueouatad
BUBDURL UaWTog psey uesode) 1edepra) | ueynepd usrsepur yepe) ey | ¢g
ONISLI eUeduetad
WEP ISENYHUSP "epurag/ efequia/
MNSBILLII) UBIPNY “eAuuelEpuaduad ueLjuaRy ueulduulg
Bl [ /asioniun npny .« wep OYISLI [euagduall epeday eAuuerrepuasuad
O3[ISTY] STSBQI2¢] 1d3d epwad/1/3 veudund ueduap uep o[SI NeUa3uall [SEULICIUT
UBUNSTIAUIG O » 1edea sey uspnmou jedepia), 18 BYIUTIWIOY BAUUBNME[I] | &
OIISTY sTseqrad LdMd
UrLNSNAUIS JOS »
$2011U98
fluosipn uep ¢ IIpOE YnIngEs sele {rppne oxisi uereiuad nsey
Ipne meIleses wesuap OIS UeIesaq UeNIesepIaq Ieseplaq) oXIsU sIseqlaq Sueh
ONISUI sIseqJaq Td¥d - Id¥d unsniusw J1Jv I3 unsnAusw yers) ey | g
‘SRIR|IS UR[D)
epwad/ T/ eAUENPSY UBHNISEWAUI NI3TUm
OS[ISTY STSBqIag Ld3d uenn veredeouad ‘rsmsTUBSI0 Mila1ens venlmy
URUNSTAUR ] JOS » UeFUop URTENSISIY urduap (eAuure] uesemesuad
$20112S ueysuequILIaduS ©1I9S ‘ISENEAR Uep SULIo)UOUT
fuosinpo uep Ay Uel2) Lvid /Lddd ‘NiAR “UPNE) LeyEp
pne ueleses uefuap urejep wnjueors) dued | uese Sued uesemedusd BuBIUI
OI1S1T sIseciaq 1d3d » | Uesemeduad treyerSay ynamieg | weMSumpuequadatr yers] ey | 0g
yeday
OIS STSBqIaq T 9 usduap qs1 oyIsL uedueuaW
UBUNSNAUYS JOS » wnjaq uswaleuew neje /uep Jedo) wnyeq eAuueuedueuad
58011433 38U ONISHI IMITWSW | nele/uep T33uT O{ISTT THIIatr
fuosiapn uep Yg Fued uresyuouwad yokgo Fuek nipne seje uesemeSund
pne uereses wesusp seJE uesemesuad uslersoy droresusur er) esnl
oxT81T sTseqIaq L3Id » veyumiueauau IVild,/Lddd ‘Turey wesednuad veeuwouarad | 67
Hepyl, | ueiSeqag | EA
INYHOIISEIFU [OITO)) ureleAurad weserafusd ureleAuUIog /uereIin ‘ON BV 552001g Aoy

veqeme ueymd

|Nh|




pAULRNRLIRqWad
UEP remelos

UBLENS3833| UBMIISEWLSW euns
uesIsEIp Sued uesemesusd
uele13oy wedusp 1TesIal
sitpottad BABDAS (qIvD) wnaboid
WawSA0LAWT PUY 2OUDINSSY

‘fwrnibodd

JUNUDA0LLU] PUD DOUDUNSSY
Aupenoy) eAuuesreqrad

URBP A0unJnssn Mynnh
uneiSoxd werersod ereyouIILI

UEBE[3] UBWIOPAJ Arond uesn e JIJV TBEP UBNBUBSHE[EW B[8) TUMey | 9F
VMY WE[Ep UBYISEIUSUINSOPIP
gs1 1sredng (g “ueBUBSHENP ‘uesemeduad wesesnuad
Suef wpne el1ay pumas sasord vedeye) derjos eped
1stasedniusit nynut qepuadusd uwiajul wesemeduad wesednuad
uep eAUTemeqIp Sues [msey seje uenligasad raquiaw
(Arosapn usuele| HpNe wi [Semedus sjusd] UED ‘TUADIDW ‘URYBUESE[IW
ueaquuad ‘i © Ipny repuaduad ‘efuwin elossue urerep Seqejurs e
se1e uerode]ad Tep Ue | IstaTadnAusur wil By [pne wep ‘qemel SunSiuey
BLESY PO URBURDUIIDY urelioyod urdeye) denjos | ‘upsod UBRNISRJUDWNNOPUIW LBP
uenpued/Uetiopag suye s1atadne 1edepial, (T UBMSUBqUISSTOW ue) TWWY | gF
(TeuwI=1s3=
uep reuIaur
»eyud ya)o)
Miporrod Bredos
eqs{e[Tp Sued
SE[ENY wereuad
euemIreSedos
uIaur
uesemeSsuad
uere1day eliaurs
SBIE ‘Shlauduwl
STLID) TBUIIIUT
uenejuemad
dnepeouaw
maosii
S350Jd "UIa1ul
uesemeduad
uejeday
SE}ALN2]d
Brecraduram
Lo Cwojur uesemeduad uepeidny UBp ‘IR[lUIW
(Auosinpp usuele] ussemesuad weeuesyerad 18eq weinfuemyiaq usyreqrad ‘meinfuerayiaq ‘seyens|
verracqurad ‘g € wpny SB1B nInw 1yepuay sosoid TSTIQLIITO] UeXITaquIaur uenejreured eloeBuaur
Hepll | ueFeqds | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueelelurod /uLIeIn ‘ON ea1y s89001d Aoy

ueqemep eI

|ﬂh|




efutrenyeltaquuad
uep jemefas
uRyee[I) Uetopa,|

didV

ueyLIaqp e UerURAR] UBD
werad depelfis] suopjoyaymis
uesendas] Aoans [1sey ueioder
nele marad Laad metodeT

TP ‘(oxrs1z usualeuew

uep ‘uelepussuad “ejorey

g1e] welep) pne 18eq didy
ISNQLITUGY USLDYD IPND [0S
ueynuatad tednynoay ‘marad
azad vedessuad pBsiw 14V
UrIRIZaY SB)IATYA]a Uep elIatiy
uerIode[aw Uep J03TUHOURTE
Hruum mpasord uep wasis
uesEuequiosduatl yefa] ey

8¢

eAuuenyeraquad
uBp jemelas
ueyee[a) Ueopa,J

dTvO
ueeumesye[ad rsey werode

‘(wivubosg yuswaaoldr

PUD 3UBMSSY AMPNH)
vAULENIRQLOd UBD 20UNLNSSD
fimonk  urerdord ueeuesierad
eIodR[aW UBP JOITTOUIUT
Jnjun mpeasold uep u)sis
ueysuRquUISEULLT Yra] [rey]

“dIdV Tery

p uTe] speyrd 130 WaSSassy
Mnnh oulayxa neye

1V Teny 1p ure] setrd yso
uonLppa ueduap JUSUWSS3SSD
-f]2s nEje JUsUSSISSD

{]os weBuLD UeneNP eslq
qs1 gIvo “(1emefss ueyee)
wewopad ‘Yelurowdd
ISUBISU] Uesemeduad

1eaedy MpNY NINP LRPLS)Y
wetiopad SUIUDY 6008
UNYE} 1 JOWOU [SETHOIIY
ISBULIOJIY UEP Bl1ETaN
anreaedy uesundelepusd
BIEBON LI9jUaN Uelnyelsd
uep ‘IdIVV vespreniarp Sued
npny Jepuerlg) uesdejonp
suedk repuels uesuap

qs1 vesemeduad wesednuad

HEPLL

ue[Seqag

EA

ueqemer WeymId

IMYNIISBIJUL [OIUO))

ureleAurad weserafusd

ureleAuUIog /uereIin

‘oN

BV 552001g Aoy

|WF|




‘Bpwad /edequuy | furLmuauay]
uetmdmid

ueninyessad yaroraduraw

vllas uesnIadip eyl
uesemeduad eueOUaL ISIAIIUT
uep epwad /1/3] 1sesiuesio
ONISH [joad NEIUBToW

weqeME WETIId

STLISUSW STuI2) Twrey el1ay jmun | 7§
[(ECECEIG]
WHH) Isemerp
(N3 / Fuek 1sestesio
TuswWaBoUD Y STy 2SUdiaIug) o181 usw{euew ‘1ses[uURE10
UEYNIN[2$3Y BIBIDS epuwad /1/3 1391E1)S UEP oNIS1I
ISeSTUREI0 0XISTT Uawaferews Hnsrerd-yserd ueeroafuad
LLSEY urMIrsepLaq 183uly ueduop uaajul ueMIeyFuiuow
O3{IS1I TH{I[TWIOW Uourd fetretr resemesuad redep Sued
yao dedduerp ued eare Hrporrad uererdas] tresemefuad
-ealz dnyeouawl ye[a) unsns BUBOUIL BIB}UE 1dayea)s
ey 3ued wesemestad 1591eng | 1€ ugsungnyy eAuepy vAUEPY 1
¥ [9497T
urAZur|ng
uesenday] HUosIN] « “ABPUEIS 1BT1S9% L B[9] WNUWN ‘ueduriuadas
JOIPNE SBIIAIND[qO BIBOIS JIdV YOIC ussumesuad nysuewod UBBABOIIAII]
uep suapuadspur ueseSnuad emiyeq ueyele U UeNJeSuTuaW yea) uesnye|
UERIRAIIIY] 18NS * apouad vdreaagadg g1y (1SBH ey Furk ursemeFuad suxuld | O
TEpUE1S
ueSULp UBIBNSISIY BLIDS
‘U uesemeduad uerersoy
SEIALNYR)R ueeSuiuaur exdurs
wrerep 1enqp Suek 1SepuItIooI
eAutrerserroquiad "JIdv nluepeptunp weewesyead nnluepiepuruaur
uBp 1amelas Buel 4 yO wesads] Fniun anpasosd uEp wass
UB[BE[3] TTBUIOPA] UTRTED 1SEPUAIONaI JedepIla], URNBUBAUISBUAT [B[2) TURY | &7
Hepyl | ueldeqss | ex
INJHDIISBIU YOITOD) ueejeiAuragd ueseRlusdg aeejeiurag /uerein *ON B3Iy S59001d Loy

|mh\|




“epwad /"1/3
urudiir] Ueduap JISTI1UL

BIEO9S BAUUERHISTLYSTPUSTU
e11as ‘Isesiuedio

leuaaysye undnew [BulalUL
ueduny3ur eped qreq OIS
UEP ‘NST ‘PUaI} TR[TUIW UEp

iseyyuapusul yepay ey | gg
‘Buejepuatr
BSeW Ip [elsuajod
UBYMINgay
[Yriuauau
Mjun uIdjul
esesesuad
ueyBLEay
e eUesye[our
urerep
didv senngedes/
‘Tersuajod wereay
Fueld ns) uBp O[S IUESUBUIW ueyeqnaad
Miun epuad/1/3] 1SesIuesio Fueoueiaur
1897e1]S Yete ues3uap Seiejas el1as ‘Sunuad UIAuU[
81498 ‘SIWBUIP UBP [2qIS2a[} [1S] BLI9S OISLI uesemefuag
duel ueyesiopund usduap (didy uRp Ipne 4| s@ojeng
BI1SUDY) uesemesuad sIdolells ISesIUedIo 1593811s BUBIU1
BUBIUAT IIUILUL B2 TUrey] | ¢g | qem elummreiedn] vluepy T
g [2A2T
tnpro Juswabpunw
YSU BpLM-asudiaiua) sen] 3uei
ado3s unerep o3IS1I uatrafeuewr
UPNE UBY MM BAW YR
Mporrod ereoos turey el1oy ytup) | $¢
‘1sesiuedio [eulssys undnew
[BULITIUL LIEP MIB( “UBAI[2I
Fuel uaWINNOP NIAIILU UEDP
epwiad //3 ueuiduld uesuap
SURJNSUOY IN[B[DWL [SBSIUERIO
oy1su1 usmfeuew ynyeld usp
13218718 TWEeYBWaW Ye[a} Turey | £¢
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHOIISEIFU [OITO)) ureleAurad weserafusd ureleAuUIog /uereIin ‘ON BV 552001g Aoy

ueqemer WeymId

|ch|




BYFURI We[ep Ueyepur]
[[QUESUIW UEP [ISEY LE|IUAWL
Froun ueseaseduod elroury
uauwraeurul wasis uenejustad
UENNNB[AUL B[} TR

5%

[BUOLSELULIZUL IBPpUR]S Cﬁwm.r—m:u
BATIUETEIS250% UBN}SEaUL
JNJUN B1esxIaq BIesas wiajul

uesemeiuad uejeiSa anpasoad
uep npeid ‘ueselioy
UaLDYD JIPTY [PUIEI]
deperra) erensaiuad Uep
niasI1 QEMH%ﬁUE ﬂ.mﬁua ey

014

‘(unyey zod remedod

1od wel O ps 0f eiurespr)
‘Tedal BIeaas uejnlineaspiag
[ruoisyoud ueduequafuad uep
ueyIp1ptod wrersord nyESuow
B[} [BUI]UL I0JIPNE BII2S
emyeq TENGSBWLW B[]} ey

et

(Puwenos-0o

UBNIofe[dwW NBle/uep ‘uref Je1s
gequeuduwl ‘eBusres neje/uep
Speead ‘anpasoad yequiBuaw
TElE 1STAAT ey Ny Eeaur

111edas) “epe suBA UBSUEB[USSAY]
1SEJESUAW MIun SUEqIUasIacq
Fued oxrsp veuedueuad
ueyipd-ueyud seje uerejiusd
UBISR[OUWT [0 TUre]

8¢

TUT Jees SueqIuaag

Sued 1sESTUREIO OIS

-0¥IS1I UEpP NSI-NST nodsaiaud
BIIURl urefep ueNnnqp
Suek ugyedy UBp ‘BUBIES
‘NTead uretep UeSUE[UISII
ISEHTNUaPISUaUI ¥Njum
Jisunyaadwoy Fuel uerejiudd

UEHGeOW e1o) ey

LE

Hepry

uerdeqag

eA

meqemer WeyMd

INPNIISEGUL YOFTOD)

ueejedurag ueseRlusg

weejeluiag /uerein

‘oN

eaay ssadoxg Aoy

|N.h\|




(uexepuep

1edep vep piea Sues uerodejad
‘sr]IATIaLqo urp suapuadaput
‘repuels ‘ymie spoi ‘Bunipne
[BULIDJUL ISIUYSD Heyay ey
wedusp rensos) eIuNp IepuLls
UeFUap 1eNsas YB3 UL nse|
e Sued uidul uesemesund
snsead uep wexeliqoy

€F

'TUD12) WIIUT Uesemesuad
Areqrs] Mnerd-myead
uedelsuad uep usielejaquiad
ueiedepusr euns

UBAI[AI FUeA [83]0Jd [SeISOs®e
HNJUN ISNQLIUOXIA B3] [Wey]

[94

“e[IouUn] UBEspB{SuTUaUr

HEPLL

ue[SeqIs

BA

ueqemep UeyId

INYNISLIjUl [0Iuo)

ueelelurag ueserafuad

ueeleAuIod /uerein

‘ON

eaIy 55050014 Aoy

|wh|




dpiv ‘(vdia)
UBIESSUY UBBUEsHE[2J
wers] seyed/ (VNG

Loy eueouy /(1Y)
UBUTIYE],

‘(+ 10z unye], ¢ JowonN

€1 NVdusuniad) ueunye]
rloury PURSTIY Tawnyog

TauodwoNqns uep Bl1auTy
ueeUEOU2Iad Uaueduoy]
TRIULIDA ] 1SURISU] BlI1aTTy]
SEPIEIUNNY ISETICA] BLIS}IY

‘e delalp e=1

Sued uereses redesusur syumn
ueNingp suef eiep pqumns
uedelauad vep jempel uedejauad

elIoup BURDUDY wepep Jojeypul eueweseqag dnsjeousw unsns e 3uef [y S
‘(+T0z BnyEL £5 JomoN
T NVJUSTLI) ueunife],
AV alVAlls))] el1aury euesuay uswnyoc *(1setIojul 130[OU3) [erIale
uBJES3UY UBRUEBSYB[ad usuodwoyqns uep slisuny ‘NAS esn) [rxae Jurs ueielday
wers] Jeyed/ (VON) UEeTEIUII0] Touoduwos| ueNNIeoW YUt wesyningre
elroy euesusy / (I9Y) YejuLIawag 1SUBRISUT BlIauTy Sued 1sensrurwipe uvep Suelunuad
URUNYR] | SBHIQBIUNNY ISBN|RAY BLIDJLIY] ururirad uesFSurquuniaduiou
e[IoUTy BURIUDY | WE[ep JCIeHIPUl eUBlITeSeqos TB[o1 ITUey I3 z
UBNIINGTP
‘(+10z unye], €6 IOWoN Bued elep
12 NVdUusuiad) ueunyey, laquins ynanas
AV ‘(vdIa) elroun] euedudy uownsoq dnyeouow Suel
ueIe§8uy urceuesyeeg usuoduwoygrs uep eliaury Tedeorp uiSur Sued Isey-fIsey uesemesuad
ues] teyeg / (VeNHS) UBRLEILALYY uduodwoy UBD LRIBSES UEMISEYLUIPLHRuILw ursednuad ursemeiuad
eloy vurauy / (1y) TRULIDTIN] 1SURISU] BlaouTy] e[ vAUURED (1313 uwunie], URBIEIN
UBUTIYR], | SBNIqEIUNY TSen[eAd BLIs1113 TP Sued () veunyel, Blraury B[I2UTY BUBOUY ugeUBRoUaIad
elrouny eueousy | ureEp JojesTpur euenmededog BUROTISY TITIIW B[S} ITTEY] 1 THMUSW T efuspy T
T THAAT
HepllL | ueideqag | eA
IMynI)seguj yojuo)d ueejeiuiad uesepalusg ueejeiuisd /ueleln "oN valy ssas01d Aoy

weqeme weIMd

VOYHENIY NEWAMVNVIN NVA SYLFTIHVINANY ‘AL NTWETE
dIdV SVII'TIHVAVH [R[MIONVIA NVIVTIINSd NVISI 3I'TON304

|ah|




JTHYT ‘(e1a)
uelediuy uBBUBSHB[DH
uers] Tered /(VeNgd)
e[1ay] euROUSY / (L3A)

‘uesemeduad uele[Say
UEMBUEBIUSLIUL YITIUN T¢a813]
ueIeSsue uweseunsIoduror
jedep uep wesemeduad

urunye] ueIeLSar }nun urieiiuR
B[IDUTY BLROUN uersesjoreEsuad ojoradurour ey 2
dIAvT “(vdla)
UeIesSsuy Useuesye[ad
uers| reyed/ (VrNa) “epwsd /eSequaT/UBLIniuaway]
ey eueoudy /(1 3) ueuidund
uBunR], 1rep wenfniasiad yajoradmat
elIauTy BUBDIUIY ere] unsns 1es 3ued 13y 9
($10Z unye], €6 JouroN
13 NVdusuLad) usunye],
A0V ‘(vdia) eloury eueousy uswnog
ue1eS3uy ureUESYE[aJ usuodworqns uep elraury (ssmwoono ‘syndino
uels] eyed/(Vendd) UEBLRBILALY uauoduwoy] ‘sindur sre Jadie) feuroual)
elIay] vueduay / (13) YEeIULIUR [suelsy] elioury] uesemeduad ueyerday [euorseado
URUTIET, | SENIRIUNYY ISeneAd erIa)ily TEI[EPUSFUST I UL USTTLIISUL
evlIaUry BUROUSY] | WE[EP I0)JEIPUl BUBLWIIESRUIG ueyBIpIAUaW unsnsip dusk 133 S
(b T0G unyeL £5 JOWoN
O NVJUSULI3) veunie]
dIMvL ‘hvdict) BLOLLY BUBDUIYN udWNNOC]
UBIESSUY UBeUese[od uouodwoNgns vep BlIoUT
uers] reyged/(VeNdd) UVEEUROIUSII] TIU0diIoy] uesidereyrp Suek
elIay] vueouay / (1300) TeIULIaUIa suwsu] elisumn] meIBses edeouat ynjun Junuad
UWBULIET, | SENIEITNY 1ISeNeAT BT | essue[-1edue] weHsuequasuaty
elisuly BUBDUSY] | WEEP J0)EYIPUL BUBWIESRQIS YRrF} ey ‘133 weeqg +
HUPLL | vUelSeqag | ®A
IMADIISEIFUL OIVOD ueeledurad uvese[afuad weejeiurad /uerein ‘ON BIIY Ss9001d £9M

usqeme ueyIigd

|=w|




UBQEME UEII

uequresuad
'[J1dY uswaleurm yayo sasoxd
uespzipasip npad Suel uerodejad Surnnpuau
Ppour uep swof IS uapt ([esr) “edtrerrey
JdIdy uswaletreur sejigeunye uep reuorseiado ‘resemesuad
eliauiy usqems(BuniSusiiad vedunuada Bloj2Buaw ynjun uelBI3as|
ueqemeFrndueliad /1/¥ weurdund ynyun Jidy ustalfeuewr ueiodejad ISBULIOIUT 1T JiesYinehzlnnz ans
ueroderad epeday uraqur uesemesuad umeredsiad uep ueyryngay eeunsedepuatr uerodey
rnpasord uep ueseliqay ueeuesse[ad usiode] ISEXNIUIPISUaW [YB[3] Te)] TT Jdidv 1 efuepy T
€ TIATT
epe
dusk yrstes denes uesptodelaw uep
ISEY U3 PLAUSLL TWEY URpP “JeInse
reuorselado uersgsue wep SNSTesr YISBUI UNSNSIP
uednynosy Jueedaley Fuek uraeSdue emyeq UBNISEUIDIL
depeyia) ypotiad ‘uelnsuesIaq Aryun uesunqueursasiiag eIgiss
nrAas mexnyeraw yniun | Suek J1JV 4210 JIdY uereSsue Teuorserado merneSdue deperra
1synasuL / seul(] BION niaag sey uesode] jedepaa, NIASL UBM M BSUW N[B[3IS [UIE)] 0l
dHVT vdId)
ueiedduy ureuesiElad
wers] JeredT/ (Y rNHA)
eliay vueousy /(L) “epulad /elequiay /uBls U]
uELUNYE], weurdund Yoo Uesyesip
e[IouTy BURIUIY Je[a] TWey reuciserado meressuy 6
‘uesemegduad
uejeday
jotch|cliichlarb Eland
STUIN I2842]
ueressue
ueeundraduratr
dixv’l ‘lvdia) yedep
UBIEssUY UBeUesiedd ugp tesvmesuad ‘resemusuad
uers] Jeyed,/ (VONM) "I WeTep UeqISes(yRuapip e[a1 uelerday ueyerdas
ely] vuBdUNR / (1MM) Fupd vwlep Iaquns Uep UBIBIEAIN IFun urmEsue Teuotsuiado
uruNE], -UByersey ynjun Iefem /srismear uersexoresuad reresaue
rlIBUD BUBROUD}Y] BIB0as ustedSur unsnAusW ey g | ysrosadurai Jidy L vAuepy g
WeplL | ueldeqag | ©x
IMYNIISEHUL YOIUOD ueeyeAurad vesepR{usd ueeledAursd /ueresn "ON BIFY S53001d LA9M

|.—‘w|




‘uelode| ISPUILIOJUI

eI} uodsor weytedepuaw
H{MIUN JapOYa S

/ vundsuod uesuop unns

‘wexnRdip
eliqede uesjeqaad ueynseE@w
uBp ‘wead[d yisew yeieds

uesemeduad Tentraliad veNepesusw neje JEII[210 HNIUN ISBULIOUT Uep
TseH Iesys ueiode[ad | uelode] ureundduad upsendsy rIode] ueeungsuad wemeiuswad
TeUwRUAW 1O PANS UBHTLETIT B2 JIIV UeTIeTa [ersl ey ST
uesemedua | “elexiaq uep npyem jeds)
[Ise][ Tests uerode[ad 212098 URAI[2T FUeK ISBULIOIUT Uep
1eud3udw 4OS uejode] ueyeIpIAUIW YEB|D] [LUIEY] +1
SWdI/TEVIIS /usressuy
urepuaduad
WTS AU
IS 'dII WIS raades
elsun] ueeopRduad
‘mesemeduad nsey
uee|o|a3uad ‘urduenay ewen Fuek veduruada
JuereSSue weeropsuod tySuewod ered wep eundduad
smumn 13070y TeNINGsy TYNUatIaur Jriiun UIa)ur
SISBISC ISRULIOFUT uesemesuad ugeEay ISy YrnInas
WID1SIS ISeIdy trerode] SreotreIatr Yeal Turey o1
SWdI /19VTIS /uere53uy
UEeEpUasUag
WIS ‘ARuopy
WIS ‘dH IS 1radas
elpur ueejopsuad
‘wesemeduad [1sEy
uveejoaduad ‘ueduenoay ‘uaapuy uesemeduad ‘uaajur uesemeduad
Juered3ue ueeoR3uad wejerdey ueloderad uenlng uejerday ueloderad venlny smyun
ruun 13070UY33 {NIUMN Mead[as Suel ejep AT Fued erep uelejosuad
sisequaq sewsojul | ueyeosuad uep uendwnduad uep ugndwn3duosd 1SEWLIOJUL
WD}STS ISEMIdY | TSPULIOIUT WIAISTS I J[JV | WDISIS UeNSURqIIaSUIL e[d} Tuey el
SEYIgEUNZE
UTEUTeq Ut
wes ‘uesmnday
Hepll | uepSeqag | eA
IMHDIISEIFUL [OIBOD ueeleduiad uvese[afuad weejeiurad /uerein ‘ON BIIYV 5590044 Lo¥

Ueqeme ueyIigd

|Nw|




1av1Is fusiesiuy
ueepu2sua, |
WIS ‘AU0

WIS ‘dH WIS n2dos
elroury weeoroduod
‘uesemeduad [1sey
uerloladuad ‘usdenay
Jueresiue weeoraduad
yrjun 13ojousal
SISBQIS(Q ISRULIO| UL

SINdI

vAuueloderad Blras wpwad /T/H
reuoiselado vep UeSUBNIN
ualua(BURW TI2STS URFUID SBIR[IS
Sued W uesemesuad uelerday
ueejoaduad eferq uswaleusw

wolsts sexdy wolsIs UENdEIOUIW YB[O] TWIEY] Q1
IS UN I
UDISTo3s
UBpP SIIOUCHIIS
SNdI/19VIIS /weredguy rvAUSEIADE
uelepuadul, | Tepuey elorasuaur yedep
WIS ‘Aauop uep uead[ad dued elelq didy ed8uiyas
IS ‘dH WIS niados ISBULIOJUT TUD]SIS BT TEPBULITL
elroury weejor28uad | yelel JIdV (€ edeiq IseurIojur Sued reduenay
‘uesemvduad |1sey | uesodejad anpasosd Jueseligay ISBLUIOfLI
ureo[aduad ‘URIMENOY TSI Y e[l JIdV (T e RIPIALOT
Jueressue ueeoeduad ‘JIJV UBlelsey ueeuesye[au “mesemeduad 1edep edelq
sryun 130[ous(a) yun eARIq JTes12] jrInie UB1RIZay MR RUBSIR[I1 Bued reduenadf Teua st
SISBqIaq ISRULIOJUL uef 1semIoul e edepUILIT ynjun efelq [SeULIoJUL ISBILIOJUT UID]SIS 1SBULIOJT
walsts [se[dy | niun sustuesaur Jedepla], (T | wWelsts ueiFuequuazu=1ul yefs] ey L1 ot Jidv. T eduepy
UEN[EPUEIp
Jedep uBp ‘URAD|OL ‘N)MEM
1edo) Sued mesemesuad uelersay
elraury URN[EPUETP vesoderad myepaur ynuad Tures
uegemeFunddueiiad yedep uep ‘uBAd[Al ‘MyyeMm yedep yela} wajul uesemeduad
ueroderad yeda) el J1IV Sergeiunye UBIBIE0Y urerep uaualferer
anpasoxd uep ueyeliqay uep eleuny uelode] gemel 3un3Bue) uep LRNYRIUNY g1
WeplL | ueldeqag | ©x
INPYOIISELUL YOIUOD ueeyeAurad vesepR{usd ueeledAursd /ueresn "ON BIFY S53001d LA9M

UEqEME[ WEYNId

|mw|




SWdI /1gVTIS /usressuy
uBEpUaduag

IS ‘AU

WIS dIT WIS :1aadas
elrouny ueejojaduad
‘wesemesuad [1sey
ueeoraguad ‘ueduena
JueieSiur ueejopdund
Froun 1307ouxo)
SISB(I2C ISBULIOJUT

‘BABL] UdwWOfRUELL
WIDISIS JOHUO UDWINIO(]
UED 30UDLDI SIST[EUR

‘uesninday weiquresuad resep
njes yees refeqas uep uesnyerp
durf ursemeduod ueeEay

/ weidoxd ederq uermepudduad
[run BABIq ISBULIOJUT

WIo}sTs ISeHdy Tiseqy Jnlire] yepun) ustunyo] UEMIERIURIUA [B[3]} TLUEY] 12
SII /19VIIS /umredauy
UEBEPUASUI]
TS “AsUoi
WIS ‘dII WIS 1adas
eloun] ueeforoduad *STIIOTIOD wep UoIs| o Surted Suel
‘wesemesuad el eIed uesusp yaroradip /UeISeyIp
uerjoafuad ‘ueBuena 12813} BLBIY BMYB(Q
JueieSiur ueejopduad ISRULIOJLL UBD UBAJ[QL LISBLL BARLQ
yroun 1307oux93 IS eMBq UBNASTIILW Uep
SISB(IaC 1SBULIOJUT “elerq uawalzueu eTEII2q BIBOAS BABRIQ UanIa[Breun
urz}sis IseAdy UIR3SIS J0JIUOI UsIno(] WS)SIS NEIURTUA B2} TLIey] oZ
SWCIT /TAVTIS /uered3uy
uvenepuadusd
LS “ADQUOA
WIS ‘dH WIS 1ades
elrouns ueeoEd3uad
‘ursemeduad sey
trgpiorodad ‘uedueno ‘wIot unsemesusd uerersoy deysy
Jueregiue ueeoP3uad 1e5eqraq eped uexde]alup e[l
ryun 185003 guuk vdvlq neje epuwys BAVIq
SIS IaC 1SBULIOFUT “wARIY weSuULP UEHSWPURIP BAUIRUIIS
wiasts wseydy BOUDLIDA SISHUUD UIWN o] Bueh efelq NneTUBLLSW YR|F] [LUBY] 6l
FUPLL | UeISEqas | ®A
IMADIISEIFUL OIVOD ueeledurad uvese[afuad weejeiurad /uerein ‘ON BIIY Ss9001d £9M

usqeme ueyIigd

|ww|




Td¥ rensas ‘elrsury
sisieue uep ueinsnduad

eAuqIsey uep wiajul vesemeduad
UEEIEDY NEjUEWIUL s[run eliaur]

UEqEME[ WEYNId

Kl SULICITUCLI UdWINHO(] | ISEULI0jUl UBHBeUNSSUIU Ye[d] [1Iey] az
VALSNHA
Jurdel,/(vaia)
urIEgduy UzEUBSHE1J
uets] eyged /
(WrNF) eliey eusouay
/(L) usunye TIBIUBTS] BIEJS eliaun)
e[10Uun] BUBIUI ans{hnaa) Sued 4y udmnsoq 1081e] wesdelouow Ye[o) 1wey] 4
Y
JLSNAY /ueidel, /(VdIa)
uBIegsuy UBeUesyETa] "JIdV SENARNE elreuny
usIs[ meyeq [/ NSV HNUN HBAB] FuBA -(seaarIMpoId
IVLENAN) vl1oy vuedudy | (43} L0morpur asunuiiofiad Ray 10veNIpul ‘andine /indur
/ (I3) ueunyey, meunsinduad / ueduequuaduad orSEI) e[IsUny weInyn-ueInsyn
rlIDULY BUBIUDY US WM [0R BHUSW J1dV usrBusquaduaw YBE} (e +e
. LTSS
‘merode] esuaur Sued vders uep ua1seas
“el1oUury BYEP UeIode] UBHISBYSUIT uep w::c:mcxcmm
Sued eders ‘eyep unw ’ redeorp
uerepuaBuad ‘eyep uendumsuad —Ammﬂ.gﬁﬂm..n_
yrun qeme| JunsEreliag C.mx:meuc_
Sued eders ‘ejep ueindwniduad eung 10818
ISUINIRI ‘wesndurnsp tetedeatiad
snret sued elraury elep E.mﬁ_.meu_
TsexImuUapr ;dnsjeavsw Fuesk ‘UIsur T 13098
rlraury esemediad meyetsay ueejoladuad ﬁmSﬁEme d
usweleue] uemNBuUaJ urerep elsury usweleusy WISIS weNIeauL
weyndy uep 4Os TE{ISEBIUSUIOPUIW UB[3) ey €T uep eAuelisuy
uexiode[awr uep
mnsuaur es
uurMuLSunudwL
gued m3n 1eme
"Te31) 10ppoipun aouvwiiofiad Aay UBp JOYENTPUT elrounsy
uedelasuad uep ueduequuaduad vAuelRUL{ INNIP -I0)Be1pUuL usInyduad
(uryder) elzauny IyesSuawr 3usA JOg [/ iUy nrrod Sued wrajur resemesuad UBHAUTRUIASUIL WIS
uedejausd uawnyoq usus feue WSSIS UWN O ureiSay ueydelsusw yes) ey e yesl didv =~ - vAuepy ¢
WeplL | ueldeqag | ©x
INPYOIISELUL YOIUOD ueejriulad uvesepRfusd ueeleAUISd [ UBIRIN "ON BIFY S53001d LA9M




o3{ISTI Jex3un uesdelsusw jedep
SeA [TIsUa21dwoY SUEA B[IoUly
19B4B}-188.1 ) UBP URITIM[MN-URINY N

Ueqeme ueyIigd

ueySUBqUIASUI B[] TWey | ¢
-BAuUBsBMEIUad
ueleIday
[Isey-isey JOEENE
wnreduadurau undneuw
Fued 1semyInyg Jenuny
NeJUeWawWw yep elraury
JnynSuaw ynun ueinynuad
‘Turey el1ox eloun{ 1sBWIOUI sele
uumn sr8a1ems renlny seel ugduap respeungguatn SBILISTa1UT
UBYISEHULIUSPLEUALL YR[3) [UBY | OF 1edep dIdV 1 viuepy 1
A !
"UBYTLIN[ISI] BIBO3S BpWSd [T/
¥ /epuIad wenfny ueredeauad depetyray
isestuedio uenfin uep gidy | 1sngquiuostaq uesemeduad ueieiBax
seanye uenlnl weredeousd usLIey [euorserado BUEWIBSE(
usSuap 1M trermnSuad 1158y TENISEULIOJUISUaW Jedep
AV ISRI[BAS /SISI[RLIE USLINO(] ey Blaurs] urinnduad we)sig 6T
“glIoUIy] UBININ-UBINN
mesuap vAUSUERASTST UBp BAEIq
SENALNR)R depELII) B[ES[IB] BIEDDS
dIVI ISETITEAD LIENTETITU YO TIeD] 8¢
“JresIsy
speytd neye/uep epurad/1/3
weurdund yojo weqymnqip eles
uedey wiejun uesemeduad uelersay
KAl eloup] ueytodeow Y97 HLUEY LT
“ueynpradp
gued uesBpul} [IQUIEFUITL
eund uesdela] ey e[l
3uei uenlm uedusp ueydurpueqrp
HEpll | ueseqag | EA
INJYOIISENUL JOITOD ueeleduiad uese[afuad weejeiurad /uerein "ON BV S59001d £9M

|cw|




‘Trdr0Ia)

eTa1 Tey SIsa1ens wenmy emieq
URHIISRUWAU {IJUN JIIR)TJuens]
uep jneyreny ueirsm eAugnuadas
TeHISBISIIULSUIW [e[a) [uesy]

8¢

‘uBspmrsuad UrREa LD

equIg) refu uep povduwn) yedurep
INHYNSUS FIun 1SBSTIE3I0
ust=leuetn Yoo d1dV ISEpustoal
el epUn sere wenepewad
UBHMNYBI2W B3| [LIeY]

LY

“el1auTs] meyEsUTUaLT

un BALTSBULIONUT e BUNSHuat
wep ‘elTaursy usurslerrets

ws)sIs UEBUSp rynuw ueljepusduad
uep uesrectad wrerdoxd rrep [rsey
-[ISey UeyISel39]uIduall Je[a} ey

9¢

TLLLOUL

upsemesuad re1ersoy selrenyy

UEP SLATIN2]2 UBlesguTuaw
ynjun eurein vuedunuaday]
nyswetad vred 1rep Blelag BIL03S
uMNSew gIUIUIW YB3} Nuey]

Se

“epwad/T/Y 1SeSUelIo ONISTI

Lep rdwep Iueanduaw yniun
epe Stred eAep Joqums reeunssuad
uesrewmdosust ynjum elraurs]
ISEULIOJUT UBBUNSIULU YB[a] [TUey]

123

‘uesemesuad ueleBay

Tisey-Tisey rruesuadwot 1redep
Fued elToury 1sSENN] JINEULT
LED a0uiuowal Hniun sz
ISEULIOJUT eyeundSuaun 17e[s) ey

€e

JHERIS] UEep Jrejiuens efrours]
nejuewIu uep Jnyndudw ynjun
TIS)STS UEMSURqIIIFUIW Ye[S) Ituey

e

edeotp widur Fuvk
Trsey wep ‘seureny eferq ‘(ysu
2]qu1dooow) ewrapp redep Sueld

WeplL | uerseqag

eA

UBQEME UEII

IMPYNIISELHUL JOTUOD

ueeyedurad uesepluad

ueelyeduiad [UeIRI()

BITY SSa9001d A9y

|Fw|




“epuad /7/¥ uenmepuaduad
uep ‘oyistt uawaleurLu
“g1o19¥ Bl sasord wesreqrad
WIB[EpP BIBAL [SNOLIJU0YIaq
uep (pappn anpoad) (BqEy

usqeme ueyIigd

TE[II UBSLIaq AU YB[a) TRy | Of
‘d1dV SeATIRIR
ppregaaduwou smun yygnd
uep (¥ uep ‘urs[ 1e1oyodsuy
‘DIdg ‘9 [esru) [euralse
masunuadas nydururad Lep
ensew yorotadwatr yeral ey | ob
gnd wep (S uep ‘ure|
yeropRdsul ‘dddg ‘Mdg Tesnu)
[Bua)s¥a ueBuluaday myguewad
ered epedoy nuey wesemeduad
el1ours] vexaodeow yeEl ey | I
"TSES[IeZI0 re3Uenay
ueiegaad uep ‘eAelq ueiBwayduad
‘osyrsrr treStrean3duoad wenrsBunuIas]
dnyesuanr Sued epusd /T/Y
sesiuesio uerelel eped
uesemeFuad ueim3ay ep yeduwep
UBNISUMIIUSPISUIW B[} TWey | Of
Hqnd
uep 1sestuRsIo
uedurnuodoy
nyjsusad
ered epeday Teurajul
surardsury uep uasamesuad
SEMICEIUNSTe uerersoy
uesnlunuaw SEJIATIHa]
uBinye| niun seI. qgnd
urey suef uesemeduad umersay BAUSEIAIS] wpeday
wep sedwep Jnyndusw snjun gnd epeday uesode[ad
TOWTLIISUT UNSUECUIIW Ye[d) ey | 6¢ | uempodsow JIdV - eluepy T
S THAAT
HEPLL | Ueldeqag | vA
IMADIISEIFUL OIVOD ueeledurad uvese[afuad weejeiurad /uerein ‘ON B3Iy S590034 Aoy

|ww|




(eAutrenzrerraquiad
uermziad ynseurrs)
uejeqe| sIs[[BUE SE1E
e resepIag unsusmp
Suek ueeqel uerein

TarEy
ue3unydur 1p [eimnas jeqeled
ynmias qemel 3unsgue; vep uerad

uBISE1UaPISusW 3] ey 4

a/1/3 weurdurrg “BpuIad /T/3 weurdurlg

TITPUIs N1 UIa1UT
uesemeduad
rRIgay
ueeuesye[=2d

UBD ‘LIa]uL
uesemeduad
18o10U323

uep jeySuernd
ueynuswad
ueuTiE]

BURILAI ‘UrIESSuR
eneletad

uep ueunsnAuad
‘WS uawaleueur
‘ISeSIUEsIo
AN3[LOS
drseoudow

Jued ‘Trrpuas
BAU[BLLISIUL

UBRqEME]D URTI[I]

ot epeday Sunssue| S meje vermaelad yusq UBsUILSUI] UreTep TLI9QUT
qeme[ sundsueliaqg wre[ep [euLof BIeoss uexdelajp P IO SRIFUT uesemesuad
1euoIsduny Bisoas SueA roerasq SueA usanjedsd usp usdungny sasouad
J1 Y Buewp (el1ay vrey, TeNsas wIalu ussemesuad wereuaquusd SIUSTq §€%
ISBSIUBBI0) 1NPNLS) U EUESY B]oW 311U [SESIUEesio uep ueeurquiad ueejojesuad
LLOS SueIud) WBIIBINI INIIIIS TIIIWOW Yefdl Turey] T eped sT3[0f JIdV BvAUEBPY T
T TIATT
Hepll | ueiSeqsg | ex
IMHDIISEJUL OIUOD ueejedurad uwesepRlusd weevleiuiad fuerein ‘ON BTy 5590014 LoM

ISVSINVDIO NVONNHNH NVA VAVANd ‘A NHNATH
dIdV SY.LI'TIGVdVH IdIANVIN NVIVTINGd NVISI SI'TON304

|awl




€ TIAAT

a/1/y veurduwig

smony epeday Sunssuwe|
qemel sunssue)1aq
[BuoIs3uUn) BIBIIS

didv eueup (el1oy 1],
1sesmuesiQ niHnns)

ISBSIUEBI0 1N YNAn|as a3y
sosyke mesyrqmad vpe vdur
wesemefuad ueynyeRu yedep
Fun Jidy Uesussunusu
uep ‘sesmesio weurdunnd
synond ueduap Sunsduep
BIBODS [SEM|IUNUIONID]

Hnjun JiJy Ueyurgsunma

epuind/ 1/
1sESIUEE10 BARPIQ UED UBYMNGDY
uegusp rensas uep jeda)

MLOS Suwjus) weInjeIag dIdV 1SBSIUESIo Jns[nng UB[a] TUrey| [SES[UBEI0 INing 9
ueHy NP ‘urur resemezuad wejerssy
SueA 1Bnsoes Bojouys) siseQIsq UBYBUBSME[SUL UBD B|O[28Uusi
JeySuerad ynsewiIa) WU | ynjun 1$ojousal siseqIaq Jeyduerad
AJUOW WIS * vesemeduad jey3Fuessd uep IMSeunIa) wajul uesemeduad
dH W1 n4adas 1Bojousd) BAED J2QUINS L{LULIW 4]dV TesBuesnd uep BAED 12QLUNS
SISe100 ISBULIOfUT ‘(z "uedIselUoWN}opPIP BARD yororadwow Uep weyringoy
walsts 1seqdy | Jequms usynnga3 sIsieny ([ SIST[EUB3UaW 1[B[al TWEY| c
rpne 1IseY
-sey sodsya wnioy yedepas)
{JIdv reurdurd yajo jtprre wm
didv epedsy ueresaquad 1Usmo
|BUID)UL ISEHIUNOY Tedepaa) fseuLojul BrQlaq
ueeressudpAudd | Sures yedep yaun JIJV Werep | JIdV [BUIolul wesunysur p jnidp
Sumua) | 1pne wn uendumBusw Sued Sued Tsexunuwoy 3UnIopUsW UBD
A8/ ouwa /seuld vION o nyens yedepla) [esIiy medungny] BUIQUIAUT R[] TUIR] ¥
didv
TEUIIUT ISesTUnLION
ureurdaunLund ] LR Rle] ‘d1dy [Buamul urdunydun)
Bueiu) BI820S J1dV Teuraln reder | 1p Isequnwoy vueres uep ‘usyere
A9 / oway /seurd BION awstueyaur jedepsa) [esiy URINJE THITUWW [ea] TUre}] e
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHOIISBIFU] [OITO)D) urelelurad weserafuad uselelurod /uerein *ON BaIY §89001d Aoy

ueqemep UeyId

|=°|




1eyelredeg

S YHILL IS

1 /7/3 uatreleustr
Wl Weep 1SeIdaluLIel
Suel wetdeq pelusw
didv ueutdund
sueunp A/1/31
ISESTUESIO UTerep
Fumuad treyerday

"qs3 yeder/wrLrof 1sey

‘uIejur uesemudusd UBBISSN

eped ueepuaguad stual uep
‘mpasold ‘walss ‘OIS Suejus)
NS-NS$E 21128 wauw ussemedusd
UejerSay [euciselodo mep siSalens
meduequaiad mirejaduaty

sund epwad /71/) 1sestuedio
ueseressudostp Sued sunuod
UTNLI0)-TITLIO] WWBep JTPBY Uep

-uelEIfay BAUBDY » uelode] /Aot 1edepla], sedistimediag o [V weuadurtg 01
d1dv *JIdV uEsuny3ur p Jels yramias
TeuIa)ul ISeqIUnos] we3usp epwad,/1/3 1sesTuesdio nsi
ueslsiduspAuad -NSI UBP BUBIUSL UBMISM{SIPUSLU
gweluay, 'qs) yeder /wmro] [1seY UEP UESHISEULIOJUIS U
HqS / owa /sBuig B10N tretoder /uamniou jedepIal, e didv num weutdurng 6
v (ueduensy
ALSNA fumdel /(vdia) uerode] z1aes uiedsy BUBIUSL
uBIES3UY UBBUESIB[aJ uep sifajells BUBOULI “BAUTES)
uersy Jeyged / ey weuldund epeday eAuure]
(WINZI) Bl=y] euedusy ueaode| 2l19s Furjuad 1SBWIOJUT UBD
/ (I31y) ueunie], ISRSTIREI0 RURIUNI TeTRdUIBATIONT
e[1ouTy] BUeIUay BpuraJ,/q/3 1sesiuesio weutdwid ]
ISESLIUESI0
188q ITBqURE) ‘ot ferreus
. TE[TU UBLI3qUISUT uIn nyes
eluueeqruad Bueh uswsaleuew ueyedrusw
e[S UBp ‘Sa801as “epuwad /1,3 wi Lep ue3eq 1sBSIUBRIO
fluosiapp uep He 1sesTuESI0 WEeD UIeq [ey-Tey ej1ss refeqas ISesIuesIo Weep ule|
pneE uereses weSuap ‘leduuarnyou Bpe) Isesruesio sTusiq sasoad jres[ral uetyeqrad uswafeueur TN resuap
O¥ISLL SISBAIDG | d¥d » yeaund udumlfeurur edes NNy IFuUDuUL BSBIJUBLIS URD WE[RD JITHE BIRIDS BUIRS
1exelndeg nnIsusw yniun Suepunip wouwnleuew sejronad Twweyenraw isedrisniredraq —“BUIESIaq
NS WOLLL AS » | eps gigy veuidund verefep e[l JIgv veurdwrd uerefer L dIIV dIdv
HepLL | ueFeqas | BA
INHUIISeyuy J0Iuo)) urejyedurad wesepolusg ureleluiod /uerein ‘ON BAIY $590014 Aoy

weqemer ueymd

|.—‘ml




(eduurer ueres r1aquad
uep uewwefuad

" (uret yeroyadsur Mdg
‘dvl ‘dddel 14adas) epuad/11/31

UEeSU3Ip HENII)
Sued (rusagul

esel U

By BIpaAuIW

esel ogund ISRSIURELD Feq (Sa0Kuas flLospn) undneuw [rLIdIXO Fuel
UL UESUSP ISEUIPIoON ueIes ueLiaquad wep (Soundnsso) seyd weBuap urey yeyrd
wep el1ay vgiungny weurure(uad esel vexLIaquiawr TSBUTPIOO3{Taq eduap
dnseouatu ure] eIejue) Fued ey ueas yeyd uep SBIIOJUL 1ISRUIPOOHIaq
AOHDYD PNy [oUaTUr -HeyId ISeqYRUIPI3UatI [[e7a] ey 21 seqraq JIdV didv
1sestuesIo wenliny ueredeouad
eiedn urerep Sunuad defsuerp
BAULRNSBUWL LR Bpuwad /71 /3
*(BAUUDTNIOU BpPE) 1SesIUesIo ISESTUEEI0 Udwoleuet
speound usweleuew jeder urerep (Sunuad) vesyesidiz yepn
ONHISULUL yrjun Suepunip Fuek ueiSeq redeqos Suepuedip
nre@s 11y weurdund uereler rurey elray um weurdwrd uerelep [
(Aaosiapn BUID)S Y2
weueder uenoquiod ‘g 10]TpTe WeSUSP ISEUTPIO0IIdq
-e[1auTs] 1pne usueke] wrerep (Uswsleuewr Iem refeqas)
dnsesusur SueL) vpWad/T/3 wesiesio sunqnisuad
AOHDYD 1PNy oLy Tpelust rurey el1oy wun rI
OIS sIseq oy 1d3d
UBUTISTATRS JOS » "Ia)ul uesemesuad
EENIES] ueIe|For UBp BUBOUAI UEBSUSD
fuosiapn uep He HEMIO]L BRI BIRIIS BpWA] /7] /)
1Ipne UBIesEsS Uesusp ‘qs3 yeder/wruog 1sey | uveurdund uerelel vesuap 1sEIIIOUL
OI81I SISBqIa0 LI » uetoder /usnjou jedepia], Ieymiaq Suifes e[al e 1
O3[ISTY sTseqlad 1dMd
UBUNSNAUId JOS »
3OS “uesemesuod
Auosiapp uep Ag eerEes vueouar ueiuequiaduad
Hnpne ueaesses ursuap weBp uawalBurul LIBP UBYNSBLL
ONIS1T SISeCIa0 LI3d » UBH UL ISdUIat el Ty 1
‘ueyniedip erigede gunjuad Suek
(wnrog ‘sedyes nyadas) epuad/1/31
uenyeadund ISBSILURELO DIUI0Y-0]1LLUOY B[R
TedeqI1aq ymiun seses Tp reqrrial yruun vesemesuad Jels
TUTLIO,] Tres{IIu2quuag ‘mruog ‘sedies g yedepia] BUOTOpUAW e[a] Tures] reutdw] 1
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHUIISBIFU [OITO)) ureleAurad weserolusd uselelurog /uerein ‘ON BAIY §69001d A0y

ueqemep UeyId

|N°|




uesemeduad

lsey ueerjuewad
neye wesemedusd
ueeueoualad

urerep SMdH ‘Mdd
IOJTPIE TRILI2]SHD Tep
ure] didy piedas ure|
niAsl S3UN] ues|myeauL
ewes-ewres sued
eluure] veres 11aquiad
uep ueurwelusd

esel taquiad

1TuTL TB3Uap ISEUTPIO0I]

‘(efuueiode]/uajmou

epej [p ‘wruo] ‘Jedel
edniaq jedep 1ngesis) urgg
seyid ue3uop ISBUIpIooNIaq
ep ISeNUNIIoNISq
undneuwr 1SBWIOJUT 138013

‘euresIaq veneylad peluaw sueld
nsr-nst Uefuap J1espIs) NngasIa) urel
seyld ueSuap ISBUIPLOOHIDY UBD
sexIunoN 1aq undnewr 1seuIojul
TdRqTaq JYNIUN AUWSTUBIIW BB

QISITENI W/ UeMellqay | jun JWSIUeNall nele sa801] | €9s01d meydrequaduaul [eal Tuey] 81
(eAuule] ueles Liaquad “(wiel 1eaoprRdsul M4 ‘dvdl
uep ueurme/uad ‘d3d9g 131ados) 1ngosia urel yeyrd
esel traquiad ueSusp uesemeiuad uejerday JIsey
Hun urguap ISBLLPLONY undnew ‘isruLIpuL furBuRIUALLd
wep el1ay wesunqny [3eqI00 TJE[OW JeBjUetd
dns{eousur urel BIBlUE) ueyLrequiawr jedep 3usk vaIE
A34DYD NPNY [T =Bare ISE YR UAPISUL [[e]al TUIR] JA T
‘uesemesuad
uelersoy semdnp
TISTTEUIIU T2 U
uep urueirad
rednyeo
UBY11SEWaUT
Hrun
(soorA10s A10SIADE
pLre 20ueInsse (sdnoub
10 sI1ap1aoId) mapad 4330)
ureutwefuod uep ueuueluad
s1ape verraquad wep S1pe
wsel ueerpaduad uerraqurad
Hepll | uelFeqas | BA
INMYNISEIJUL [0IT0D) ueejedurad wesepalusg ueeleluiad /uerein "ON BAIY 85090014 A0y

weqemep ueyid

|ﬂ®|




wvraue uesieotaday uep vwese[Iay
eARpng UBNSURQ AT

ueqemer WeymId

pera) 1urey wewdwid | €7
ISESIUB3I0
‘s18a1ems uatsfetrewr
uep Sunuad Ns-NSL SRR UBIRS uraelel veSuap
Suequins TeNIIOqUIou Tesudp dIdv weurduurd
epurad /71/3 depera] Isngrniuoy ereUe Mreq Suek
ueMLaquIsw yefay mwes] wemdwiy | gz | urdungny efuepy -
ISBSIUEBSIO
dIdv uou fereur
ueurdurnd uedap uerefel Tyn
ay uedurpued uwp refuadursu
‘eurdorraday uep
‘ISTA UBIes-UBIes
“BplIad /7 /3] 158uniag seIe ueedresduad UES{LIS([UIaTIT
uetndund reSuap Sunsdue] eIeoss ep ISestresio ndureur
1$2]2J3)ULI3( UBP ISEHIUNWO0N13] ueweyewad d1dv
BleIaq BIBO2S U] Ueuidwild | g vAUBPY - veudwi T
T 1942
‘uesemeduad uelerdos uednen
UeNeUISYeWaW Uep uesemesuad
ueerdos sele sespdnp
JseLUIOw Jedep e
vAuure] esel erpaduad seyrd weSusp
undnew [Bu1)sxa 10j1pne urduap
uBNIHe[IP SUeA ISeNIUnuo] 0%
eduure] ueres paquiad ‘desgualsitl uep Juninpusut
wep ueurueltuad gues ynjun el1oy eueaual
esel uoquind ISRIULIDJUL IRAIDG UBD [BLID)SYD
Jun Uesusp [SEurpIooy I0JTphe UBZUIP [SeNIUNTIoNISq
Jeder useURSR[2J I2[N32T BIEIDS 1[B[21 TUrey] 61
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHOIISEIFU [OITO)) ureleAurad weserafusd ureleAuUIog /uerein ‘ON BaIy ss9%01d Aoy

|wo‘|




(epwiad /1/31

reredidue weunsniuad WNIOJ wWerep
eAu[BsIul epuwsd f/y 1sestuedio
Junuod wWIoj-wnIof Nele J1Moy
enuas eped jeuresuad mpelusm

uep sedisuiediag yepel Lwey|

8C

ISBSIUBZELO ULl
afewetu/ueurdurid
ueaefiel
uep ueSunuadsy] medung
nyduewrad UTBUSIHIS(
eted ueduap yieq uep
Sued uedungny 13950 3uek
BIETI[SUISUT uegunqgnyy
ndwew 41dv - BALEBPY |

S TAAAT

‘uRMLaq [WEY Juek URLES-UBRIES
re8reySuow wep redeosodmwow
epwad/1/3 veurdwid uerslep

LT

‘uagjul uesemeduzd

ISBY UB]EE]UBUDUI BSEITUBLIS
JMUN [EUIISH2 I0JIpNE SU0I0PUITT
Uep [BIII9}S32 J0)TpNe UeSusp
[Bwaoy uep ‘ueredsuen ‘yesndooy
Sued mesUNANY UENSTeqUIaSUatl
uweBuap Bpwad /7 /3 uawaleusw
Sunsnpusut Ye[a} ey weurdurr|

9¢

“eAuwnagas ulel sjeyrd epeday
weNIogIp sued snfumod usp ueres
-URIes UBsITesepIaq UBSBMEMTa]
uep ‘s1a ‘413332 Furd uswalruru
TEUSURTI B1BAU [[OIUI00 NjEns
vesdelsusu e} Tures uwsurdurrg

PR

/71/31 ueBunyEun 1p adis/elsy
UUN Yrunos ueSuop 1sesnesio
reuorserado ureep Hreqrey
siiotead Suwual e ea8uad
188 190 B[} ey reurdurtd

+C

ISesresio nsi-ns|

e undnew waojw uesemeSund
TEYers9y HNlun dreq 1sesmesio
teurdwrd uerelel wreduap Joyrpne

HepLL

ue[geqIg

B A

ueqemep eI

IMYhIISeguf §oyuoed

urejyedurad wesejolusg

ueelelurod /uvIein

‘oN

BAIy $890014 Aoy




‘e upsliaxad [1sey-Isvy
uRIepuesuIu TeI2SHe JoUpny

s€e

ugurduwrd wounmoy
uesuequasuad ureep sunuad
wewasad Suefawaws e 1iun)

rE

“BUWIE|
wmedunuaday nyBuetrad medusp
SETE[3S UEpP BPWad/T/Y 1sestuedio
1IE|IU-TB[IU Uep 1S1A uBBuap

[BIISIS [WE 1LUN [E[IU=IB[IU UBD |SIA

€E

“epurad /7/3] 1sesuesio ynmss
1p [2qipats]/unduwmu Fued siusiq
Jaured regeqos Fuepuedip Tumey|

ey

JTUT TeSTey3U2tl ep IWeetraul
1PNR N0y uBp “Bpuad/ 1/
1gesiuesio wewmdund terelel “eurein
uedurnjuaday ndueuad Breg

Ie

“eurein uegunuaday nygueurad
eied uep epuad/ 1/ uewdund
weSuoP BTeNIoq BIEdIS menurolrd
UENNIB[SUI JMIUTL SWISTUEY 10
TBNS {IWRW (B[] TUIB3]

QY

‘1sesiuedio depeyas) ynaesuadisqg
Bues reqord ueSuns{Suly

3¢ Cﬂ._r—ﬁ.nr..:_..—uam ISEXYLuIpL

MePw 1sesTuesio uereleraqurad
ISRITSBIUSUT 1[e]21 Turey|

6¢

HEPLL

ue[SeqIs

BA

ueqeMED UEYHId

INMYNIISBIJUL [OIUOD)

urelrAurad weseralusd

ureleluIog /uerein

‘oN

BaIy ssa001d Aoy

|c°|




‘ISES[UESI0

usurdurd venfmiesrad jedepua
URDP B[ENIDg BIEIIS LAUDYD

npnp pulsul veInpfeInurad

123400 PN [DULBTU] UBP NIASI UBNIB[2W e[} TWeY | ¢t
“Bp3OS [BWSaS /UMY epwod /1/3 weurdurd oad]
a3y JIenSIUIIpPE BIB0as epeda3y [ewio] viedas (buiiodal
q/1/3 weurdurtg ep epwad /1/3 wemdung 20MDASTUIUPT PUD [DUONOUR]
oy Uesemeduad [1seH a3 Teuols3uny vIeoas Ioderaur mesemesuad ISRNSIUITIpE
resTE] ueredwreiuad didv eayeq uexnfunuawr | uerodeiad uep ueyerdas urioderad
Teuaduaw JOS Jued wayss/mposoid Bpy Wr3)STS TTUWaU Ye[al TUure] I
AFLDYD BPNY [OUISTY]
C.UC:)_V—D.T C._ﬂ:ﬁmu
epe Suei JIdv run
qemel sundsue) uep
UeIURUIMDY JTeHIa) ‘Bpwad /1/ 1sesraesio
P ‘yeder ‘rsesTeisos ‘ueutdund yedeus ‘uesemeduad YNLIN[RS ¥ WRHLEENLLLITWLONLP
uerre3fuariuad Tela8 1eES ISESNRISos Ymuaq el Jdidy 3umn qemel
ABLIDYD) NPNY |DULSIU » weep Bsiq s} Iseyummo)] | Sunsdsue] uep ‘Surusmam ‘wenlng 4
“eduuesun®S U
1P [BULIO] BJEDAS
BpWad /71/3 ISesIUesIo (1seDISIUIIUIPE
wrewndurtd 1TEP TEULIC] BIEDSS weroder
uenlmssiad ysjoredwsw yee) uep uBedal]
uep ‘dIdv mun gesmel sunsdue) tretodey) uelcderad "unsweqIal
uep ‘Susuamam ‘venliy ‘st wedungny ue[21
ASIA [BULIO] BIEDOS UES[ISIULDDUILL unsuequiLwl ueiodejad
210U NPy [ouday E[I1 LBLIDYD IPND IDULBIUT I Uerl Jidv. I uesunqny 1
T TIATT
Aepll | veiSeqsg | ex
IMADIISEGUL YOIW0D uee)edurad ueseRfusd ueeleduiad /UEreIn "ON B3Iy 55900314 493

wRqEMED URTII]

VIOTEA V.LVL AMILANALS ‘IA NEHNETH
dIdV SY.LI'TISVdV IdIANVIN NVIVTINGd NVISI SI'TONE04

|F®|




£ TIATT

upne 188y uerode[od
uep ‘ueeuesye[ad
‘ureuroualad

sels URSBENUN]
ueeUEsye[ad Surus)

‘uesemeduad

se511) ueeuesyerod

eurefas wesnyIadip Sued
uawnop usdexFunfuaw
sepn npne el

JOIPOE UENT{EP SILey sued

‘uwesemeBuad seSny ueeuesiyerad
vwrEs umnadip Surf
waurnyop uedesunsuan yepn
nIpne eI np snrey sued

Nep/ dOs/ uetopad ede reuaBuswt JOg 1edepial | inpssord uesdelauaul e[l TUIRY] 3
‘dnyguy Sueru weseyequrad
uBp ISUSAIAIUT BPR EPT}
BLOS ‘UpneLp Suek epuag / 1/ y
1SBSTUESI0 TTUosI2d UBp ‘19se
ISBULIOJUL YILIT[3S SBJR SEIRQI]
ATV uesusuamay eprn uep ‘seqaq ‘ynuad eieoss
11eE19) URUILIng $SISHEFUIUT HNJUT UEZUBTI2MIY
d0Os/ueneliqay, uep ueSusp 11e3da] [FuLD] Inpasold
49JDY NPT [OLLIUT uep wese(1qos RUOW ney | )
"RALIULIDLIT
uesemesuad sedng
uei euBRsyR[aul
Urerep uexyrngip "epuad /1/3
Bued ‘epwaJ/T1/Y 1sesIuesio
sesiuesio nun ruostad
nuosrod uep uep ‘Jose
epuwad / T/ ‘Jase ‘Iseuriojul ‘ISEurIoful
19RsIURRL0 [Luostad uep ‘Jase sasxyriuaw deper.m
ISPILIONIT NIN[I8 SISYRBTIIT sun J1Jv ynirad sasye
U UESURUMI3 dT{EOUa 19Bq UESUBUSMIT] R{HIuraw
2D NPNY [oULFUT e[a] L300 Ipnp (iU | 9 eltepy 1 dldVv T
'dIdV Hun reei3ay [senfeasgusiy
Hmun epwnd /71/3 1SESIUB3I0
uswafewrew Beq resep weympelp
3Dy NPNY OUIUT 1edep  aupyo npno ULl | g
Hepyl, | ueiSeqag | eA
IMYNIISEIJUI [OIU0D ueelelurag ueserafuad ueeleAWIdd /Uerein *ON eIy 880001g A9y

ueqemep UeyId

|w°|




ueIYEIP MEpI) SuBk
uesemeduad ueerdas jedepra)
eiqede yedurep uep oysu
UBHSURCIUISdIUSTU B3] BUWILIS]

ueqemep eI

rwey] Jued urredfue [seoly | €1
e
BlB00S ey qemel SunS3ue)
wep SESN) UBeuesIerow
1edep ymun Tepewawr SUBA
urIr3SUr D{IUIaW e[l TWeY | 7]
“epuad [/ 1SesIuEtio weEp
1SESIUESIO OXISLI meurdwrd uerelel epeday ngesis)
UeHIeyI2uW2au Ueduap Yedurep ueyIseNIUNIOZUIT
dldv u=aesBuy uensn YR|3] uep BABp J3qLUNS
uenleSudd swsIuBoN / ‘posspeunrp Sues spedwep | weselequnad eluepe irep yedurep
Impasoad/uexeliqay sisTeue [1sey jedepIal, TSENTIUSPISUSW el Turey | 11
MENUNNGIp Buel rensas
urieSzue uriEsaq usynledusw
snun wedreusmay] Bl1I1as
ISRSIURSL0O O31SLL uzirdsurr Juek (ueeuepund
UeNIEUJIaWIUI UBdUap HNSBULID)) UeNyringrp
dIdV wereSsuy vermsy Bues vfep raqums depsirs]
uenlefua awsesayy / uenlnyasiad swstueya /sasold
Inpasold /weseliqsy TfIma el Uy | Q7
‘eAuueqilemas|
uep sedny
UeeUESe[aur
WrBp
‘(OYrsar srewgIa BABD IaCUIMs
uesemesusd sueous1 eped UBEBIPISIa]ay
uemsepIp usreddusduad sasoid) UE[ISEW
OISR SISBqIAE T eAUTIN]agas ISEYIIIUAPIP e[} SN 1BYSS uep
ueUnNSNAURd JOS » Bues |sesiuesio vyisu isejedusu ueredsuen sued ‘uesemesuad
30171438 eung saonuas Aiosiapp pup ueregsueguad wreyerdat u
Auosiapn urp HE A0UDINSSD URMBLRSME|DW ¥njun sosoad eref3uefuad
1pE uereses wesuap ueyUmngrp sued edep iaquns UNSUBUIdUL QWISTURIIUL
OISTT STERqI90 LId » dnxeouowr Tures] reredsSuedusg | 6 e Jidv. I BAUBPY
HepLL | ueFeqas | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueejefliad /aerein ‘ON BaIY $80001J Aoy

|am|




uesemeduag
[se]| 1esnuyy] uetode[dd
reudBuair JOS

TV

depeyte; 1sestuesio ueurdund
ueselel yojo uesemedusd
swisTreyaw ledepiay,

"JIdVY ISemesusw sedrisq
3ueL epuad/1/3 weurduord
uerelel epeday ueyiodeawu

uep ‘ISYRIAULIAC TSEIMIUNWOIIR]
eduel we|ep inposoid uep
ueseliqas unsmequIat el Tuey

“BTeIdIaq
BIROOS uBsemeiuad

1sey Iesnyyl uelodeT e

uesemedusd IseH
Tesnuy| uelode[ad

Teuadusit JOS e

TUIBY UBIEIday uesuap

Heda1 epwiad /1/3 vewdund
uetelel yajo ueres uenaquad
uep uesemesuad eiduel Weep
yeda Sued sosord /owusTuesaw
unFurqUIOW WR[REP

ISTLLIALION UELIdGWIawW usp
UBNISBPUAUIONATIUT [[e[2] TUIe)]

+1

"1V dnssury
Buenu senjraduan
uep J1dV depeyaal

uedunnp
e[ eI uIuau
euns
‘TERUBSYRID
el yeda)

Sued wexepun
UBHISETUII

ep 1suapuadapul
uepensduaw
Hnun

dIdv uejersoy 1rep
TISEY-[ISEY NIASIaW
uBp ‘urIes
H%DQEUE
‘IsemBSUIU
Hqroun sespesio
ueurdurd
Uexjeqiau

Fuel epwad/1/31
Isesiueiio weep
Quustuesa fsosord

eiuepy I

wpIg/1/3
ISESTUBSEI0
uruwzleuew
U210 didv
ueleday
weetesieRd
depryam
uesemesuad
eAuepy

HEPLL

ue[SeqIs

BA

ueqemep UeyId

INMYOIISBIJUL [OITOD

ureleAurad weserolusd

ueeleAwrod /aerean

‘oN

BIIY $80001g A9y

=001 -




urerep ey eduepy ‘suapu=dapur ueyenduad efuepy | g1
uesemBsuOd
Tsey uejeeruewiad
nue uesemeduad
ureltecun1od
urerep I ‘dd
IOJIPNE [ELLIR1SNe Uep ‘(urer yeio1adsu] ‘Mdd
urel JIIY RIadas ure TV aMaq raadas) epwiad /T/H
niasl 1S3UN] e nye@uL 1sesiuEslo 8eq (seonuas Losnpo)
eures-guwres Sued weIgs weroquiad Uep (@oupdnssp)
eAuure] ueIes raquiad ueurure|uad esel ueyLIaqUIa T
uep urureluad Fuel wep }eyid ueBuasp
esel toquiod urey uwesemesuad psey 1$euIour
JTuTL UBSUap TSEUTPIO0] IgeqJaq Uep TWes UBJelsay
atusTIENa 1/ texeliga)] TENISBIIPIOONSUAW R[] TUIBY | |7
dldy eleupy
1Isemeuaw uei
yeide YeluLlawad/ e
FequIaT /UeTIa ISy TSBSIUBREIO NIN[ES oY UI3jUl
TSESTUEZIO uesemeduad uererday JEEUEBW
weep Jyeqld eAUBDY . uep ‘suapu=2dapul ‘uefuruamay
{Flosinpy weueie] ‘JePURTI Ue[SeHIUNIIosuat
uetpquad ‘qe radas ByBSTI-RUEST IN]B[IWU
-elrours] Jrpne weueis[ d1dV 1suapuadapul gursnpuatu
dnspeousur Sued) yraun epuwdd/T/9 reurdurrd
ADIIDYD) TPNY (DULSTY] - ueaelel Suoctopuaw ey | 41
RNy
sued uerepussdusd ueSunysur
a/1/3 veweleuew efudunuad uep ‘|BUIsIUL
wirl Wepep eS8} uesemeduad ‘oysp uerepuad
guel uerseq rpeluam ‘e[o1ey eje} depeyls) sesiuesdio
didv weuidwid euewip uennpadoy] uepesSuruaur exsues
C/71/3 1sestuedio weep epuiad /7 /Y urwdund
urefep suruad welerso] werelel uesuap BIENIAQ BILISS
-ureje1say eAuepy ‘ueinde/uamioy | uenwalted UESIEPW YE[al Turey | 97
Hepll | ueFeqds | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueejefliad /aerein ‘ON BaIY $80001J Aoy

ueqemep eI

-1 -




188uma weurdund weSuop
Suns8ue| BIB9S ISEXNIUNWONI=q
UEP B[ENII BEIEDIS

renus)Iad Uene[at ynjun
ey neuldund uesuryFunuiaw

ueqeMED UEYHId

epuIag /1/31 1sesnedio weseliqay | g7
epwad/fl/ A
ISBSTURZI0
138un3ae3 ueurdud
epedoy Junsiue] BPSg /1/3
eieoes uetoderad 1sesiuesio
AUWISTUEIaW 133UnI93
"BpuWdd [/ 1sesiuedio [33ula] unsuequiaw ueurduwrd
ueurdurnd epeday J1dv ueumduwrd ueSuap epeday J1dY
Lrep Sunsdire] vreoas wresodelad Jd1dv teurdund treurdund
uedungny ejod ueMtrqueSIud 1sudpundopu uraode|
eral Loy ppnp ouwdsauy | g | uelensSusd wduepy T vAUEPY T
T [2497]
"dIdV elpun]
isemeSuowr ynjun uefuesusmol
(Fugsiapp uexaqrp Suek epwad/ T/
weueder venaquiad ‘qe veurdurd werelel yaro
-eluau 11pne usueie| e un depeyas) uesemeduad
drnspeousur Sues) TEUOSUAT eIt drn{edtau
ADLIDY NPNY [DULBTUT B[ JOUDYD JTPND [DUIDIU] | TT
“(urey 1RI03adsUT “HIT
‘dval ‘doidg pedas) epuisd/ 1/
1sestredio 13eq (seonues fiosipp)
UeJES UBLIaquuad Uep (20uninssnj
uveurwefuad esel ueyuaquiaw
gueX urey xend weBuop rurey
o uesnse[p duel uesemesuad
tsendnp yedepiay sEpiL | 0T
didv
elraums] 1IsemeSuawr Sued “epwad/1/3 1sesTuesIo
YRaoR(] YRjuuaund / uruiduwid veaelel uep veiu
vieqUIYT /UBIIDIUISY] TeSUnNNOpP meEw rwe elisy
ISESTUE3I0 UM SBIANFAD Uep ‘sejanya4iqo
Hepyl, | ueiSeqag | eA
INYHUIISBIFU [OITO)) ureleAurad weserolusd ueeleAwrod /aerean ‘ON BIIY $80001g A9y

=701 -




“epuafe wes[eleduatl

uep ‘Uejerre]arn]asay

ueSun:np uexepaiusw ‘uelnje
ueFuequuafusd nurquawm
‘uersjodsueay NgLle-Ingrae
UBISEPUTLON2IUT BI20 URBuap
uapuadapur semeduad weprq
elLury uep uexmyusquad werep

ISNLITUONIS0 NN Ye[21 1wey | 9g
‘epuwad /1/3
ISESIURTI0
SBIIIIqEeIUN e
usien3uaul
NIUeq oW uep
‘d1dv tresemeduad
dnx3uy
UENSUBUIISUIUL
‘dIdV 1suapuadapur
LIE3{[}SBIISUL
Bund (epwiad/1/3
sesTUEsI0
uaswa(euws
‘J1dY epeday reuorssury uerefel Teny ‘uapuadapur
ueyele uep uesemedusd 1p) uapuadapur yeyrd
wespacudur Suel (epuad /T1/31 steryid dnspeouour o dIdv
1sesTUEdI0 uouraleusw eAue]o8sue SueA depeyial
wrerefel reny 1p) wapuadspur dIdv semeSuad resemesuad
semefuad urpeq eAURpy | G uBpE( BAURPY efuspy
‘ISESIUETIO
18eq eded1adaa) uep rejruiaq sueld
Ueles-Ueles UeLIoquaul ey
uryUSunuDu uep nuey eliny
yun rsuapuadopur 1sreirodoam
epwad /1/3 1sesiuedio 1553uU119)
ururdund uedusp 14y ururdurd
ueloderad wedunqny viod | +7
“Bpwad /1/ 1seSIuEsIo
HepLL | ueFeqas | BA
INHLIISeyuy [0Iuo)) urejyedurad wesejolusg ueejefliad /aerein ‘ON BaIY $80001J Aoy

ueqemep eI

01 -




uep INeZFUdW B)RAU BIBODS
epwod/1/3 15esIUedio eAepng

[43

‘Turey el12y 11um meepelaqay
depeyia] ynuad ueBunsnp

uep urewnsuad uBNUNusW
yeo1 uesunuodoy nyduewrad
ENUISS UBD ‘Uapuadapur
semieBuad uepeq ‘epud/1/y
isesmredto wetrndund e melel
uesepull uep uedeon enwag

e

‘uesemeduad

[ISBY UBYISBIIUNIUoOSuUatl ep
ueseuesyepuw ‘dnydul Suenus
TehiuauIt werep ‘uapuadapur
seme3uad uepeq UEp UsWRABUBW
uedunynp uesudp JBPURW URpP
rremaetad Werep USHIEULIOND
yea) Sued ynuad usSuruomai]
uep ‘mdureuey ‘fsuspuadspurl
DTS 2[a] TUIEY]

og

ynuad

Jued ueSuBudmdy
uep ‘vendureuran
“suapuadapul

e nlunuat
YBI JTdV

ynuad Fusd
LEBuBUIAMIN
uep
‘uenduretras]
1suapuadapul
elAuepy 1

S THAIT

-uapuadapur semeduad uepeq yao
Turedy yun depet1o] ussemesuad
reuaSuaw uerrye drs{eouair

B33 LA JIPND Uiy

6¢

-ney] elzey] pun uveurdund
uenustrsquad mep wespnlunuad
depeys) 1SEpuUawos .l
ues{aqUaUL We|rp udpuadapul
semeduod uepeq werod
uey3UequIagdusur [e[al Tuel]

8C

ELGERTEN
uapuadapur semesuad UepEq
epedoy uerode] ueyLI2qUIAL

URP “ISHRIIULDO TSEHIUNTLOMNAD
snjun anpasord uep wexeliqay
UeH3UrequIaduour e[al Tue}]

LT

HEPLL

ue[SeqIs

BA

ueqemep UeyId

INMYOIISBIJUL [OITOD

ureleAurad weserolusd

ueeleAwrod /aerean

‘oN

BIIY $80001g A9y

=0l -




‘m2ur esemesuad terad
uBSuap wexIa) Bjedu Usuwnmoy
messnfunaur ey epwad/1/31
ISESIIRSI0 Uep [ RIS

tE

“(1sesiuedao

uesTel1qas LouvYyd NpnY PuLsul
“JTRNE 9ITUIOY [TeP Jepuell NIy
URSBPUR[ [BSLUL) [BSIIALUN NMELDQ
Sued srerd weSudp Ture BroToN
B2 Jsnas (ojon/ ssaoons

A2y WENISBLI20Ry DU JOFENIpUT
UEHSUIPIECUISt 813l TUrey

£e

‘uralur wesemesuad Iep
verad Uep Te[TU-TE[TU BUILISUIT

HepLL

ue[geqIg

B A

weqemep ueyid

IMYhIISeguf oIy

urejyedurad wesejolusg

ueejeliad /aeren

‘oN

BIIY $80001g A0y




